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BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1.1. Luas dan batas wilayah administrasi

Kota Bontang semula merupakan bagian dari Kabupaten Kutai dan
menjadi daerah otonom berdasarkan Undang-Undang No. 47/1999
tentang Pemekaran Provinsi dan Kabupaten, bersama-sama dengan
Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Kutai Kertanegara. Dengan luas
wilayah sekitar 497,57km?2 Kota Bontang merupakan daerah otonomi
dengan luas wilayah terkecil di Kalimantan Timur, berbatasan dengan
dengan Kabupaten Kutai Timur di sebelah utara dan barat dan Kabupaten
Kutai Kartanegara di sebelah selatan.
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Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kota Bontang



Luas wilayah Kota Bontang yang hanya 497,57km?tersebut terdiri
dari wilayah laut seluas 349,77 km? (70,30%) dan wilayah darat seluas
147,80 km? (29,70%). Sejak disahkannya Peraturan Daerah Kota Bontang
No. 17/2002 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan Bontang Barat
pada 16 Agustus 2002, Kota Bontang terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan,
yaitu Kecamatan Bontang Selatan, Kecamatan Bontang Utara, dan
Kecamatan Bontang Barat. Luas masing-masing kecamatan yaitu
Kecamatan Bontang Selatan seluas 104,40 km2, Kecamatan Bontang
Utara seluas 26,20 km?, dan Bontang Barat seluas 17,20 km2. Kelurahan
yang terluas yaitu Bontang Lestari dengan luas 80,92 km?.
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Gambar 2. 2 Peta Administrasi Batas Kelurahan

2.1.1.2. Letak dan kondisi geografis

Secara astronomi terletak di antara 117923’ — 117038’ Bujur Timur
dan antara 0201’ — 0912’ Lintang Utara. Dilihat dari posisi geostrategisnya
Kota Bontang terletak di pesisir tengah Kalimantan Timur menghadap
langsung ke Selat Makasar yang dengan panjang pantait24,4 km. Wilayah
tersebut merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) dan
Internasional sehingga potensial untuk mendukung berkembangnya
interaksi wilayah Kota Bontang dengan wilayah luar, baik dalam skala
nasional, regional maupun internasional. Kondisi ini menjadikan Kota
Bontang memiliki beberapa pelabuhan diantaranya: 3 (tiga) terminal
khusus, 2 (dua) pelabuhan umum dan 1 (satu) pelabuhan pendaratan
ikan.

Untuk mendorong tumbuhnya sektor jasa kelautan, pemerintah
berupaya membangunan pelabuhan serta jaringan jalan untuk akses
keluar masuk Kota Bontang. Dengan ketersediaan tersebut Kota Bontang
akan menjadi jalur tranportasi penumpang dan barang bagi Kaltim untuk
wilayah tengah.

Berkembangnya Kota Bontang sangat erat kaitannya dengan
keberadaan PT. Badak dan PT. Pupuk Kaltim beserta afiliasinya. Untuk
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menarik investor agar berinvestasi di Kota Bontang maka pemerintah
menyiapkan kawasan industri baru serta membangun bandara umum.

Pesisir Kota Bontang memiliki ekosistem dasar yang lengkap karena
terdiri dari hutan mangrove, padang lamun dan terumbu karang. Kondisi
ini menggambarkan bahwa Kota Bontang juga memiliki potensi untuk
wisata bahari dan wisata mangrove selain perikanan. Sebagian terumbu
karangnya masih baik sehingga dapat dikembang untuk lokasi diving dan
snorkling. Hutan mangrove memiliki jenis yang bervariasi sehingga cocok
untuk ekowisata.

2.1.1.3. Topografi

Secara topografis, wilayah Kota Bontang didominasi oleh permukaan
tanah yang datar, landai, dan sedikit berbukit dengan ketinggian antara O
— 106 m di atas permukaan laut. Mayoritas wilayah (48%) menempati
kawasan pinggir pantai yang relatif datar, sehingga relief Kota Bontang
terlihat mendatar di wilayah pantai, dan bergerak membukit dan
bergelombang dari bagian selatan ke barat. Selengkapnya dapat dilihat
pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2. 1 Sebaran Luas Kota Bontang berdasarkan Ketinggian

Luas berdasarkan Kelas Ketinggian (Ha)
No | Kecamatan | Desa/Kelurahan
0-15m | 1525 m | 25-100 m | 100-500 m | Jumlah
Loktuan 86 166 178 - 430
Bontang Belimbing 1.025 428 552 - 2.005
1 Utara Bontang Baru 303 487 100 - 890
Bontang Kuala 579 6 - - 585
Jumlah 1.993 1.087 830 - 3.910
Satimpo 486 782 8 - 2.122
Tanjung Laut 573 127 - - 700
Bontang
Berbas Tengah 26 208 - - 234
2 Selatan
Berbas Pantai 102 3 - - 105
Bontang Lestari 2.235 1.415 4.893 20 7.709
Jumlah 3.442 2.535 4.901 20 | 10.870
K ota Bontang 5.415 3.622 5.723 20 | 14.780

Sumber : BPS Kota Bontang , 2015
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Legenda: Sumber Data:
Batas Kabupaten/Kota PETA TOPOGRAFI - Peta RBI Skala 1:25.000, Bakosurtanal
-BPS, 2012
R e KOTA BONTANG, KALIMANTAN TIMUR
»»»»»» Batas Kelurahan/Desa 0 1 2 Km Keterangan:
Garis Pantai Elevasi (m dpal) | — Peta ini bukan referensi resmi i garis-garis batas
i dan tidak iratk: h: i dari BNP|
Jalan Arteri 01 Skala 1:60.000 pada ukuran kertas A3 lan tidak menyiratkan pengesahan resmi dari BNPB
Jalan Kolektor 15-25
Jalan Lokal 25-100 Proyeksi Universal Tranverse Mercator Disusun oleh
Jalan Lainnya Sistem Grid Grid Geograli dan Grid Universal Transverse Mercator Pusat Studi Bencana (PSBA) UGM, Yogyakarta
100-500 Datum Horizontal : WGS 84 - Zone 50N 2013

Gambar 2. 3 Peta Topografi Kota Bontang

2.1.1.4. Geologi

Ditinjau dari aspek geologi, Kota Bontang termasuk dalam sub
bagian cekungan Kutai dengan batas fisik di sebelah timur Selat
Makassar, sebelah selatan Sungai Santan, sebelah perbukitan sebelah
timur Gunung Lobang Batik dan sebelah utara Sungai Temputuk. Dari
aspek litologi, formasi batuan di Kota Bontang terdiri dari enam formasi
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batuan, yaitu:

a. Endapan Alluvium, yang tersusun oleh kerakal, kerikil, lempung dan
lumpur sebagai endapan sungai, rawa, pantai dan delta.

b. Formasi Kampungbaru, yang tersusun atas batu pasir kuarsa dengan
sisipan lempung, lanau dan serpih dengan sifat lunak dan mudah
hancur. Formasi ini memiliki aquifer potensial di daerah Bontang
dengan jenis batuan yang bertindak sebagai aquifer berupa kerikil,
pasir kuarsa yang bersifat lepas, batu pasir dan pasir lempung.

c. Formasi Balikpapan, yang terdiri atas perselingan batu pasir kuarsa,
batu lempung lanauan dan serpih dengan sisipan napal, batu
gamping dan batubara. Formasi Balikpapan merupakan formasi
terbesar di Kawasan Pesisir Bontang dengan arah utara-selatan.

d. Formasi Pulaubalang. Merupakan perselingan batupasir kuarsa, batu
pasir dan batu lempung dengan sisipan batubara.

e. Formasi Bebulu. Merupakan formasi batuan terkecil di Kawasan
Pesisir Bontang yang tersusun atas batu gamping dengan sisipan
lempung lanauan dan sedikit napal.

f. Formasi Pamaluan. Tersusun atas batulempung dan serpih dengan
sedikit napal, batupasir dan batugamping.

Jenis tanah didominasi oleh podsolik merah kuning, aluvial dan
kompleks latosol. Jenis tanah ini memiliki lapisan kuning (top soil) yang
tipis, peka erosi dan miskin unsur hara. Untuk pemanfaatan lahan
pertanian dan perkebunan dibutuhkan pengolahan awal berupa
perbaikan tanah (soil stabilization) dan pengamanan hutan, sehingga
kestabilan tanah dan persediaan air tanah tetap terjaga.

Struktur geologi daerah Bontang adalah struktur perlipatan antiklin
dan sinklin serta sesar dan kekar. Struktur batuan tersebut terjadi pada
umur Tersier awal sampai Tersier akhir, yang terlihat oleh bentuk bentang
alamnya pada beberapa lokasi, tapi di tempat lain hanya dapat diketahui
dari pola sebaran batuan atau dari hasil penafsiran pengukuran bidang
perlapisannya.

Sebagian struktur lipatan berarah baratdaya-timurlaut. Antiklin
Api-api pada Formasi Pulau Balang melandai kearah barat dan timur,
dengan kemiringan lapisan berkisar dari 5-200, mendekati puncak
antiklin kemiringan lapisan mencapai 500. Struktur sesar berupa patahan
naik dan sesar geser jurus. Sesar naik terdapat di bagian barat berarah
baratdaya - timurlaut melewati Gunung Lobang batik. Sesar naik ini
diduga merupakan kelanjutan proses dari pembentukan antiklin. Pada
peta geologi (GTL Bandung, 1990), maka pelurusan sesar naik masih
diduga sebagai kelurusan sumbu antiklin.
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Gambar 25 Peta Jenis Tanah Kota Bontang

Formasi batuan bagian barat relatif naik terhadap formasi batuan
bagian timur sehingga formasi batuan tua naik terhadap yang muda. Pada
beberapa tempat, terdapat formasi batuan tergeserkan oleh patahan geser
(sesar mendatar), patahan ini memotong antiklin, salah satu bukti dapat
dilihat adanya pergerseran dari batugamping dengan bidang geser yang



nyata di dekat S.Santan (tepi Jalan Bontang-Samarinda). Zona kelurusan
patahan dapat menjadi idang lemah yang mengarahkan aliran air tanah.
Strike (jurus) sesar geser jurus umumnya berarah utara-selatan atau
hampir berarah baratlaut-tengara, dengan posisi memotong struktur
antiklin dan sinklin dengan arah baratlaut-tenggara, utara-selatan dan
timurlaut-baratdaya.

Sesar geser diduga terjadi setelah perlipatan struktur kekar
terutama dijumpai pada batugamping dari formasi bebulu dengan arah
tidak beraturan. Struktur geologi ini aktif setelah semua formasi batuan
diendapkan. kegiatan tektonik diperkirakan dimulai pada Umur
Pleistosen, dengan Wilayah Bontang mengalami perlipatan dengan arah
gaya lipatan dari barat dan timur, ditandai dengan adanya pungungan
antiklin Api-api yang letaknya memanjang dari utara ke selatan. Pada
puncak antiklin tersingkap formasi batuan tertua, yang berturut-turut ke
arah yang lebih muda, dimulai dari Formasi pamaluan (Tomp), Formasi
Bebulu (Tmb), Formasi Pulubalang (Tmpb), Formasi Balikpapan (Tmbp),
dan Formasi Kampungbaru adalah formasi batuan Tersier termuda, juga
mengalami pengangkatan pada saat terbentuk antiklin, lapisan relatif
miring kearah timur. Dengan adanya kemiringan yang pararel dari formasi
diatas, secara hidrogeologi aliran air tanah mengikuti arah kemiringan
lapisan. Setelah terjadi pengangkatan, terjadi pengendapan hasil proses
geologi seperti pelapukan, erosi dan transportasi. Hal ini ditandai oleh
adanya endapan kolovium disebelah baratdaya Bontang dan Aluvium di
daerah datarannya.
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Gambar 2. 6 Peta Geologi Regional Kota Bontang

2.1.1.5. Hidrologi

Daerah Aliran Sungai (DAS) yang menempati wilayah Kota Bontang
merupakan bagian dari Sub DAS Santan Ilir. Sungai-sungai yang mengalir
di wilayah ini adalah Sungai Guntung, Sungai Bontang, Sungai Busuk,
Sungai Nyerakat Kanan dan Sungai Nyerakat Kiri yang semuanya
bermuara di Selat Makasar. Sungai-sungai tersebut berhulu di bagian
barat wilayah Kota Bontang atau di wilayah Kabupaten Kutai Timur.
Sungai-sungai tersebut juga mengalirkan air yang berasal dari mata air,
terutama air yang keluar dari batuan pasir halus, pasir kasar dan
lempung pasiran yang berasal dari formasi Balikpapan.

Secara administratif DAS Bontang terletak di Kecamatan Sangatta
Kabupaten Kutai Timur (DAS Bontang hulu), Kecamatan Bontang Barat
(DAS Bontang Tengah), Kecamatan Bontang Selatan (DAS Bontang
Tengah), Kecamatan Bontang Utara (DAS Bontang Tengah) dan
Kecamatan Bontang Baru (DAS Bontang Hilir). DAS Bontang memiliki luas
59,710 Km2 dan panjang sungai utama 41,173 Km dengan alur berkelok-
kelok (meandering). DAS Bontang yang melintasi Kota Bontang memiliki
luas kurang lebih 300 Km2 dan panjang sungai utama 17 Km.
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Tabel 2. 2 Sistem Hidrologi (DAS) di Kota Bontang

No Nama Sungai Panjang Luas Lebar (m) Kedalaman Debit(m3/dtk)
(km) (m2) Permukaan| Dasar (m) Maks Min

1. Sungai Bontang 41.173 59.710 9 6 1-3,5 113.79 4

2. Sungai Guntung 15.879 23.612 7 5 1-3 - -

3. Sungai Kanibungan 4.892 5.190 5 3 0.3-0.5 - -

4. Sungai Semputuk 20.590 20.002 3 2 0.3-0.5 - -

5. Sungai Nyerakat 22.295 29.388 6 3.5 0.5-2 2,200 0,176

6. Sungai Belimbing 11.300 15.627 5 3 0.3-0.5

7. Sungai Tanjung Limau 3.480 1.478 3 2 0.3-0.5

8. Sungai Busuk 11.010 25.798 5 3 0.3-0.5

9. Sungai Budak 9.650 20.468 4 2.5 0.3-0.5

Sumber : SLHD BLH Kota Bontang 2013
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Gambar 2. 7 Peta Daerah Aliran Sungai (DAS) Kota Bontang

2.1.1.6. Klimatologi

117°25'0"E 117°30'0°E

Wilayah Kota Bontang memiliki iklim tropis mempunyai seperti
iklim di wilayah Indonesia lainnya, yaitu kemarau dan penghujan. Musim
kemarau biasanya terjadi pada Mei sampai dengan Oktober, sedangkan
musim penghujan terjadi pada November sampai dengan April. Selain itu,
iklim Kota Bontang yang terletak di daerah khatulistiwa dipengaruhi oleh
angin Muson Barat (November — April) dan angin Muson Timur (Mei -
Oktober). Namun, beberapa tahun terakhir ini perubahan dari kemarau ke
musim hujan tidak jelas sehingga curah hujan di Kota Bontang cenderung

rata sepanjang tahun.

Suhu udara di Kota Bontang berkisar antara 23,00 - 34,00°C.
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Sedangkan kelembaban udara di Kota Bontang rata-rata 52,00 — 98,00%
dengan kecepatan angin berkisar antara 10,00 — 18,30 knot. Rata-rata

catatan curah hujan Kota Bontang cukup besar, yakni pada kisaran
176,00 - 225,20 mm/th.

Tabel 2. 3 Keadaan Iklim Kota Bontang Tahun 2010-2015%

No. Keadaan Iklim 2012 2013 2014 2015%
1. | Suhu (°C)
Suhu Terendah 23,95 23,00 23,00 24,00
Suhu Tertinggi 32,10 33,80 34,00 30,00
2. | Kelembaban Udara (%)
Kelembaban Udara Terendah 57,09 52,00 55,00 64,00
Kelembaban Udara Tertinggi 88,09 98,00 97,00 91,00
3. | Curah Hujan (mm/th)
Curah Hujan Terendah 203,30 200,00 176,00 -
Curah Hujan Tertinggi 225,20 217,00 200,00 -
4. | Kecepatan Angin (Knot)
Kecepatan Angin Terendah 16,08 13,00 10,00 10,00
Kecepatan Angin Tertinggi 18,02 18,00 18,30 18,30

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bontang, 2015

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa curah hujan bulanan
selama 3 (tiga) tahun sebagian besar di 100 mm. Hal ini
menggambarkan bahwa curah hujannya cukup tinggi sehingga Kota
Bontang perlu waspada terhadap bahaya banjir setiap saat. Oleh
karenanya perlu dilakukan upaya teknis pengelolaan DAS agar banjir
dapat diantisipasi sejak dini.

atas

2.1.1.7. Penggunaan lahan

Penggunaan tanah terbesar masih berupa semak belukar sebesar
6.870,98 ha (46,49%). Penggunaan lainnya terdiri dari hutan sejenis
seluas 2.764,48 ha (18,70%), bakau seluas 1.115,51 ha (7,55%), tambak
seluas 328,18 ha (2,19), pekarangan seluas 972,87 ha (6,58%),
rumah /bangunan gedung seluas, 1.355,56 ha (9,170) dan fasilitas umum
seluas 562,43 ha (3,13%). Jenis penggunaan lahan secara terperinci
dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 4 Penggunaan Tanah di Kota Bontang

Luas
No Jenis Penggunaan Tanah Hektar %
1 | Permukiman
a. Rumah/Bangunan Gedung 1.355,56 9,17
b. Pekarangan 972,87 0,58
c. Fasilitas Sosial 29,76 0,20
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Sumber : Naskah Akademik RTRW Kota Bontang, 2010

Luas

No Jenis Penggunaan Tanah Hektar %
d. Fasilitas Umum 462,43 3,13
e. Permukiman Atas Air 53,94 0,36
f. Jasa 69,52 0,47
2 | Tambak 323,18 2,19
3 | Kawasan Industri/Pabrik
a. PT. Pupuk Kaltim 192,46 1,30
b. PT. Badak NGL 278,07 1,88
c. Industri terbatas 7,77 0,05
4 | Rawa 53,54 0,36
5 | Danau/Waduk/Situ 15,11 0,10
6 | Hutan Kota 196,98 1,33
7 | Hutan Sejenis 2.764,48 18,70
8 | Bakau 1.115,51 7,55
9 | Belukar 6.870,98 46,49
10 | Tanah Terbuka 17,83 0,12
Jumlah 14.780,00 100,00

Penggunaan wilayah laut dan pesisir Kota Bontang cukup kompleks.
Pada wilayah tersebut telah terdapat banyak aktivitas masyarakat
maupun swasta yang menjadikan potensi pengembangan wilayah lautnya
sangat sempit. Pengunaan ruang laut yang terbesar adalah untuk alur

pelayaran. Gambaran pemanfaatan lahan dapat dilihat pada tabel berikut

111.

Tabel 2. SPenggunaan Lahan Wilayah Laut Kota Bontang

No Penggunaan Luas (Ha) %
A Flat
- Gosong karang 940 2,69
- Pasir 158 0,45
- Pasir lumpur 100 0,29
B Terumbu karang 8,00
(o] Alur pelayaran
- PT. Badak NGL 1.311 3,75
- PT.PKT 3.464 9,90
D Area efektif untuk kegiatan perikanan 9.384 26,83
E Penggunaan lain (alur rakyat, alur Tanjung laut, & 16.821,0 | 48,092
Luas Total Wilayah Laut 34.977,00 | 100,00

Sumber : Naskah Akademik RTRW Kota Bontang, 2010

2.1.1.8.Potensi Pengembangan Wilayah

Terkait dengan kebijakan pengembangan wilayah Sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 11 Tahun

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bontang Tahun

2012-2032, bahwa tujuan penataan ruang Kota Bontang adalah untuk
mewujudkan Kota Bontang sebagai kota maritim berkebudayaan industri

yang berwawasan lingkungan dan mensejahterakan masyarakat melalui
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keterpaduan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan
pengendalian pemanfaatan ruang antar wilayah (Nasional, Provinsi
maupun Kota), dan antar kawasan (lindung dan budidaya). Secara
struktur ruang dan perwilayahan, Kota Bontang dibagi menjadi 3 Bagian
Wilayah Kota (BWK), Yaitu:

1. BWK I yang mempunyai fungsi utama sebagai pusat perdagangan dan
jasa, sedangkan kegiatan pendukungnya adalah kawasan lindung,
permukiman, pariwisata, pelabuhan, dan perikanan

2. BWK II yang mempunyai fungsi utama sebagai kawasan industri,
pelabuhan dan pergudangan, sedangkan kegiatan pendukungnya
adalah kawasan lindung, permukiman, pariwisata, perikanan, militer,
alur pelayaran

3. BWK III yang mempunyai fungsi utama sebagai pusat pemerintahan
kota, industri, dan pusat kegiatan olahraga, sedangkan kegiatan
pendukungnya adalah kawasan lindung, permukiman, pariwisata, alur
pelayaran, perikanan dan bandar udara

Adapun untuk hirarki pusat pelayanan, ditetapkan BWK III sebagai
pusat pelayanan skala kota, untuk itu diarahkan untuk pengembangan
perkantoran pemerintahan daerah dan fasilitas kantor pemerintahan
pendukung dan pelayanan publik lainnya. Adapun BWK II dan BWK III
ditetapkan sebagai sub pusat pelayanan kota yang berperan sebagai
pendukung kegiatan kota.

Tabel 2. 6Bagian Wilayah Kota (BWK) Kota Bontang

BWK Wilayah/Kelurahan PusatBWK Fungsi Wilayah

BWK I e Bontang Kuala Bontang e Fungsi utama:
¢ Gunung Elai Baru Pusat perdagangan dan jasa
e Bontang Baru ¢ Kegiatan pendukung:
e Api-Api kawasan lindung, permukiman,
e Berbas Tengah pariwisata, pelabuhan, dan perikanan
e Berbas Pantai
e Tanjung Laut
e Tanjung Laut Indah

BWK II e Bontang Kuala Telihan e Fungsi utama:
e Gunung Elai kawasan industri, pelabuhan dan
e Bontang Baru pergudangan
e Satimpo e Kegiatan pendukung:
e Gunung Telihan kawasan lindung, permukiman,
° Kar.laar.l pariwisata, perikanan, militer, alur
¢ Belimbing pelayaran
e Loktuan
e Guntung

BWKIII | e Bontang Lestari Bontang e Fungsi utama:

Lestari Pusat pemerintahan kota, industri, dan

pusat kegiatan olahraga

¢ Kegiatan pendukung:
kawasan lindung, permukiman,
pariwisata, alur pelayaran, perikanan
dan bandar udara

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKota Bontang 2015

Berdasarkan tata ruang, Bontang Utara dikembangkan untuk
kawasan industri berbasis kimia, kawasan pelabuhan umum, pelabuhan

pendaratan ikan kawasan wisata, dan kawasan perniagaan. Pusat
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perkantoran lama juga ada di daerah ini sehingga pertumbuhan

penduduk paling tinggi dan pemukiman bertumbuh sangat pesat. Dengan

demikian, wajar jika pemerintah memberikan porsi pembangunan
infrastruktur dan fasilitas umum lainnya yang lebih besar jika dibanding
kecamatan lainnya.

Kecamatan Barat merupakan pintu gerbang masuk ke Kota
Bontang. Wilayah ini diarahkan untuk menyangga daerah sekitarnya
sehingga di dalamya dibangun rumah sakit umum, terminal antar kota
dan kawasan niaga. Tingkat kepadatannya sedang karena hampir
sepertiga dari wilayahnya merupakan hutan lindung. Sebagian besar
wilayahnya merupakan wilayah pemukiman sehingga pembangunan
diarahkan pada pembangunan infrastruktur pemukiman berupa jalan
pemukiman dan drainase.

Kecamatan Bontang Selatan merupakan memiliki wilayah
administrasi yang paling luas dengan kepadatan paling kecil. Wilayah
tersebut menjadi kawasan pengembangan di Kota Bontang. Untuk
mendorong keseimbangan kepadatan penduduk, maka wilayah tersebut
diarahkan untuk pengembangan industri migas, kawasan industri baru,
kawasan perdagangan, pelabuhan rakyat, kawasan pusat perkantoran
pemerintah, dan bandara. Agar berkembang lebih cepat, pemerintah juga
membangunan akses jalan yang cukup besar yang menghubungkan pusat
kota dengan pusat pemerintahan, bandara, kawasan industri baru dan
rencana jalan bebas hambatan yang akan dibangun Pemerintah Provinsi
Kaltim.

Walaupun pertumbuhan penduduknya sangat pesat, kemacetan
jalan di Kota Bontang belum terasa sampai saat ini. Sebagai langka
antisipasi, pemerintah Kota Bontang telah menyusun beberapa strategi
untuk menghindari kemacetan sebagai berikut :

1. Untuk menghindari kendaraan besar masuk ke dalam kota, pemerintah
telah membangun dan menjaga kondisi Jalan Arief Rahman Hakim
(Eks. Jalan Kayu Mas) yang menghubungkan Jalan Poros Bontang-
Sangatta sebagai akses baru keluar masuk Kota Bontang sekaligus
menghindari kemacetan di Jalan Cipto Mangunkusumo (Eks. Jalan
Pupuk Raya).

2. Untuk menghindari kemacetan ke pusat pemerintahan Kota Bontang
maka longsoran yang terjadi di sepanjang jalan Soekarno Hatta terus
diperbaiki sehingga jalur lalu lintas tetap berjalan lancar.

3. Sebagai alternatif pemecah kemacetan dalam jangka panjang,
pemerintah Kota Bontang telah menyusun perencanaan pembangunan
jalan baru yang menghubungkan jalan Damai dengan Jalan Soekarno
Hatta dengan menyusuri perbatasan dengan PT. Badak sehingga
jalurnya tetap lancar.

4. Untuk mengurai kemacetan jalan Soekarno Hatta jika kawasan industri
baru beroperasi maka pemerintah Kota Bontang dan Kutai Timur telah
sepakat akan membangun jalan yang menghubungkan kawasan
industri baru dengan Jalan Poros Samarinda-Bontang di Desa Suka
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Rahmat.

2.1.1.9.Wilayah Rawan Bencana

Potensi bencana di Kota Bontang berdasarkan Indeks Rawan

Bencana Indonesia (IRBI) yang telah dilakukan oleh BNPB menunjukkan
secara umum Kota Bontang merupakan daerah dengan tingkat kerawanan
bencana sedang. Klasifikasi potensi sedang ini disebabkan karena Kota
Bontang memiliki kerawanan bencana yang cukup kompleks. Potensi
bencana yang dapat terjadi di Kota Bontang dapat terjadi secara alami
maupun akibat adanya pengaruh manusia. selain itu penanganannya
harus dilakukan secara menyeluruh yang melibatkan seluruh aspek.

PETA INDEKS RAWAN BENCANA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR @ e e i)
Pariode Update : 2010/2011 Barg e

Gambar 2. 8Peta Indeks Rawan Bencana di Provinsi Kalimantan Timur

Secara umum ancaman bencana yang mungkin terjadi di Kota

Bontang diantaranya adalah ancaman:

1.

Angin puting beliung;

Ancaman angin puting beliung dapat terjadi di Kota Bontang
umumnya disebabkan adanya perbedaan tekanan udara yang ekstrim
akibat adanya perbedaan karakteristik jenis material permukaan
bumi. Jenis material akan mempengaruhi daya hantar dan daya
simpan panas. Apabila dibandingkan antara tanah dengan aspal maka
daya simpan panas aspal lebih besar daripada tanah apalagi tanahnya
adalah tanah yang lembab. Selain karakteristik jenis material
permukaan bumi juga disebabkan adanya kegiatan manusia. Kegiatan
manusia yang berupa transportasi dan sejenisnya akan menimbulkan
panas. Ditambah lagi apabila mengeluarkan polusi udara baik yang
berupa debu maupun zat kimia lain akan semakin meningkatkan
potensi adanya angin puting beliung. Hal ini disebabkan adanya
partikel debu dan zat pencemar udara juga dapat menyimpan panas.
Resiko bencana angin tinggi di bagian utara Kota Bontang, yaitu di
seluruh Kecamatan Bontang Barat (Kelurahan Belimbing, Telihan, dan
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Kanaan), Kecamatan Bontang Utara bagian timur (Kelurahan Gunung
Elai, Bontang Baru, Api-api, Bontang Kuala, dan sebagian Kelurahan
Loktuan), dan sebagian Kecamatan Bontang Selatan (Kelurahan
Tanjung Laut, Tanjung Laut Indah, Berbas tengah, Berbas Pantai, dan
bagian barat Kelurahan Bontang Lestari). Sebagian Kelurahan
Bontang Lestari dan sebagian Kelurahan Loktuan memiliki risiko
bencana angin sedang. Risiko bencana angin rendah ada di bagian
utara (Kelurahan Guntung) dan tengah (Kelurahan Satimpo).

Banjir;

SeceJU‘a umum, permasalahan banjir di Kota Bontang disebabkan oleh
faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam dipengaruhi oleh curah
hujan dan topografi. Wilayah Bontang mengalami banjir karena curah
hujan tinggi sekitar 2.200-2.700 mm/tahun. Di samping itu, banjir
juga disebabkan oleh topografi Kota Bontang yang berbentuk (seperti)
distribusi poisson, yakni tinggi di Barat dan Selatan lalu rendah di
Timur dan Utara. Faktor manusia yang menyebabkan banjir antara
lain perilaku membuang sampah/limbah padat ke sungai,
membangun permukiman di bantaran sungai, dan merusak hutan
yang menjadi daerah tangkapan air.

Wilayah bagian tengah Kota Bontang memiliki risiko bencana banjir
tinggi. Wilayah tersebut meliputi sebagian Kelurahan Belimbing,
Kelurahan Telihan, sebagian Kelurahan Loktuan, Kelurahan Gunung
Elai, Kelurahan Bontang Baru, Kelurahan Api-api, Kelurahan Tanjung
Laut, Kelurahan Berbas Tengah, Kelurahan Berbas Pantai, Kelurahan
Tanjung Laut Indah, dan sebagian Kelurahan Bontang Kuala.

Risiko sedang berada di sekitar daerah dengan risiko tinggi, yaitu di
sebagian Kelurahan Loktuan, Kanaan, dan Bontang Kuala. Wilayah
lainnya memiliki risiko rendah, yaitu Kelurahan Guntung, Satimpo,
Bontang Lestari, dan sebagaian Kelurahan Kanaan. Walaupun
persentase daerah dengan risiko banjir tinggi di Kota Bontang Kecil,
namun distribusinya berada di wilayah dengan topografi rendah dan
penggunaan lahan berupa lahan terbangun. Hal ini sangat berisiko
karena banjir dapat berdampak pada sektor fisik (bangunan
permukiman, infrastruktur), ekonomi (kegiatan ekonomi), dan sosial
masyarakat (jumlah penduduk terdampak). Sedangkan daerah dengan
topografi tinggi dan dominasi penggunaan lahan hutan memiliki risiko
bencana sedang sampai tinggi, yaitu di bagian utara dan selatan Kota
Bontang.

Epidemi penyakit;

Ancaman bencana epidemi penyakit dalam hal ini terkait dengan
adanya penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), demam
berdarah, malaria dan sejenisnya. Kejadian bencana epidemic penyakit
ini walaupun belum dapat dikatakan terjadi Kejadian Luar biasa (KLB)
tetapi berdasarkan data di Bontang dalam angka tahun 2015
jumlahnya cukup banyak.
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Tabel 2. 7Jumlah Kasus 10 Penyakit Terbanyak di Kota Bontang,2012-2015

Banyaknya Kasus
No Jenis Penyakit
2012 2013 2014 2015

1 ISPA 26.873 23.406 11.910 22.508
2. Hipertensi Prime 10.494 10.757 1.651 12.791
3. | Pharingitis 7.986 7.054 6.539 7.758
4 Dyspepsia 6.664 6.878 4.015 7.619
5 Diare & Gastreonteritis/ Penyebab 6.236 6.042 0.874 3.519

Infeksi Tertentu
6 Observasi Febris 6.113 3.948 n/a n/a
7. | Penyakit Pulpa & Jaringan Periapikal 3.708 2.844 n/a n/a
8. | Atopic Dermatitis 2.724 2.642 n/a 2.628
9 Infeksi akut lain pada saluran 5.035 9,510 n/a 3.023

pernafasan atas
10. | Penyakit Susunan Syaraf lain-lain 1.943 2.256 n/a n/a
11. | Non insulin dependen DM n/a 9.003
12. | Penyakit Jantung lain-lain n/a 3.660
13. | Cephalgia Headache n/a 2.990

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bontang, 2015

Wilayah Bontang bagian tengah memiliki tingkat Risiko tinggi terhadap
bencana epidemi penyakit. Wilayah ini meliputi Kelurahan Belimbing,
Telihan, Bontang Baru, Api-api, Berbas Tengah; sebagian besar
Kelurahan Tanjung Laut Indah, Berbas Pantai; dan sebagian kecil
wilayah kelurahan Kanaan, Gunung Elai, Bontang Kuala. Tingginya
risiko epidemi penyakit ini terkait dengan kejadian banjir yang kerap
terjadi di wilayah ini. Banjir yang menggenang kawasan permukiman
dan pusat-pusat kegiatan masyarakat dengan durasi waktu yang lama
dapat meningkatkan potensi epidemic penyakit. Wlaupun persentase
keseluruhan wilayah dengan tingkat risiko tinggi di Kota Bontang
relatif kecil tetapi berada di area terbangun dan pusat kegiatan
penduduk. Sehingga perlu adanya upaya mitigasi untuk pengurangan
risiko bencana ini.

4. Gempa bumi;
Ancaman gempabumi ditentukan berdasarkan perhitungan Peak

Ground acceleration (PGA) yang biasa disebut percepatan tanah apabila
terkena goncangan. Berdasarkan sejarah terjadinya gempabumi, Kota
Bontang belum pernah terjadi. Akan tetapi gempabumi terjadi di
daerah utara Kota Bontang pada tahun 1921, 1923, 1926, dan 1975.
Adanya gempabumi yang terjadi di daerah utara mungkin dapat
berpengaruh pada Kota Bontang walaupun secara kekuatan relatif
akan berbeda jauh.

5. Kebakaran;
Ancaman kebakaran terutama di Kota Bontang potensinya sangat

besar. Ancaman kebakaran potensinya sangat besar karena sebagian
besar rumah yang padat penduduknya terbuat dari kayu. Kayu
merupakan barang yang mudah terbakar. Apabila terbakar pada
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daerah yang padat penduduk dan rumahnya sangat berdekatan maka
kejadian kebakarannya pun akan semakin besar.

Kebakaran yang terjadi di Kota Bontang bukan hanya di daerah
permukiman. Kebakaran juga terjadi pada kawasan hutan ketika
pembukaan lahan. Pembakaran sisa-sisa pohon dan tanaman yang
telah di tebang merupakan metode yang sangat murah dan cepat.
Akan tetapi metode pembakaran tidak memperhatikan faktor
lingkungan. Adanya pembakaran hutan selain akan menyebabkan
polusi udara juga akan mengganggu keseimbangan ekosistem.

Longsor;
Bencana tanah longsor yang terdapat di Kota Bontang terjadi akibat

adanya pembukaan lahan dari hutan menjadi jalan atau penggunaan
lainnya. Semakin tingginya potensi longsor dapat ditandai dengan
semakin banyaknya erosi yang terjadi di Kota Bontang. Adanya erosi
merupakan indikasi yang sangat kuat bahwa potensi longsornya juga
akan semakin tinggi.

Tsunami;
Potensi bencana tsunami yang ada di Kota Bontang sebenarnya

merupakan efek kenaikan gelombang air laut. Adanya gelombang air
laut disebabkan terjadinya tsunami di daerah dekat dengan Selat
Makasar. Selat Makasar merupakan daerah yang tingkat kerawanan
tsunaminya relatif tinggi karena terletak di jalur sesar. Semakin dekat
dengan jalur sesar yang memisahkan antara Pulau Kalimantan dengan
Pulau Sulawesi maka potensi gempabumi dan tsunami juga akan
semakin besar. Apabila terjadi tsunami di dekat selat makasar maka
akan terjadi pantulan gelombang. Pantulan gelombang ini disebabkan
bentuk dan ketinggian morfometri pantai atau batimetri Pulau
Sulawesi lebih tinggi atau dalam dan curam jika dibandingkan dengan
pantai Pulau Kalimantan. Pantulan gelombang ini walaupun hanya
sekedar pantulan gelombang tetapi tetap harus diwaspadai mengingat
letak industri badak dan pupuk kaltim letaknya tidak jauh dari pantai.

Kegagalan teknologi
Kota Bontang sebenarnya memiliki beberapa perusahaan yang

termasuk dalam perusahaan yang berisiko tinggi untuk terjadi
kegagalan teknologi. Akan tetapi dalam hal ini pengamatan risiko
bencana kegagalan teknologi fokusnya pada 2 perusahaan besar yakni
PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) dan PT Badak. Kedua perusahaan
ini mempunyai potensi kegagalan teknologi yang tinggi disebabkan
bahan yang digunakan dalam proses aktivitasnya mengandung unsur
kimia yang mudah mengalami ledakan. Ledakan ini dapat dibagi
menjadi faktor internal dan faktor alami. Wilayah yang memiliki
potensi ancaman kegagalan teknologi adalah wilayah di sekitar Pabrik
yang meliputi Kecamatan Bontang Utara, Bontang Barat dan
Kecamatan Bontang Selatan bagian utara. Wilayah kecamatan
tersebut merupakan konsentrasi utama aktivitas Pabrik baik PT.
Pupuk Kaltim Maupun PT Badak. Selain itu, jalur-jalur pipa Gas yang
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melewati berbagai wlayah hutan dan permukiman juga berpotensi
mengalami ancaman kegagalan teknologi. Jalur-jalur pipa tersebut
perlu diamankan dan dijauhan dari aktivitas penduuduk. Selain itu,
wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami kebakaran hutan dan
merupakan jalur pipa, perlu dilakukan pengamanan, hal ini penting
mengingat suhu lingkungan yang tinggi akibat kebakaran hutan dapat
memicu terjadinya ledakan pipa.
Berdasarkan penggabungan parameter tingkat risiko bencana dan
hasil analisa kecenderungan kejadian bencana di Kota Bontang. Diperoleh
hasil bencana prioritas yang perlu penanganan secara cepat dan tepat.

Tabel 2. 8 Tingkat Resiko Bencana dan Hasil Analisis Kecenderungan Kejadian
Bencana di Kota Bontang

Bencana TINGKAT RISIKO
Prioritas Rendah Sedang Tinggi
g | Menurun Gempabu;:m,
= tsunami
ob
i g Angin puting
-
9 E R beliung
-]
= oo
]
X | Meningkat

Non Prioritas
Prioritas

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan DaerahKota Bontang, 2015

2.1.1.10. Demografi

Berdasarkan Kantor Pusat Statistik Kota Bontang, bahwa Jumlah
penduduk Kota Bontang pada tahun 2015 sebesar 163.326 jiwa dengan
laju pertumbuhan 2,32%. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi pada
tahun 2015 terdapat di Kecamatan Bontang Utara sebesar 2.700 jiwa per
km? disusul Kecamatan Bontang Barat sebesar 1.625 jiwa per km?2 dan
Kecamatan Bontang Selatan sebesar 619 jiwa per km?2.

Komposisi penduduk Kota Bontang tahun 2015 terdiri atas laki-laki
85.522 jiwa dan perempuan 77.804 jiwa. Selama lima tahun terakhir
menjelaskan bahwa jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dari
pada jumlah penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin (RJK) pada tahun
2015 adalah 110 atau dengan kata lain setiap 100 orang penduduk
perempuan terdapat 110 orang penduduk laki-laki di Kota Bontang.
Jumlah penduduk 5 tahun terakhir dapat disampaikan pada tabel berikut
ini.

Tabel 2. 9Jumlah Penduduk Kota Bontang Tahun 2010-2015

. . Laju
Tahun Laki-laki | Perempuan Jumlah Pertumbuhan RJK (%)
2010 75.422 68.261 143.683 4,61 110
2011 77.714 70.697 148.411 3,29 110
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Tahun Laki-laki | Perempuan Jumlah Pertl:l:i]:uhan RJK (%)
2012 79.723 72.366 152.089 2,48 111
2013 81.718 74.062 155.780 2,43 110
2014 83.641 75.974 159.614 2,46 110
2015 85.522 77.804 163.326 2,33 110

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2015

Pertumbuhan Kota Bontang didominasi oleh penduduk usia
produktif. Hal ini sebagai gambaran bahwa pertumbuhan yang terjadi
bukan karena pertumbuhan penduduk alami tetapi akibat migrasi. Dari
rasio jenis kelamin tergambar bahwa pertumbuhan penduduk laki-laki
lebih tinggi dibandingkandengan petumbuhan penduduk perempuan. Ini
menjadi petunjuk bahwa banyaknya pendatang yang datang untuk
mengadu nasib di KotaBontang, dimana sebagian besar pendatang adalah
penduduk laki-laki. Selanjutnya, gambaran pertumbuhan penduduk
berdasarkan kelompok umur dapat disampaikan berikut ini.

Tabel 2. 10Jumlah Penduduk Kota Bontang Berdasarkan Struktur Umur dan
Rasio Beban Ketergantungan (RBK) di Kota Bontang Tahun 2010-2015

Umur
Tahun 0-14 15 -64 65+ Jumlah RBK
Tahun Tahun Tahun
2010 45.942 95.806 1.591 143.683 49,61
2011 50.198 97.514 1.518 149.230 53,03
2012 49.319 102.819 1.926 154.064 49,59
2013 51.141 110.432 2.078 163.651 48,20
2014 52.345 113.015 2.136 167.494 48,21
2015 49.805 111.282 2.239 163.326 47,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

Dari tabel diatas terlihat bahwa pertumbuhan penduduk Kota
Bontangtahun 2010-2015rata-rata didominasi oleh migrasi penduduk
usia produktif. Pertumbuhan tersebut diduga terkait dengan kondisi Kota
Bontang yang merupakan daerah industri yang cenderung menjadi
tujuanbagi penduduk usia produktif untuk mendapatkan pekerjaan.

Kehadiran pendatang dari berbagai penjuru tanah air ke Kota
Bontang menjadikan penduduk menjadi heterogen baik dari segi suku
maupun agama. Menurut agama yang dianut, penduduk Kota Bontang
mayoritas beragama Islam yang jumlahnya mencapai 88,96%. Berikutnya
adalah penduduk yang beragama Kristen sebanyak 8,95%, Katolik
sebanyak 1,82%, Hindu sebanyak 0,20% dan Budha 0,07%. Perbedaan
suku dan agama tersebut menyebabkan Kota Bontang kaya akan adat
istiadat dan kebudayaan daerah.

Ditinjau dari pola distribusi tenaga kerja menurut lapangan usaha
di Kota Bontang,pada tahun 2015 untuk tiga sektor tertinggi
adalahperdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel sebesar 17,47
persen, jasa-jasa sebesar 17,12 persen danindustri pengolahan 9,97
persen. Distribusi tenaga kerja menurut lapangan kerja selengkapnya
dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
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Tabel 2. 11Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut
Lapangan Usaha (orang), Tahun 2011 - 2015

No. LAPANGAN USAHA 2011 2012 2013 2014 2015
1. | Pertanian 4.583 | 5.848 | 9.373| 7.809| 2.758
2. Pertambangan dan penggalian 6.203 5.301 5.707 5.589 4.710
3. Industri Pengolahan 6.558 6.718 2.197 5.485 9.997
4. Listrik, gas dan air 1.234 173 290 190 460
5. Bangunan 5.730 5.038 7.318 6.192 8.624

Perdagangan besar, eceran,

6. rumah makan dan hotel 14.326 | 17.964 | 19.035 | 23.468 | 17.474

7. | Angkutan, penggudangan dan 2.873 | 2.695| 2.931| 2.043| 3.726
komunikasi

g. | Keu,asuransi, usahasewabang., |, o0 | ggs5| 2197 | 4520 4.496
tanah & jasa perusahaan

9. Jasa Kemasyarakatan 15.272 | 10.490 | 15.370 | 13.221 | 17.126

10. Lainnya 4.583 4.398 0 0

Jumlah 63.982 | 65.480 | 64.417 | 68.526 | 69.371

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Bontang, 2015

Nilai rata-rata kebutuhan hidup minimum Kota Bontang dari tahun
ke tahun terus meningkat. Tahun 2010 sebesar Rp. 1.665.600,- tahun
2011 menjadi Rp. 1.828.023,-. Sedangkan untuk rata-rata upah minimum
regionalnya pada tahun 2012 sebesar Rp.1.298.000,- pada tahun 2013
meningkat menjadi Rp.1.765.000,- pada tahun  2014menjadi
Rp.2.622.000,- dan pada tahun 2015 menjadi sebesar Rp. 2.750.925,-.

Komposisi penduduk Kota Bontang ditinjau dari jenjang pendidikan
tertinggi yang ditamatkan tahun 2015 (umur 15 tahun keatas) yaitu Tidak
Tamat SD 20.254 orang; tamat SD sebanyak 21.649 orang; tamat SMP
sebanyak 22.077 orang; tamat SMA sebanyak 46.704 orang; dan
Akademi/universitas sebanyak 13.202 orang. Hal ini menunjukkan bahwa
sebagian besar penduduk Kota Bontang yang berumur 15 tahun ke atas
sebagian besar telah lulus SLTA/Sederajat. Diagram yang menunjukkan
jenjang pendidikan tertinggi penduduk Bontang dapat ditampilkan berikut
ini.
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Gambar 2. 9Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas menurut Jenjang Pendidikan

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kinerja kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kota Bontang dapat
dilihat dari indikator pertumbuhan PDRB, laju inflasi, PDRB per kapita,
indeks gini, tingkat kemiskinan, dan angka kriminalitas yang tertangani.
Secara internasional salah satu indikator yang umum digunakan untuk
mengukur tingkat kesejahteraan suatu wilayah adalah indeks
pembangunan manusia (IPM). Formulasi penghitungan IPM telah
mencakup aspek ekonomi dan sumber daya manusia dalam hal ini
pembangunan pendidikan dan kesehatan.

Perkembangan IPM Kota Bontang selama periode tahun 2011-2015
terus menunjukkan peningkatan dan menempati daerah dengan IPM
tertinggi diantara kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
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Gambar 2. 10Perkembangan IPM Kota Bontang

Untuk menggambarkan informasi kinerja daerah terkait fokus
kesejahteraan dan pemerataan ekonomi selanjutnya dijabarkan pada
beberapa informasi sebagai berikut:
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2.1.2.2. Pertumbuhan PDRB

Kemampuan suatu wilayah dalam mengelola faktor produksi yang
dimiliki secara komersil untuk menghasilkan nilai tambah dicerminkan
dari angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai tambah yang
disumbangkan oleh sektor industri pengolahan tidak terlepas dari aktifitas
dua perusahaan yaitu PT. Badak LNG sebagai industri pengolah gas alam
cair berpengaruh terhadap pembentukan PDRB migas dan PT. Pupuk
Kalimantan Timur sebagai produsen pupuk berpengaruh terhadap PDRB
tanpa Migas.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibedakan menjadi
dua yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan
(ADHK). Angka sementara nilai PDRB dengan migas atas dasar harga
berlaku pada tahun 2015 tercatat sebesar 59,85 trilyun rupiah.
Sedangkan PDRB dengan migas atas dasar harga konstan sebesar 40,24
trilyun rupiah. Berdasarkan komposisi nilai PDRB dengan migas baik atas
dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan diketahui bahwa
sektor industri pengolahan merupakan penyumbang terbesar dalam
perekonomian Kota Bontang.

Tabel 2. 12Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Kota Bontang Tahun 2010-2015%)

2010 2011 2012 2013 2014% 2015%
No Sektor
Juta Rp % Juta Rp % Juta Rp % Juta Rp % Juta Rp % Juta Rp %
[1] [2] 3] [4] [5] [6] (71 [8] [91 [10] (11) (12) (12) (13)
Pertanian,
1, | Kehutanan, dan 192,358,1| 0,35 232,381,2 0,42 283,7259|  0,52| 366,597,5 0,65| 452,528,3| 0,77 514.223,1| 0,90
Perikanan
o, | Pertambangan dan 1,164,084,2| 2,15| 1,293,900,8 2,33|  2,111,944,6 3,87| 1,432,541,4 2,55 1117,139,8 1,68 621.4758| 1,59
Penggalian
3, | Industri Pengolahan 48,120,338,8(88,6948,715,145,7| 87,58| 46,203,316,0| 84,76(48,067,921,9| 85,41|50,368,892,1| 85,70|49.061.304,6| 84,93
4, g;ﬁgézzanmsmk 5,458,3| 0,01 58883 0,01 6,476,1| 0,01 6,671,1| 0,01 71132| 0,01 11.566,9| 0,01
Pengadaan Air,
5, Pengelolaan Sampah, 6,232,9| 0,01 7,420,5 0,01 8,005,1 0,01 8,103,6 0,01 8,687,2 0,01 9.289,9| 0,02
Limbah dan Daur
Ulang
6, | Konstruksi 1,813,634,2| 3,34| 1,978,237,3| 3,56| 2,114,409,8|  3,88| 2,230,742,6| 3,96| 2,407,378,0|  4,10| 2.528.473,0| 4,26
Perdagangan, Hotel
dan
7, | RestoranPerdagangan 875,481,9| 1,61| 1,027,472,3 1,85 1,112,898,4 2,04| 1,180,323,2 2,10| 1,276,902,8 2,17| 1.365.676,6| 2,30
Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
g, | Transportasidan 444,430,7| 0,82| 471,871,2 0,85 506,627,8 0,93| 552,126,6 0,98| 587,972,5 1,00 618.681,4| 1,04
Pergudangan
Penyediaan
9, Akomodasi dan 134,320,9| 0,25| 148,449,9| 0,27 168,296,2 0,31| 186,647,8 0,33| 203,618,1 0,35 219.928,7| 0,37
Makan Minum
10, | Informasi dan 252,685,8| 0,47| 274,266,0 0,49 295,512,9 0,54| 318,264,4 0,57| 348,125,1 0,59| 368.234,0| 0,62
Komunikasi
Jasa Keuangan dan 234,019,4| 0,43 264,811,7 0,48 305,553,9 0,56| 358,490,0 0,64| 387,396,9 0,66| 403.137,0| 0,72
11, Asuransi
12, | Real Estat 150,778,6| 0,28| 159,309,8| 0,29 168,635,5| 0,31| 184,504,2 0,33| 198,778,1 0,34| 1208.759,2| 0,35
13, | Jasa Perusahaan 124,638,2| 0,23| 146,000,8| 0,26 169,233,1 0,31| 191,931,0 0,34| 211,229,9| 0,36 219.231,4| 0,39
Administrasi
14, | Pemerintahan, 338,246,3| 0,62| 399,300,6 0,72 483,504,4 0,89| 533,874,9 0,95| 583,551,4 0,99| 655.250,9| 1,09
Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib
15, | Jasa Pendidikan 162,622,4| 0,30 226,326,5| 0,41 265,161,8|  0,49| 323,691,5 0,58| 369,590,8| 0,63 422.869,1| 0,73
16 | JasaKesehatan dan 162,215,3| 0,30 188,020,7 0,34 211,496,0 0,39| 228,364,9 0,41| 256,768,5 0,44| 278.208,3| 0,47
Kegiatan Sosial
17, | Jasa lainnya 77,154,1| 0,14 86,573,2 0,16 96,716,4|  0,18| 107,247,5 0,19 118,511,1 0,20| 128.257,0| 0,22
PDRB Dengan Migas 54,258,700,0(00,00|55,625,376,5| 100,00| 54,511,513,8| 100,00|56,278,044,1| 100,00|58,904,184,9| 100,00 |57 634 566,9| 100,00
PDRB Tanpa migas 12,587,203,1 14,542,329,8 17,760,358,4 20,800,675,5 21,004,395,7 23.578.933,9

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015
*) Angka Sementara
*) Angka Sangat Sementara
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Tabel 2. 13Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Kota Bontang Tahun 2010-2015%)

2010 2011 2012 2013 2014% 2015%
No Sektor Jut
Juta Rp % Juta Rp % Juta Rp a Juta Rp % Juta Rp % Juta Rp %
10 12
[1] [2] [3] (4] [5] [6] [7] (8] [9] [ ] [11] [ ] [13] [14]
Pertanian,
1, Kehutanan, dan 192,358,1| 0,35| 215,796,0| 0,43| 249,604,0| 0,55 294,318,8| 0,68 353,995,4| 0,85 375,562,92| 0,99
Perikanan
g, | Pertambangan dan 1,164,084,2| 2,15 941,826,1| 1,87| 1,393,462,7| 3,05| 964,493,9| 2,24 665,860,5| 1,41  476,467,20| 1,27
Penggalian
3, Industri Pengolahan |48,120,338,8|88,6944,056,617,7| 87,70|38,731,060,5| 84,89(36,256,075,5|84,29| 34,869,243,0| 83,93 | 36,292,544,55| 83,16
4, gzlrllgé(;:anhstrlk 5,458,3| 0,01 6,175,7| 0,01 7,083,0( 0,02 7,646,0| 0,02 8,438,3| 0,02 10,852,69| 0,02
Pengadaan Air,
5, Pengelolaan Sampah, 6,232,9| 0,01 6,771,3| 0,01 7,187,4| 0,02 7,247,8| 0,02 7,480,2| 0,02 7,790,20| 0,02
Limbah dan Daur
Ulang
6, Konstruksi 1,813,634,2| 3,34| 1,861,915,5| 3,71| 1,912,464,5| 4,19| 1,950,847,2| 4,54 1,991,244,3| 4,79| 2,029,310,53| 5,04
Perdagangan, Hotel
dan
RestoranPerdagangan 2,67
7, ! 875,481,9| 1,61| 923,190,4| 1,84| 961,699,5 2,11| 999,537,9| 2,32 1,039,278,3| 2,50| 1,068,436,46
Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
g, | Iransportasidan 444,430,7| 0,82| 457,362,7| 0,91| 474,149,8| 1,04| 496,846,3| 1,16 5164668 124 529,136,77| 132
Pergudangan
Penyediaan
9, | Akomodasi dan 134,320,9| 0,25 138,729,0| 0,28 144,886,9| 0,32| 150,709,2| 0,35 155,377,7| 0,37|  159,432,26| 0,40
Makan Minum
10, Informasi dan 252,685,8| 0,47| 272,324,5| 0,54 291,759,9| 0,64| 312,480,8| 0,73 339,822,5| 0,82 358,143,65| 0,85
Komunikasi
11, f\zf;:;e;angandan 234,019,4| 0,43| 251,796,2| 0,50 271,167,7| 0,59| 296,961,3| 0,69 305,999,7| 0,74  305,009,03| 0,79
12, Real Estat 150,778,6| 0,28| 155,618,8| 0,31| 160,867,7| 0,35 169,842,7| 0,39 175,203,3| 0,42 181,384,19| 0,45
13, Jasa Perusahaan 124,638,2| 0,23 142,673,0] 0,28 160,251,3| 0,35 177,556,6| 0,41 192,842,6| 0,46| 197,376,94| 0,52
Administrasi
14, Pemerintahan, 338,246,3| 0,62| 359,442,3| 0,72 384,4853| 0,84| 406,625,6| 0,95 428,262,1| 1,03| 451,576,78| 1,08
Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib
15, Jasa Pendidikan 162,622,4| 0,30 193,865,5| 0,39| 211,071,1| 0,46 245,132,9| 0,57 277,125,5| 0,67 302,045,51| 0,67
16, Jasa Kesehatan dan 162,215,3| 0,30 167,712,5| 0,33| 174,274,9| 0,38 181,486,1| 0,42 195,059,0| 0,47| 199,987,85| 0,47
Kegiatan Sosial
17, Jasa lainnya 77,154,1| 0,14 82,682,1| 0,16 88,269,1| 0,19 94,527,9| 0,22 100,834,3| 0,24 106,455,34| 0,26
PDRB Dengan Migas 54,258,700,0 [100,00|50,234,499,3| 100,00|45,623,745,5 [100,00|43,012,336,6[100,00|  41,261,533,4[100,00| 43,051,512,85 [100.00
PDRB Tanpa migas 12,587,203,1 13,197,097,2 15,258,929,3 16,576,778,3 17,189,929,5 18,196,441,5

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2015
*) Angka Sementara
*) Angka Sangat Sementara

Secara umum sektor yang mengambil peranan terbesar pada PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku yaitu sektor industri pengolahan, sektor
bangunan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran.Sedangkan untuk
sektor yang lain masing-masing memberikan kontribusi dibawah 1%.
Kontribusi sektor industri pengolahan dengan sub sektor gas alam cair
dalam komposisi PDRB masih sangat dominan dengan perannya mencapai
lebih dari80%. Hal ini berdampak pada kestabilan pertumbuhan ekonomi
Kota Bontang yang sangat tergantung pada fluktuasi kontribusi sektor
industri pengolahan khususnya sub sektor gas alam cair.

Untuk memberikan gambaran yang lebih nyata tentang
perkembangan ekonomi Kota Bontang dapat menggunakan Nilai PDRB
tanpa migas.Dengan mengeluarkan komponen migas (sub sektor
pertambangan penggalian minyak dan gas bumi serta sub sektor industri
pengolahan migas) dari nilai PDRB, Nilai PDRB Kota Bontang atas dasar
harga berlaku tanpa migas pada tahun 2015 sebesar 23,56 trilyun rupiah,
Sedangkan untuk nilai PDRB atas dasar harga konstan tanpa migas tahun
2015 sebesar 18,19 trilyun rupiah. Namun demikian berdasarkan
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distribusi PDRB secara sektoral, PDRB tanpa Migas juga sangat di
dominasi oleh sektor industri pengolahan dalam hal ini sub sektor industri
pengolahan pupuk, amonia dan industri kimia lainnya.

Dilihat dari sisi laju pertumbuhan, perekonomian Kota Bontang
mengalami pertumbuhan dengan tren positif khususnya untuk laju
pertumbuhan ekonomi dengan migas. Perekonomian Kota Bontang
mengalami pertumbuhan yang signifikan selama periode tahun 2011-
2015, dimana pertumbuhan ekonomi meningkat dari -7,4 persen pada
tahun 2011 menjadi tumbuh positif 3,4 persen pada tahun 2015. Tingkat
pertumbuhan tersebut merupakan yang dicapai tertinggi selama sepuluh
tahun terakhir dimana pertumbuhan ekonomi dengan migas mengalami
pertumbuhan negatif cukup signifikan. Sebagaimana ditampilkan pada
gambar 2.11, pertumbuhan ekonomi tanpa migas pada tahun 2015
tumbuh 5,9 persen mengalami peningkatan setelah pada tahun 2014
mengalami pelambatan dengan tingkat pertumbuhan 3,7 persen.
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Gambar 2. 11Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bontang Tahun
2010-2015

Pertumbuhan ekonomi Kota Bontang yang cenderung mengalami
peningkatan tersebut utamanya ditopang oleh adanya peningkatan
kontribusi sektor dominan dalam hal ini sektor industri pengolahan.
Berdasarkan data pembangunan Kota Bontang Tahun 2016, sektor
industri pengolahan mengalami pertumbuhan sebesar 4 persen pada
tahun 2015.Tren positif pertumbuhan ekonomi ini diharapkan dapat terus
dipertahankan agar dapat menopang sektor-sektor ekonomi masyarakat
khususnya yang bersentuhan langsung dengan sektor mikro dan UKM.

2.1.2.3. Laju Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan
kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang
berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat, data laju inflasi
Kota Bontang merupakan hasil pendekatan dari nilai inflasi Provinsi
Kalimantan Timur.
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Inflasi selama periode 2011-2015 berfluktuasi dengan inflasi
terendah tahun 2012 sebesar 5,34% dan yang tertinggi pada tahun 2011
dengan inflasi sebesar 7,77 %. Secara rata-rata tingkat inflasi Kota
Bontang relatif stabil dengan tingkat pertumbuhan rata-rata selama tahun

Tabel 2. 14 Laju Inflasi Kota Bontang Tahun 2010-2015

Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 Rata-rata
pertumbuhan
Inflasi 7,77 5,34 6,58 6,74 7,33 0,8%

Sumber: LKPJ Akhir Tahun 2015

2.1.2.4. PDRB per Kapita

Perkembangan PDRB per kapita Kota Bontangtanpa migas secara
konstan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun,Sedangkan PDRB per
kapita dengan migas perkembangannya befluktuasi dalam kurun waktu
2011-2015, Hal ini disebabkan oleh terjadinya penurunan produksi sektor
migas khususnya industri pengolahan gas alam cair oleh PT, Badak NGL,

Pada tahun 2015, PDRB per kapita dengan migas mencapai
Rp.352,880,539,-sedangkan tanpa migas sebesar Rp.144,367,303,-.
Besarnya PDRB perkapita dengan migas dibanding PDRB perkapita tanpa
migas makin mempertegas pengaruh sektor migas pada perekonomian
daerah, Fluktuasi nilai PDRB per kapita Kota Bontang tahun 2010-2015
dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 15Pendapatan PDRB Per Kapita Kota Bontang
Tahun 2011-2015

PDRB Per Kapita
Tahun
Dengan Migas | Tanpa Migas
2011 374,806,291 97,986,873
2012 358,418,517 116,776,087
2013 361,034,412 133,440,310
2014 369,041,462 131,594,946
2015 352,880,539 144,367,303

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015

2.1.2.5. Indeks Gini

Indeks gini merupakan salah satu ukuran umum untuk mengukur
distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata
pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara penduduk suatu
daerah. Distribusi pendapatan dikategorikan Tingkat Ketimpangan
Rendah bila nilai koefisiennya paling besar 0,3 (<0,3). Distribusi
pendapatan dikategorikan Tingkat Ketimpangan Sedang bila nilai
koefisiennya 0,3 0,5. Distribusi pendapatan dikategorikan Tingkat
Ketimpangan Tinggi bila nilai koefisiennya lebih besar 0,5 (> 0,5).
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Pada tahun 2015, indeks gini Kota Bontang sebesar 0,35 yang
bermakna bahwa distribusi pendapatan di Kota Bontang berada pada
tingkat ketimpangan sedang.Ketimpangan distribusi pendapatan di Kota
Bontang secara umum merupakan implikasi daripenguasaan sumber-
sumber produksi, utamanya oleh Perusahaan skala nasional yang
cenderung bersifat padat modal. Oleh karena itu sejauh sektor-sektor
produksi tersebut masih mendominasi dengan proporsi yang sangat besar
dalam struktur ekonomi Kota Bontang, kemungkinan ketimpangan atau
kesenjangan distribusi pendapatan masih akan berlangsung. Kebijakan
yang harus digiatkan adalah melalui stimulasi sektor-sektor ekonomi
masyarakat, khususnya sektor yang menjadi tumpuan kelompok
masyarakat dengan pendapatan terrendah. Untuk itu perlu terus
dikembangkan sinergi kebijakan antara pemerintah dan sektor privat
untuk lebih berperan efektif dalam mendorong dan menstimulasi
tumbuhnya sektor-sektor ekonomi masyarakat.

2.1.2.6. Presentase Penduduk di Atas garis Kemiskinan

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan pembangunan
Kota Bontang yang masih sangat memerlukan penanganan serius
Pemerintah Kota Bontang. Dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit di
banding kabupaten/kota lainnya, persentase penduduk miskin menjadi
relatif tinggi. Hingga tahun 2014 menurut perhitungan BPS, persentase
penduduk miskin Kota Bontang secara perlahan terus mengalami
penurunan. Hal ini terlihat dari meningkatnya persentase penduduk di
atas garis kemiskinan, dimana pada tahun 2014 telah mencapai 94,85%.
Dibandingkan data tahun 2011 persentase penduduk di atas garis
kemiskinan mengalami peningkatan lebih dari satu persen. Berikut
ditampilkan data perkembangan penduduk Kota Bontang yang berada di
atas garis kemiskinan periode 2011-2014.

Tabel 2. 16 Perkembangan Jumlah Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

No Indikator 2011 2012 | 2013 | 2014 2015
1 | Garis Kemiskinan (Rp.) 335.764 | 383.200 | 422.951 | 454.392 | N/A
p | Jumlah penduduk di atas 139.141 | 143.989 | 147.862 | 151.399 | N/A

garis miskin (Jiwa)
3 | Persentase 93,75 94,67 94 .85 94.85 N/A

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2015 (diolah)

2.1.2.7. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Tingkat kriminalitas pada suatu daerah dapat menjadi salah satu
indikasiadanya ketimpangan kehidupan sosial di masyarakat umumnya
terkait dengan masih signifikannya tingkat pengangguran dan
kemiskinan. Oleh karena itu fenomena sosial ini memerlukan penanganan
yang serius dari pemerintah dan aparatur penegak hukum. Tingginya
tindak kriminal tidak hanya berdampak pada aspek kehidupan sosial

tetapi juga berdampak pada aspek perekonomian suatu daerah.
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Kondusifnya suatu daerah menjadi salah satu faktor penting yang dapat
mempengaruhi sektor investasi dan pembangunan perekonomian dalam
arti luas. Dengan demikian pemerintah daerah sangat berkepentingan
untuk menjamin terjadinya suasana yang kondusif dengan mengendalikan
dan mencegah terjadinya tindak kriminal dalam masyarakat.

Berdasarkan data jumlah kasus tindak kriminal yang ditangani
selama periode waktu 2011-2015, terjadi tren penurunan jumlah kasus.
Hal ini menunjukkan terjadinya perbaikan kondusifitas wilayah Kota.
Tabel 2.16 menampilkan informasi kasus kriminal yang tertangani dalam
periode tahun 2011-2015.

Tabel 2. 17Jumlah Kasus Kriminal yang ditangani

Tahun Jumlah Kasus
2011 486
2012 315
2013 315
2014 399
2015 350

Sumber : Badan Kesbanglinmaspol, 2015

Penurunan angka kriminalitas pada prinsipnya bukan hanya
tanggung jawab pemerintah atau aparat penegak hukum, tetapi menjadi
tanggung jawab semua pihak. Oleh karena itu diperlukan kerjasama yang
baik antar semua pihakbaik melalui pendekatan kamtibmas maupun
pendekatan sosial dan ekonomi.

Untuk mendukung penurunan angka kriminalitas dan menjaga
keamanan serta ketertiban di Kota Bontang didukung aparat dan sarana
keamanan. Pada tahun 2015 jumlah personel polisi sebanyak 459 orang
yang bertugas di Polres dengan jumlah pos polisi sebanyak 6 unit,
Sedangkan aparat pamong praja sebanyak 127 orang dan aparat linmas
sebanyak 11 orang dan didukung oleh jumlah pos siskamling pos
siskamling sebanyak 283 unit.

2.1.2.8. Fokus Kesejahteraan Sosial

Kinerja pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial
mencakup gambaran hasil pelaksanaan urusan pendidikan, kesehatan
dan tenaga kerja. Adapun indikator yang menjadi fokus kesejahteraan
masyarakat pada masing-masing urusan dapat disajikan berikut:

2.1.2.9. Pendidikan

Pembangunan pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Beberapa keberhasilan
pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat dari Angka Melek Huruf
(AMH), Rata-rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka
Partisipasi Murni (APM) dan Angka Pendidikan yang ditamatkan.

Pada tahun 2015 Angka Melek Huruf (AMH) Kota Bontang sebesar
99,26yang artinya sebanyak 99,71% penduduk Kota Bontang yang
berusia 15 tahun ke atas dapat membaca dan menulis huruf latin dan
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lainnya. Hanya 0,29% saja dari penduduk Kota Bontang yang tidak bisa
membaca dan menulis. Data 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan nilai
AMH terus meningkat yang menjadi pertanda baik dari tahun ke tahun.
Diperkirakan yang masih buta huruf adalah penduduk yang berusia lanjut
sehingga sudah tidak dimungkinkan lagi untuk belajar baca-tulis.

Pada tahun 2015 rata-rata lama bersekolah Kota Bontang mencapai
angka 10,35 tahun, yang artinya rata-rata penduduk Kota Bontang
bersekolah hingga kelas dua belas atau kelas tiga Sekolah Menengah Atas
(SMA/SMK). Dengan kata lain penduduk Kota Bontang rata-rata
mengenyam pendidikan hingga jenjang SMA/SMK. Peningkatan rata-rata
lama sekolah Kota Bontang dari tahun lalu telah menggeser Kota
Balikpapan dari posisi jawara di Kalimantan Timur, sehingga urutannya
menjadi Kota Bontang di peringkat pertama, disusul Kota Balikpapan dan
Kota Samarinda.

Secara umum APK di Kota Bontang mempunyai pola yang spesifik
untuk setiap jenjang pendidikan dengan korelasi terbalik dimana semakin
tinggi jenjang pendidikan maka semakin kecil nilai APK. Selama tahun
2015 APK penduduk pada jenjang SD, SLTP, dan SMU/SMK sudah sangat
baik yaitu 108,93%, 108,62%, dan 105,19%. Hal ini dapat diartikan
bahwa penduduk wusia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas
pendidikan di suatu jenjang pendidikan sudah sangat bagus.

Hal yang sama digambarkan Angka Partisipasi Murni (APM) SD,
SLTP dan SLTA masing-masing 98,77%;:80,14% dan 75,15%, Kondisi
tersebut diharapkan dapat diperbaiki secara perlahan-lahan sehingga APM
dari SD, SLTP dan SLTA dapat berimbang.

Angka Pendidikan yang ditamatkan yaitu rasio jumlah penduduk
yang mencapai jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk.
Pada tahun 2015penduduk usia 10 tahun ke atas yang ditamatkan untuk
jenjang SD/MI/Paket A sebesar 1,85%, SMP/MTs/Paket B sebesar 1,74%,
dan SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 1,45%. Adapun kinerja
pembangunan kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan urusan
pendidikan dapat ditampilkan berikut ini:

Tabel 2. 18Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Indikator
PendidikanKota Bontang Tahun 2010-2015

. Tahun
No Uraian
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

[1] [2] 3] [4] [S] [6] [7] [8]
1. | Angka Melek Huruf 98,96 | 99,97 | 99,07 | 99,60 | 99,71 | 99,71
2. | Rata-rata Lama Sekolah 10,04 | 10,22 | 10,28 | 10,34 | 10,35 10,35
3. | Angka Partisipasi Kasar (APK)

- SD/MI/Paket A 113,54 |{113,53 |106,54 | 107,19 | 108,93 | 108,93

- SLTP/MTs/Paket B 107,67 |{106,47 |100,57 | 104,60 | 108,62 | 108,62

- SMA/SMK/MA/Paket C 108,26 {105,01 | 97,56 | 99,64 |101,94 | 105,19
4. | Angka Partisipasi Murni (APM)

- SD/MI/Paket A 98,14 | 99,29 | 98,40 |107,19 | 98,77 | 98,77

- SLTP/MTs/Paket B 71,76 | 78,35 | 79,06 |104,60 | 80,14 | 80,14

- SMA/SMK/MA/Paket C 61,86 | 68,80 | 72,24 | 99,64 | 72,80 | 75,15
5. JAngka Pendidikan yg ditamatkan untuk usia 10 ahun ke atas

- SD/MI/Paket A 14,07 | 12,40 1,98 1,86 1,96 1,85
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. Tahun
No Uraian
2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015
[1] (2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
- SLTP/MTs/Paket B 5,80 5,41 1,87 1,71 1,68 1,74
- SMA/SMK/MA/Paket C 5,42 5,07 1,61 1,59 1,59 1,45

Sumber : Dinas Pendidikan, 2015

2.1.2.10.Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh
terhadap kualitas sumber daya manusia. Tujuan dari pembangunan
kesehatan adalah terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang
optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum.Angka
kelangsungan hidup bayi (AKHB) pada tahun 2015 di Kota Bontang
sebesar 989 menggambarkan peluang bayi yang hidup usia dibawah 1
tahun diantara 1,000 bayi yang lahir sebanyak 989 bayi.

Angka harapan hidup masyarakat Kota Bontang cenderung
meningkat setiap tahun. Usia harapan hidup pada tahun 2015telah
mencapai 73,74, meningkat 1,49 tahun dibandingkan dengan wusia
harapan hidup pada tahun 2010. Peningkatan tersebut menjadi indikator
keberhasilan peningkatan pemberian pelayanan kesehatan bagi
masyarakat.Persentase balita gizi buruk pada tahun 2014 sebesar
1,40%.Selengkapnya kinerja pembangunan kesejahteraan sosial indikator
kesehatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. 19Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Indikator Kesehatan
Kota BontangTahun 2010-2015

No Uraian Tahun

2010 2011 2012 | 2013 2014 2015
(1] (2] [3] (4] [5] (6] [7] 8]
1. ﬁ?ff; gz;aimgsungan 9922 | 968,0 | 991,9| 991,9 | 988,15 | 988,5
2. | Usia Harapan Hidup 72,25 | 72,42 72,60 | 72,60 73,12 73,74
3 Persentase Gizi Buruk (%) 2,00 0,17 0,44 0,44 0,40 1,40

Sumber : Dinas Kesehatan, 2015
2.1.2.11.Pertanahan

Hasil Susenas Tahun 2011-2013 menunjukkan bahwa sebagian
besar penduduk Kota Bontang telah memiliki rumah sendiri. Status
kepemilikan rumah tahun 2011 sebesar 64,75%, tahun 2012 sebesar
68,33%, dan tahun 2013 sebesar 64,20%. Besaran angka tersebut
merupakan jumlah minimal dari kepemilikan lahan mengingat banyaknya
pendudukKota Bontang yang memiliki lahan  tetapi  belum
dibangun.Kepemilikan lahan khususnya untuk rumah tinggal merupakan
salah satu indikator tingkat kesejahteraan.

Tabel 2. 20Prosentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah Kota
Bontang Tahun 2011-2013

No Uraian Tahun
2011 2012 2013
[1] [2] [3] [4] [5]
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1. | Milik sendiri 62,39 | 62,59 | 61,08
2. | Kontrak/Sewa 26,88 | 25,94 30,36
3. | Lainnya 10,73 | 11,46 8,56
Sumber : BPS, 2015
2.1.2.12.Ketenagakerjaan
Rasio penduduk yang bekerja berfluktuasi dalam S5 tahun

terakhir.Namun menunjukkan peningkatan, khususnya pada tahun 2015
dengan rasio meningkat lebih 100 persen dibandingkan dengan tahun
2014. Hal ini tentu mencerminkan perkembangan perekonomian dan
investasi di Kota Bontang.Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja
ini mengindikasikan bahwa adanya peningkatan lapangan pekerjaan baru
yang menyerap angkatan kerja.Gambaran perkembangan rasio penduduk
yang bekerja selama 5 tahun (2011-2015) seperti tercantum dalam tabel
dibawah ini :

Tabel 2. 21 Rasio Penduduk Bekerja Kota Bontang Tahun 2011-2015

No Uraian Tahun
2011 2012 | 2013 2014 | 2015
[1] (2] [3] [4] [5] [6] [7]
1. | Penduduk yang 60.316 | 66.399 | 63.899 | 68.526 | 69.371
Bekerja
2. | Angkatan Kerja 70.264 | 77.557 | 71.838 | 75.621 | 78.895
3. | Rasio 85,84 | 85,61| 8895| 90,62 87,93

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

2.1.2.13.Fokus Seni, Budaya dan Olah Raga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga terkait dangan
kualitas hidup manusia dan masyarakat. Pembangunan pada fokus seni,
budaya dan olahraga meliputi indikator jumlah grup kesenian, gedung
olahraga, klub olahraga dan gedung olahraga.

Jumlah grup kesenian di Kota Bontang pada tahun 2015 sebanyak
75(lima puluh sembilan) grup,mengalami peningkatan2 (dua) grup jika
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah grup
kesenian per 10,000 penduduk di Kota Bontang pada tahun 2015 sebesar
2,14.Kurangnya jumlah grup kesenian ini disebabkan rendahnya minat
masyarakat mengembangkan kegiatan kesenian.

Sampai dengan tahun 2015, jumlah gedung kesenian Kota Bontang
sebanyak 5 gedung, Jika dilihat dari jumlah gedung kesenian per 10,000
penduduk maka nilai rasionya cenderung menurun. Hal ini terjadi karena
jumlah penduduk terus bertambah sedangkan jumlah gedung tidak
bertambah.

Perkembangan bidang olah raga selama periode 2011-2015 dapat
dilihat dari proporsi jumlah klub dan sarana olah raga dalam 10.000
penduduk. Secara umum proporsi klub olahraga telah mencapai target
yang ditetapkan yakni 1,776 klub olahraga per 10.000 penduduk.
Demikian juga dengan jumlah gedung olahraga mengalami peningkatan
yakni 1,102 gedung olehraga per 10.000 penduduk.
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Gambaran perkembangan bidangkesenian dan olah raga Kota
Bontang dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2. 22 Perkembangan Seni, Budaya dan Olah raga Tahun Kota Bontang
Tahun 2010-2015

N Urai Tahun
° ralan 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
[1] [2] 3] [4] [5] [6] [7] (8]
1 Jumlah Grup Kesenian per 1,81 3,62 0,003 2,12 1,94 1,94
10,000 penduduk
Jumlah Grup Kesenian - 26 29 30 73 75
9 Jumlah Gedung Kesenian 0,14 0,20 | 0,0005 0,12 0,22 0,22
per 10,000 penduduk
Jumlah Gedung Kesenian - 3 3 S 11 15
Jumlah klub olahraga per
3 10.000 penduduk. 2 0,270 0,263 1,475 1,817 | 1,776
Jumlah gedung olahraga per
4 10.000 penduduk. 0,33 1,213 1,184 1,155 1,128 | 1,102

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bontang, 2015

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk
jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik
yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Bontang dalam upaya
pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.Kinerja pembangunan pada aspek pelayanan umum
merupakan gambaran dan hasil dari pelaksanaan pembangunan selama
periode tertentu terhadap kondisi pelayanan umum yang mencakup fokus
layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan. Masing-masing
fokus tersebut dapat disampaikan melalui penjelasan berikut:

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib
A. Urusan Pendidikan

Kondisi kinerja pembangunan bidang pendidikan Kota Bontang
dapat digambarkan melalui Angka Partisipasi Sekolah. Angka Partisipasi
Sekolah (APS) pendidikan dasar tahun 201Ssebesar 1.000,61. Hal ini
menggambarkan bahwa jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-
16 tahun) berjumlah1.001siswa, masih menempuh pendidikan dasar per
1.000 jumlah penduduk usia tersebut. Sedangkan untuk pendidikan
menengah APS tahun 2015 sebesar 803.38.

Rasio ketersediaan sekolah bagi penduduk usia sekolah tahun
2015untuk pendidikan dasar sebesar 33.49. Untuk pendidikan menengah
tahun 2015 sebesar 29.91.Nilai rasio ini menunjukkan bahwa untuk
pendidikan menengah rasionya telah melampaui target yang ditetapkan
dalam  RPJMD.Kebijakan  pemerintah  melalui  program-program
pendidikan menengah khususnya dalam rangka pemenuhan sarana
gedung sekolah telah cukup memenuhi kebutuhan ideal dalam
menunjang kegiatan belajar dan mengajar.

Selanjutnya penduduk yang berusia di atas 15 tahun yang melek
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huruf pada tahun 2013tercapai99,60% sedangkan pada tahun
2015meningkat menjadi99,71%.Masih terdapatnya sejumlah 0,29%
penduduk yang buta huruf, diperkirakan merupakan penduduk usia
lanjut. Keterbatasan fisik penduduk usia lanjut tersebutmenjadi kendala
untuk mengikuti program-program pembebasan buta aksara.

Kebijakan bebas bea pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan
menengah cukup efektif untuk mengurangi angka putus sekolah. Hal ini
terlihat dari angka putus sekolah untuk semua jenjang pendidikan di
Bontang relatif kecil. Sejalan dengan kebijakan tersebut upaya pemerintah
meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan juga
cukup efektif dalam meningkatkan ngka kelulusan yang mencapai 100%
untuk SD dan SMP/MTs dan 100% untuk SMA/SMK/MA.

Angka melanjutkan pendidikan juga cukup tinggi. Pada tahun 2015
angka melanjutkan pendidikan ke SLTP/MTs mencapai 103,25%
sedangkan angka melanjutkan pendidikan ke SMA/SMK/MA sebesar
103,21%. Pelampauan yang lebih dari 100% tersebut menunjukkan
bahwa terdapatsejumlah siswa yang bukan merupakan penduduk Kota
Bontang. Sebagian besar merupakan penduduk Kabupaten Kutai
Kertanegara dan Kutai Timur yang melanjutkan pendidikan di Kota
Bontang.

Tabel 2. 23 Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Pendidikan Kota Bontang
Tahun 2010-2015

Tahun

No Uraian 2010 [ 2011 | 2012 | 2013 | 2014 [ 2015

[1] (2] (3) [4] [S] [6] [7] [8]

1. | Pendidikan Dasar :

a. Angka Partisipasi
Sekolah

b. Rasio Ketersediaan 31,12 | 31,24 | 32,94| 32,67| 33,10| 33,49
Sekolah

c. Rasio guru/murid 601,70 589,4 | 576,94 569,55 562,83 | 562,83

848,46 | 925,12 | 928,77 | 1041,51 | 1025,20 | 1025,2

2. | Pendidikan Menengah :
a. Angka Partisipasi
Sekolah

b. Rasio Ketersediaan 27,81 | 18,41 | 19,82 | 29,61 | 30,16| 30,16
Sekolah

c. Rasio guru/murid 816,84 | 803,75 | 828,19 812,43 813,88 | 813,88

d. Penduduk > 15 Tahun 9896 | 99,97 | 99.07| 99.60| 99,71| 99,71
melek huruf (%)

612,49 | 604,55 | 576,94 | 911,28 | 775,69 | 775,69

3. | Fasilitas Pendidikan

a. SD/MI Kondisi

Bangunan Baik

b. SMP/MTs dan
SMA/SMK/MA Kondisi 94,44 | 92,02 | 96,43 89,66 74,58 | 95,00
Bangunan Baik

94,55 | 87,38 | 96,61 68,33 73,33 | 95,00

4. | PAUD
Pendidikan Anak Usia Dini

(%) 77,70 60,52 | 76,41 83,54 65,32 | 92,64

S. | Angka Putus Sekolah :

- SD/MI 0,005 | 0,005| 0,015| 0,039| 0,054 | 0,024
- SLTP/MTs 0,025 | 0,013| 0,012| 0,167 0,075]| 0,033
- SMA/SMK/MA 0,110 | 0,013 | 0,171 0,091 0,166 | 0,085

6. | Angka Kelulusan (%) :
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Tahun

No Uraian 2010 | 2011 | 2012 | 2013 2014 | 2015

(1] (2] (3) [4] [S] [6] [7] [8]

- Angka Kelulusan SD/MI 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 100,00 | 100,00

- Angka Kelulusan

SLTP/MTs

- Angka Kelulusan
SMA/SMK/MA

- Angka Melanjutkan dari
SD/MI ke SMP/MTs

- Angka Melanjutkan dari
SMP/MTs ke 109,73 | 113,03 | 97,16 | 102,69 105,10 | 103,21
SMA/SMK/MA

- Guru yang memenuhi
kualifikasi S1/DIV

99,63 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 100,00 | 100,00
99,81 | 99,80 | 99,91 99,87 | 99,92 | 100

95,56 | 95,02 | 103,44 | 107,45 101,37 | 103,25

73,05 | 69,44 | 74,30 | 83,34| 86,17 | 88,21

Sumber : Dinas Pendidikan, 2015

B. Urusan Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu faktor utama yang mendukung
untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Upaya
pelayanan kesehatan masyarakat terus ditingkatkan agar semua lapisan
masyarakat dapat mengaksesnya secara mudah dan murah serta
tentunya dengan standar pelayanan yang tetap memadai.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan, pemerintah terus
mengembangkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Upaya
tersebut dilakukan melalui penambahan dokter dan tenaga medis.Melalui
kebijakan ini telah mendorong peningkatan rasio dokter dan rasio tenaga
medis setiap tahun.Rasio cakupan puskesmas bahkan telah mencapai
200% dimana setiap kecamatan telah tersedia 2-3 puskesmas/pustu. Hal
ini merupakan wujud dari kesungguhan pemerintah dalam upaya untuk
meningkatkan akses dan mendekatkan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat.

Sejalan dengan kebijakan di atas, secara konsisten pemerintah juga
terus meningkatkan cakupan pelayanan melalui programbebas biaya
pelayanan kesehatan bagi masyarakat.Melalui kebijakan ini berdampak
pada peningkatan akses masyarakat terhadap unit-unit layanan
kesehatan.

Selengkapnya data mengenai aspek pelayanan umum dalam bidang
kesehatan Kota Bontang tahun 2011-2015 dapat disampaikan berikut ini:

Tabel 2. 24 Aspek Pelayanan Umum Dalam Bidang Kesehatan
Kota Bontang Tahun 2011-2015

Urai Tahun
ralan 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Rasio Posyandu per satuan
Balita
Rasio Puskesmas, poliklinik,

6,58 | 7,00| 6,64 6,33 | 6,61

2. 0,09 | 0,084 0,08 0,08 | 0,10
pustu per satuan penduduk

3. | Rasio Rumah Sakit per 0,28 | 0,028 | 0,03 0,03 | 0,03
satuan penduduk

4. Rasio dokter per satuan 0,60 0,63 1,00 0,98 1,02

penduduk
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Urai Tahun
ralan 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
5. | Rasio Tenaga Medis per 517 | 436| 645| 447| 523
satuan penduduk
6. | Cakupan Komplikasi = 132,68 | 100,00 | 108,39 | 99,46 | 112,98
Kebidanan yang ditangani
Cakupan pertolongan
7. | persalinan oleh tenaga 99,18 | 99,30 | 90,06 | 96,88 | 88,30
kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan
Cakupan Kelurahan UCI 100,00 | 86,60 | 80,00 | 86,67 | 93,30
Cakupan Balita Gizi Buruk | 454 6 | 190,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00
mendapat perawatan
Cakupan Penemuan dan
10. | Penanganan Penderita 35,47 41,60 49,00 49,42 | 51,90
Penyakit TBC BTA
Cakupan Penemuan dan
11. | Penanganan Penderita 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00
Penyakit DBD
Cakupan Pelayanan
12. | Kesehatan Rujukan Pasien 100,00 | 105,45 28,50 26,89 | 29,01
Masyarakat Miskin
13. | Cakupan Kunjungan Bayi 72,88 94,40 88,53 97,52 | 83,70
14. | Cakupan Puskesmas 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00
5. | Cakupan Puskesmas 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33 | 13,33
Pembantu

C.

Sumber : Dinas Kesehatan, 2015

Urusan Pekerjaan Umum

Kinerja pembangunan bidang pekerjaan umum setiap tahun terus
ditingkatkan. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik pada
tahun 2010telah tercapai82,82% dan pada tahun 2015 meningkat
menjadi 95,72%.Sebagian besar jalan dalam kota dan penghubung ke
kecamatan relatif telah cukup baik. Hanya pada beberapa kawasan
pemukiman di atas air seperti di Bontang Lestari dan Tanjung Laut yang
belum tersedia akses jalan yang memadai.

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk pada selama
periode 2010-2015 sedikit menurun karena terus bertambahnya jumlah
penduduk. Sedangkanrasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan
penduduk dari tahun 2010 cenderung meningkat dan pada tahun 2015
rasio TPS per satuan penduduk sebesar 6,05. Gambaran pelayanan
umum bidang pekerjaan umum dapat dilihat sebagaimana tabel berikut
ini :

Tabel 2. 25 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pekerjaan Umum
Kota Bontang Tahun 2011-2015

N Urai Tahun

° raian 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1] 2] 3] 4] 5] [6] 7]

1. | Proporsi panjang jaringan jalan 88,09 90,98 93,93 95,65 87,87
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. Tahun

No Uraian 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

(1] [2] 3] [4] [5] (6] [7]
dlm kondisi baik

9. Rasio tempat ibadah per 1.4 0.15 1,53 1,54 1,65
satuan penduduk

3. | Persentasi Rumah Tinggal 80,16 | 80,13| 80,13| 80,03 80,03
Bersanitasi

4, | Rasio tempat pemakaman 25,37 | 19,53 | 22,66| 21,59 30,00
umum per satuan penduduk
Rasio tempat pembuangan

S. | sampah (TPS) per satuan 2,34 3,56 3,91 4,52 6,05
penduduk

6. | Rasio rumah layak huni 0,77 0,63 0,66 0,69 0,23

7 Rasio permukiman layak huni 0,16 0,21 0,94 0,94 0,94
Panjang jalan dilalui Roda 4 0,00114 | 0,00110 | 0,00125 | 0,00128 | 0,00125
Jalan Penghubung dari

9 ibukota kecamat.an ke 2,89 3,85 0,97 0,97 0,00

" | kawasan pemukiman

penduduk (min roda 4)
Panjang jalan kabupaten

10. | dalam kondisi baik (>40 90,70 96,30 93,64 91,59 95,72
km/jam)
Panjang jalan yang memiliki

11. | trotoar dan drainase/saluran 18,76 18,76 28,68 27,31 27,28
pembuangan air (min, 1,5m)
Sempadan jalan yang dipakai

12. | pedagang kaki lima atau 7,19 9,26 11,38 11,58 4,13
bangunan rumabh liar

13. Eempadan sungai yang dipakai 7,50 7,50 7,50 7,50 12

angunan liar

Drainase dlm kondisi baik/

14. | pembuangan aliran air tidak 5,10 4,18 3,82 2,73 2,36
tersumbat
Pembangunan turap di wilayah

15, | jalan penghubung dan aliran 55,56 55,56 44,44 44,44 33,33
sungai rawan longsor lingkup
kewenangan kota

16. | Lingkungan Pemukiman 12 7,1 0,85 1,49 1,25

Sumber : 1. Dinas Pekerjaan Umum, 2015
2. Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan PMK, 2015

3. Dinas Tata Ruang Kota, 2015

D. Urusan Perumahan

Pembangunan di bidang perumahan bertujuan untuk mewujudkan
perumahan yang layak, sehat, aman, serasi dan teratur, Indikator kinerja
pembangunan pada pelayanan urusan perumahan di Kota Bontang yaitu
rumah tangga pengguna air bersih, rumah tangga pengguna listrik, rumah
tangga bersanitasi, lingkungan pemukiman kumuh dan rumah layak
huni.

Setiap tahun, rumah tangga pengguna air bersih cenderung
meningkat.Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang cukup
intensif dalam pelaksanaan program-program yang terkait langsung
dengan upaya peningkatan kapasitas air bersih baik
melaluiprogram-program pada Dinas Pekerjaan Umum maupun melalui

layanan
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dukungan penyertaan modal pada PDAM. Pemerintah juga secara intensif
berkoordinasi dengan PLN untuk medorong peningkatan kapasitas
layanan energi sebagai bagian dari kewajiban pemerintah dalam rangka
pemenuhan pelayanan publik.Melalui kebijakan terkait yang telah
dilaksanakan, pada tahun 2015 persentasi rumah tangga pengguna listrik
Kota Bontang telah mencapai 100%.

Selain itu, lingkungan pemukiman kumuh cenderung menurun. Hal
ini dapat terjadi karena adanya dukungan dari swasta maupun
Pemerintah Pusat dan Provinsi Kaltim untuk melakukan perbaikan rumah
tidak layak huni.Berikut gambaran aspek pelayanan bidang perumahan di
Kota Bontang sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2. 26 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perumahan Kota Bontang
Tahun 2011-2015

. Tahun
No Uraian
2011 | 2012 | 2013 2014 2015

(1] (2] (3] [4] [5] 6] [7]
R ht i

1. | man tangsa penssuna &l | 56 90| 56,35 | 61,63 | 67,23 | 72,86
bersih
R ht

2. | ek tangsa pengguna 84,00 | 99,54 | 100,00 | 100,00 | 100,00
listrik

3. | Rumah tangga bersanitasi 80,16 | 80,13 80,13 | 80,03 80,03
Lingkungan pemukiman

4. 0,13 0,13 0,08 0,08 | 0,073
kumuh

S. | Rumah layak huni 62,77 | 62,96 | 62,96 | 67,21 07,84
Cakupan Pelayanan

6. 30,59 | 39,71 | 41,24 | 41,18 | 47,35
Penerangan Jalan Umum (%)

Sumber : 1.Dinas Pekerjaan Umum,2015
2.Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan PMK, 2015
3.PLN, 2015

E. Urusan Penataan Ruang

Ketersediaan ruang untuk pengembangan Kota Bontang termasuk
relatif terbatas dibanding daerah lainnya di Kalimantan Timur. Kondisi ini
harus disikapi dengan bijak melalui penataan dan pengendalian
pemanfaatan ruang agar ketersediaan ruang yang relatif terbatas tersebut
dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan
perkembangan kota.Oleh karena itu diperlukan ketegasan dalam
menegakkan peraturan yang terkait penataan ruang wilayah.

Dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang, salah satu
kebijakan yang perlu diefektifkan adalah meningkatkan kepatuhan
masyarakat dalam memenuhi persyaratan IMB.Hingga tahun 2015
persentase bangunan yang memiliki IMB masih relatifkecil, baru
mencapai43,91%.Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran
masyarakat untuk mengurus IMB serta belum efektifnya penegakan Perda
terkait. Adapun perkembangan pembangunan pelayanan umum bidang
penataan ruang Kota pada periode 2010-2015dapat digambarkan
sebagaimana tabel berikut:
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Tabel 2. 27 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penataan Ruang
Kota Bontang Tahun 2010-2015

No Uraian Tahun
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

[1] (2] (3] (4] (5] 6] (7] (8]
Rasio ruang terbuka hijau per

1. | satuan luas wilayah ber 20 | 32,08 | 32,65 | 33,04 | 33,39 | 33,51
HPL/HGB

2. | Rasio bangunan ber IMB per 33,40 | 42,00 | 36,60 | 45,45 | 44,12 | 43,91
satuan bangunan

3. | Ruang publik yang berubah 8,00 7,16| 800| 8,00| 800/| 8,00
peruntukannya

Sumber : Dinas Tata Ruang Kota Bontang, 2015

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa ruang publik terus
mengalami perubahan penggunaan yang berkisar antara 7-8% per tahun,
Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah sehingga ruang
publik yang ada tetap dipertahankan sesuai tujuan penggunaannya.

F. Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah

Setiap tahun anggaran pemerintah Kota Bontang secara kontinyu
melakukan penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan)
berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Dokumen tersebut
merupakan Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kota Bontang yang
penyusunannya mengacu pada RPJMD Kota Bontang Tahun 2011-2016
dan RPJPD Kota Bontang Tahun 2005-2025 yang dikomparasikan dengan
usulan masyarakat hasil musrenbang tingkat Kota Bontang dan pokok-
pokok pikiran DPRD, Dokumen RKPD tersebut selanjutnya ditetapkan
melalui Peraturan Walikota setiap tahun, Secara umum, gambaran
pelayanan umum dalam bidang perencanaan pembangunan dapat
disampaikan berikut ini,

Tabel 2. 28 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perencanaan Pembangunan
Kota Bontang Tahun 2010-2015

N . Tahun
° Uraian 2010 |2011| 2012 | 2013 | 2014 | 2015
[1] (2] [3] [4] [S] [6] [7] (8]

Tersedianya dokumen
1. | perencanaan RPJPD yg telah Tidak Tersedia| Tersedia |TersediaTersediaTersedia|
ditetapkan dgn PERDA
Tersedianya Dokumen
Perencz.:maan : RPJMD yg Tidak
telah ditetapkan dgn
PERDA/PERKADA
Tersedianya Dokumen
3. | Perencanaan : RKPD yg telah Tersedia [Tersedial Tersedia |TersediaTersediaTersedia
ditetapkan dgn PERKADA
Penjabaran Program RPJMD
kedalam RKPD

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang, 2015

Tersedial Tersedia |Tersedia|TersediaTersedial

4. Ya Ya Ya Ya Ya Ya

G. Urusan Perhubungan
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Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perhubungan di Kota
Bontang selama periode 2010-2015 dapat dilihat dari jumlah arus
penumpang angkutan umum selama 5 tahunsebagaimana dituangkan
pada tabel 2.29,.Pada tahun 2010 jumlah arus penumpang angkutan
umum sebanyak 194.723 penumpang dan pada tahun 2015 sebanyak
165.975penumpang.Jumlah ini mengalami menurun jika dibandingkan
dengan tahun 2011, Penurunan tersebut diduga terjadi makin banyaknya
kendaraan pribadi serta penurunan jumlah kendaraan angkutan darat.

Rasio ijin trayek pada tahun 2015 sebesar 0,01.Hal ini terjadi
karena jumlah ijin trayek tidak mengalami penambahan, sedangkan
jumlah penduduk terus bertambah.Jumlah pelabuhan
laut/udara/terminal bus tidak mengalami perubahan yaitu 7 buah,
Gambaran mengenai kinerja pelayanan umum dalam bidang
perhubungan sebagai berikut:

Tabel 2. 29 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Perhubungan Kota Bontang
Tahun 2010-2015

. Tahun
No Uraian
2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015
(1] (2] (3] (4] [5] (6] [7] (8]
1. | Jumlah arus penumpang 04,723 75,501 |64,271 | 54,881 56,155 |65,976
angkutan umum
2. | Rasio ijin trayek 0,002 0,13 0,13 0,13 0,13 0,01
3. | Jumlah uji kir angkutan umum 309 324 222 190 195 167
4. Jumlgh Pelgbuhan Laut/ Udara/ 7 7 7 7 7 7
Terminal Bis
5. | Angkutan darat 3,00 4,77 5,10 5,38 5,12 6,06
6. | Kepemilikan KIR angkutan umum | 37,00 | 37,00 | 96,06 | 15,60 | 21,05 | 32,11
7 Lama pengujian angkitan Umum 45 35 30 30 30 30
(KIR) (menit)
g. | Biaya pengujuan kelayakan 87,000 | 40,000 |40,000 |40,000 (40,000 |40,000
angkutan umum
9. | Pemasangan Rambu- rambu 16,00 | 45,20 | 45,20 | 47,56 | 52,77 | 57,12

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kota Bontang, 2015

H. Urusan Lingkungan Hidup

Pada periode 2010-2015,upaya penanganan sampah cenderung
meningkat dari tahun ke tahun.Hal ini tercermin dari persentase
penanganan sampah  maupun TPS per satuan  penduduk
yangmengalamipeningkatandari tahun-ketahun.Efektifitas program
pemerintah dalam penanganan sampah tergambar dari pencapaian piala
Adipura secara berturut-turut sejak tahun 2008 sampai dengan tahun
2015 dan pada tahun 2013 memperoleh Adipura Kencana. Untuk jangka
panjang pemerintah perlu mengembangkanpengelolaan persampahan
yang lebih efektif dengan sasaran tidak hanya fokus pada penganggukan
dan pembuangan akan tetapi pengolahan melalui program-program yang
menyasar pada pengurangan volume produksi sampah.

Dalam rangka menjaga kelestarian dan daya dukung
lingkunganmaka dilakukan penataan kawasan pemukiman dan
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pengawasan pencemaran,Gambaran perkembangan pelayanan bidang

lingkungan hidup sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 30 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Lingkungan Hidup
KotaBontangTahun 2010-2015

Tahun
No Uraian
2010 2011 2012 2013 | 2014 | 2015
[1] (2] [3] [4] [5] [6] [7] 8]
1, | Persentase penanganan 71,29 | 79,09 | 81,33 | 71,52 | 97,77 | 95,07
sampah
Persentase penduduk 71,28 79,13 83,13 90,10 96,74
2, S 52,30
berakses air minum
3, | Persentase Luas pemukiman | 7y 1| 79 19| 84,10 | 89,10 | 94,10 | 99,10
yang tertata
Pencemaran status mutu
4, | air(prosentase 71,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00
sumber air yang dipantau)
Cakupan penghijauan
5, | wilayah rawan longsor dan 0,00 0,76 2,19 1,47 1,88 0,29
sumber mata air
Cakupan pengawasan
6, | terhadap pelaksanaan 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00
amdal,
Tempat pembuangan
7, | sampah (TPS) per satuan 0,298 0,234 0,356 0,391 0,452 0,605
penduduk
Penegakan hukum
8, | 3 83,30 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00
lingkungan

Sumber : 1. Badan Lingkungan Hidup, 2015
2. Dinas Pekerjaan Umum, 2015

3. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan PMK, 2015
4. Dinas Tata Ruang Kota, 2015
5. Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian, 2015

Urusan Pertanahan

Persentase luas lahan bersertifikat pada tahun 2014 baru mencapai
26,43%. Jumlah tersebut masih sangat kecil sehingga diperlukan upaya
untuk mendorong masyarakat mensertifikatkan lahannya. Hal tersebut
tentunya akan memudahkan pengawasan dan pengendalian dalam
pemanfaatan lahan sesuai peruntukannya.
Sebagai daerah baru, Kota Bontang juga mengalami permasalahan
menyangkut tanah Negara. Jumlah kasus tanah negara pada tahun 2014
yang dapat diselesaikan sebanyak 96,40%. Jumlah tersebut diharapkan
akan menurun terus agar tanah-tanah yang memiliki legalitas yang jelas
sehingga tidak terjadi sengketa lahan di masa mendatang.
Adapun pelayanan pemerintah terkait dengan bidang pertanahan
dapat dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 2. 31 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pertanahan Kota Bontang

Tahun 2010-2015

No Uraian Tahun

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
1. EZ;::?&%T{Z“‘S lahan 25,17 | 26,59 | 29,00 | 26,43 | 26,43 | 26,63
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5. | Penyelesaian kasus tanah 65,63 | 71,88 | 84,37 | 96,40 | 96,40 | 83,33
Negara

3. | Penyelesaian izin lokasi 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 100 100
Sumber : 1. Bagian Pemerintahan Setda, 2015

2. Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal, 2015

J. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Kinerja pembangunan pada pelayanan Kependudukan dan Catatan
Sipil selama 5 tahun (2010-2015) dapat tergambar dari cakupan
pelayanan administrasi kependudukan. Data mengenai kinerja ini
selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 32 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kependudukan dan Catatan
SipilKota Bontang Tahun 2010-2015

No Uraian Tahun
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
(1] (2] (3] [4] [5] [6] [7] (8]
1 Rasio penduduk berKTP per 0,69 0.76 0,77 0.80 0.80 0.88
satuan penduduk
2. | Rasio bayi berakte kelahiran 0,62 0,99 0,67 0,65 0,65 1,00
3. | Rasio pasangan berakte nikah | 0,76 0,35 0,99 0,79 0,43 0,41
4. | Kepemilikan KTP 85,60 | 76,25 | 77,37 | 99,44 | 86,44 | 87,77
Kepemilikan akta kelahiran
5. per 1000 penduduk 64,00 | 61,60 | 42,77 | 46,76 | 51,88 | 53,92
6. Ketersediaan database L Ada Ada Ada Ada Ada Ada
kependudukan skala provinsi
7. Penerapan KTP Nasional Ya Sudah | Sudah | Sudah | Sudah | Sudah
berbasis NIK

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang, 2015

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa sebagian besar penduduk
telah ber KTP.Penduduk memiliki KTP tahun 2015telah mencapai 0,88 per
satuan penduduk.Walaupun demikian, kinerja pembangunan pada
pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil juga dipengaruhi oleh
kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan serta
belum optimalnya pemberlakuan sanksi bagi penduduk yang melanggar
administrasi kependudukan.

K. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kinerja pembangunanpada pelayanan urusan pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak terdiri dari persentase partisipasi
perempuan di dunia kerja. Berdasarkan data yang ada bahwa pada tahun
2015 persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah lebih besar
jika dibandingkan dengan di lembaga swasta.

Selama periode 2010 - 2015rasio KDRT cenderung mengalami
penurunan. Kondisi ini merupakan hal yang positif dan diupayakan untuk
terus dikurangi persentasenya. Kasus-kasus yang yang menyangkut
tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan sebagian besar dapat
diselesaikan.
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Terkait dengan ketenagakerjaan, sampai saat ini Kota Bontang
masih bersih dari tenaga kerja dibawah umur. Gambaran kinerja
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat terlihat pada
tabel berikut:

Tabel 2. 33 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan
danPerlindungan Anak Kota Bontang Tahun 2010-2015

. Tahun
No Uraian
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
[1] (2] [3] (4] [5] [6] [7] (8]

1 Bersentase partisipasi perempuan 48,00 | 54,73 | 7,79 | 85,43 | 52,66 | 49,35
di lembaga pemerintah

2. ParﬁiipaSi perempuan dilembaga | 55 0o | 4526 (92,21 | 14,57 | 47,34 | 33,91
swasta
3. | Rasio KDRT 1,00 | 0,04 | 0,03 | 0,068 |0,092 |0,112

Persentase jumlah tenaga kerja
dibawah umur

Partisipasi angkatan kerja

5. | perempuan (TPAK/ Tk, Partisipasi 17,02 | 17,02 | 86,71 | 48,76 | 39,89 | 50,65
Angk Kerja)
Penyelesaian pengaduan
6. | perlindungan perempuan dan anak | 61,90 | 87,50 | 92,31 100,00 | 98,81 100
dari tindakan kekerasan

0,00 | 0,00| 0,00 0,00| 0,00 | 0,00

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Bontang, 2015

L. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Rasio akseptor KB cenderung meningkat dari tahun ke tahun, yakni
76,53% pada tahun 2010 dan menjadi 75,97% pada tahun 2015.
Cakupan KB aktif yang telah mencapai 75,53 pada tahun 2015.
Walaupun demikian, angka tersebut masih bisa ditingkatkan melalui
sosialisasi atau metode pendekatan lainnya agar semua masyarakat
bersedia menjadi peserta KB. Hal ini penting untuk menekan laju
pertumbuhan penduduk alami.

Adapun perkembangan keluarga prasejahtera dan keluarga
sejahtera I cenderung fluktuatif sejak tahun 2010. Hal ini terkait dengan
operasional proyek industri yang ada di Kota Bontang dan sekitarnya.
Puncaknya dalam 5 tahun terakhir terjadi pada tahun 2010 yang
mencapai 43 persen. Dalam kasus Kota Bontang jumlah keluarga pra
sejahtera berkaitan erat dengan aktivitas industri nasional yaitu PT Badak
dan PT Pupuk Kaltim.Adanya proyek konstuksi pada kedua industri
tersebut umumnya akan menyerap sejumlah tenaga kerja dan ketika
proyek tersebut selesai sebagian tenaga kerja tersebut akan kembali
menganggur dan kehilangan potensi pendapatan. Hal inilah yang
kemudian sebagian dari mereka kembali masuk dalam hitungan keluarga
pra sejahtera.

Naik turunnya kelompok ini juga terkait dengan arus migrasi yang
cukup tinggi. Para pencari kerja yang datang diduga merupakan
penduduk prasejahtera sehingga menjadi beban sosial bagi pemerintah
setempat. Untuk menyediakan lapangan kerja pemerintah terus
mengupayakan masuknya investasi ke Kota Bontang yang diharapkan
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akan menjawab permasalahan tersebut. Adapun kinerja pembangunan
pada pelayanan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera
selama periode 2010-2015 dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 34Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera Kota Bontang Tahun 2010-2015

Tahun
No Uraian
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

(1] (2] [3] (4] (5] (6] [7] 8]
|, | Rata-rata jumlah anak per 1,27 | 1,45| 1,20] 1,06| 1,72| 1,43

keluarga

Rasio akseptor KB 76,53 | 77,80 | 77,94 | 77,59 | 85,23 | 75,97

Cakupan peserta KB aktif 76,53 | 77,79 | 77,94 | 77,59 | 77,06 | 75,53
4, | Keluarga Pra Sejahtera dan 43,00 | 8,82 15,69 | 12,52 | 14,34 | 11,03

Keluarga Sejahtera I

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Bontang, 2015

M. Urusan Sosial

Sarana sosial yang ada di Kota Bontang sebanyak 7
unit.Penanganan masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) cenderung meningkat meskipun pada tahun 2012 mengalami
penurunan. Hal ini terkait permasalahan PMKS yang terus berkembang
diantaranya disebabkan oleh persoalan tuntutan kehidupan yang semakin
berat, disamping persoalan kemiskinan. Oleh karena itu penanganan
persoalan sosial harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi.

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan sosial selama periode
2010-2015 pada masing-masing indikator dapat terlihat pada tabel
berikut:

Tabel 2. 35Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Sosial Kota Bontang
Tahun 2010-2015

N Urai Tahun
° raian 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

(1] (2] (3] (4] (5] (6] [7] (8]
Sarana sosial seperti panti

1. | asuhan, panti jompo dan panti 6 7 6 7 7 7
rehabilitasi

9. | PMKS yg memperoleh bantuan | 5 101 330 | 363 | 1965/| 27,64 | 21,75
social

3. | Penanganan penyandang 3,86 | 3,92| 4,33| 5842 | 43,07 | 24,86

masalah kesejahteraan social

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang, 2015
N. Urusan Ketenagakerjaan

Jumlah angka partisipasi angkatan kerja di Kota Bontang pada
tahun 2015 sebesar 68,84. Angka ini meningkat jika dibandingkan
dengan tahun sebelumnya. Hal ini menjadi gambaran bahwa sebagian
besar penduduk berusia 15 tahun ke atas adalah angkatan kerja serta
penduduk yang terlibat dan berusaha terlibat didalam kegiatan produksi
barang dan jasa pada suatu waktu tertentu. Pencari Kerja yang
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ditempatkan yakni berkisar 6,13 -26,77, Hal ini diduga disebabkan
jumlah tenaga kerja yang ada tidak memenuhi kualifikasi lowongan kerja
yang ada atau pemberi kerja tidak melaporkan data penempatan tenaga
kerja.

Untuk menekan jumlah pengangguran pemerintah telah
mengupayakan penyediaan lapangan kerja dan pemberian keterampilan
melalui kursus atau magangdi perusahaan. Selain menyediakan lapangan
kerja, masyarakat diberi pengetahuan agar dapat membuka usaha sendiri
yang dapat menyerap tenaga kerja lainnya.Dalam menjalankan usaha,
hubungan industri/pengusaha dan pekerja selayaknya dijaga sehingga
dapat menciptakan suasana kerja yang nyaman dan harmonis,

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan ketenagakerjaan
selama periode 2010-2015 dapat disampaikan pada berikut:

Tabel 2. 36Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Ketenagakerjaan
Kota Bontang Tahun 2010-2015

N Urai Tahun

° ralan 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

[1] _[2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

1. | Angka partisipasi angkatan | 57 18| 5089 | 5873 | 68,17 | 66,06 | 68,84
kerja (%)

o | Angka sengketa pengusaha- | 153 35 | 6875 | 127,66 | 46,51 | 64,33 | 202,02
pekerja per tahun

3. | Tingkat partisipasi 59,00 | 57,24 | 59,79 | 73,94 | 65,40 | 69,94
angkatan kerja

4, | Pencari kerja yang 26,77 | 19,84 | 22,01 | 19,53 6,13 | 13,99
ditempatkan

5. | Tingkat pengangguran 7,43 7,25 6,54 | 14,32 | 11,19 9,38
terbuka (%)

6. | Keselamatan dan 79,49 | 75,00 | 63,83 | 100,00 | 100,00 | 100,00
perlindungan
Perselisihan buruh dan

7 | pengusaha terhadap 100,00 | 100,00 | 100,00 | ©0,00| 0,00| 0,00
kebijakan pemerintah
daerah

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang, 2015

0. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Persentase koperasi aktif pada tahun 2015 sebesar 85,34%, Ini
menunjukkan kinerja pemerintah untuk terus memberikan dorongan bagi
pengurus untuk mengaktifkan kembali koperasi yang pasif,

Usaha mikro dan kecil sebagai salah satu basis perekonomian
masyarakat mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yakni dari
13.242 menjadi 18.206. Gambaran tersebut menjadi salah satu indikator
dari efektifnya program-program terkait yang dilaksanakan baik oleh
pemerintah maupun program-program CSR.Kinerja pembangunan pada
pelayanan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah selama periode
2010-2015 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut:
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Tabel 2. 37Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Kota Bontang Tahun 2010-2015

Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015

No Uraian

[1] (2] 3] [4] [S] (6] [7] [8]

1. | Persentase koperasi 7456 | 66,20 | 87,16 | 87,16 | 85,71 | 85,34

aktif

Jumlah UKM non
2. BPR/LKM UKM 67 68 103 85 77 80
3. Jumlah BPR/LKM 3 3 3 3 3 3

4. | Usaha Mikro dan Kecil 13,242 | 13,401 | 13,401 | 13,401 | 19,473 | 18,206

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Bontang, 2015

P. Urusan Penanaman Modal

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan penanaman modal
selama periode 2010-2015 pada setiap indikator sebagaimana tabel
berikut:

Tabel 2. 38Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Penanaman Modal
Kota Bontang Tahun 2010-2015

Tahun
No Uraian
2010 2011 2012 2013 2014 2015

(1] [2] 3] [4] [5] [6] [7] (8]
Jumlah Investor berskala

1 nasional (PMDN/PMA) 21 22 14 15 14 23
Jumlah nilai Rp, 560.394 %.707.936 B.319.546 5.375.093 11.861.333 | 805.555
investasi (000,000,-)

2. | berskala
nasional Us $ 236.314 | 497.024 [1.683.881 | 896.946 452.599 323.749
(PMDN/PMA)

3. E;SJI;’ daya serap tenaga 1.459,00 | 463,375 | 680,57 | 628,00 393,07 | 1597,00
Kenaikan/penurunan nilai

4. | realisasi PMDN (milyar 55,948 8,992 76,28 25,287 51,26 59,67
rupiah)

Sumber : Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Kota Bontang, 2015

Berdasarkan tabel 2.38 dapat dilihat bahwa perkembangan
investasi di Kota Bontang relatif meningkat, khususnya dari tahun 2010-
2014. Pada tahun 2015 terdapat 23 investor dengan nilai investasi
Rp.805.555.000.000,- serta US $ 323.749.000.000,- Adapun rasio daya
serap tenaga kerjanya sebesar 393,07.

Untuk memacu pertumbuhan investasi pemerintah menyediakan
lahan industri baru di Bontang Lestari.Langkah lainnya berupa
percepatan pembangunan bandara di Bontang Lestari, percepatan
pengoperasian pelabuhan Loktuan, pemberian kemudahan investasi bagi
pembangunan power plan 2 X 100 MW, dan penyediaan jalan lingkar
pesisir.

Q. Urusan Kebudayaan

Penyelenggaraan festival seni dan budaya tahun 2015 sebanyak
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17event.Gambaran kinerja pembangunan pada pelayanan urusan
kebudayaan selama periode 2010-2015 dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 39Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kebudayaan
Kota Bontang Tahun 2010-2015

N Urai Tahun
° ratan 2010 | 2011 [ 2012 | 2013 | 2014 | 2015
[1] 2] : [3] [4] [5] [6] [7] 8]
1 Penyelenggaraan festival seni 7 11 5 14 13 17
dan budaya
9 Sarana penyelenggaraan seni 1 1 1 1 3 3
" | dan budaya paket | paket | paket | paket | paket | paket
3 Benda Situs Cagar Budya yang 0,07 0,14 1 0,21 0,42 0,42
" | Dilestarikan

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2015

R. Urusan Pemuda dan Olahraga

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pemuda dan
olahraga selama periode 2010-2015 dapat disampaikan melalui tabel
berikut:

Tabel 2. 40Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemuda dan Olahraga
Kota Bontang Tahun 2010-2015

Tahun
No Uraian 2010 | %' | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
[1] (2] [3] [4] [5] [6] [7] 8]
1. | Jumlah organisasi pemuda 71 71 87 84 82 82
2. | Jumlah organisasi olahraga 44 46 51 69 46 46
3 Jumlah kegiatan 5 3 13 16 16 16
kepemudaan
4. | Jumlah kegiatan olahraga S 8 19 37 13 15
5 Balai remaja (selain milik 0 0 0,007 0,006 | 0,006 | 0,006
swasta)
6. | Lapangan olahraga 0,33 0,35 0,35 0,29 0,28 0,349

Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bontang, 2015

Pada tahun 2015 terdapat organsiasi pemuda sebanyak
82organisasi dengan 16 kegiatan kepemudaan.Sedangkan jumlah
organisasi olahraga sebanyak 46 organisasi dan kegiatan olahraga
sebanyak 13 kegiatan.Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan upaya
untuk mendorong pemuda agar aktif di berbagai bidang untuk berperan
dalam pembangunan bangsa.

S. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kesatuan bangsa dan
politik dalam negeri selama periode 2010-2015 dapat tergambar melalui
beberapa indikator sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 41Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri Kota Bontang Tahun 2010-2015
‘ No ‘ Uraian ‘ Tahun ‘
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2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
[1] (2] 3] [4] [S] [6] [7] [8]
Kegiatan Pembinaan terhadap
L. LSM, Ormas dan OKP 3 34 39 28 18 47
5. Kegiatan pembinaan politik 10 15 10 10 12 04
daerah

Sumber : Badan Kesbanglinmaspol Kota Bontang, Tahun 2015

Pelayanan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan
Masyarakat.Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP terus
dilaksanakan setiap tahunnya. Sedangkan pembinaan politik daerah
intensitasnya disesuaikan dengan jadwal penyelenggaraan kegiatan politik
di daerah.

T. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian,

Rasio Pamong Praja dan Linmas menurun pada tahun 2015. Hal ini
terjadi karena jumlah personilnya tidak berubah sedangkan penduduk
terus bertambah. Walapun demikian, penegakan PERDA terus
ditingkatkan.

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan otonomi daerah,
Pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian selama periode 2010-2015 dapat tergambar
melalui indikator sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2. 42Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Otonomi Daerah,
Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian dan Persandian Kota Bontang Tahun 2010-2015

Tahun
Uraian

No

2010

2011

2012

2013

2014

2015

[1]

(2]

[3]

[4]

5]

[6]

[7]

(8]

Rasio jumlah
Polisi Pamong
Praja per 10,000
penduduk

6,00

4,20

5,26

4,71

7,65

Jumlah Linmas
per
Jumlah10,000
Penduduk

49

49

38,54

2,75

2,0

46,65

Rasio Pos
Siskamling per
kelurahan

23,2

23,2

26,33

26,33

20,20

18,87

Pertumbuhan
PDRB

Dengan Migas

-3,44

-7,42

9,18

-5,72

-3,41

-3,13

Tanpa Migas

6,76

4,85

15,62

8,64

3,71

7,74

Sistem informasi
Pelayanan
Perijinan dan
adiministrasi
pemerintah

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Penegakan
PERDA

93,38

92,00

94,20

60,00

97,32

100
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No

Tahun
Uraian

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cakupan patroli

botughs Satpol PP 1,095 1,095 1,035 197 474 360

Tingkat
penyelesaian
pelanggaran K3
(ketertiban, 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00
ketentraman,
keindahan) di
Kabupaten

Petugas
Perlindungan
Masyarakat
(Linmas)

40 40 40 40 39 47

10.

Cakupan
pelayanan
bencana
kebakaran

0,000043 | 0,000033 | 0,003881 | 0,000061 | 0,00061 | 0,00551

11.

Tingkat waktu
tanggap daerah
layanan wilayah 76,92 81,50 100,00 100,00 | 100,00 | 100,00
manajemen
kebakaran

12.

Indeks Kepuasan
Layanan Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Masyarakat

Sumber : 1. BPS Kota Bontang, 2015

U.

2. Dinas Perindutrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, 2015
3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2015

4. Badan Kesbanglinmaspol, 2015

5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, 2015

6. Badan Pelayanan Perijinan dan Penanaman Modal, 2015

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pemberdayaan

masyarakat dan desa di Kota Bontang selama periode 2010-2015 pada
masing-masing indikator sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 43Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Kota Bontang Tahun 2010-2015

. Tahun
No Uraian
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Rata-rata jumlah kelompok
1. | binaan lembaga pemberdayaan 0 15 0 0 11 15
masyarakat (LPM)
p. | Rataratajumlah kelompok 1448 | 1448 | 1384 | 1576| 1686 | 1700
binaan PKK
3. | Jumlah LSM 42 22 70 70 40 60
4. | LPM Berprestasi 0 0 0 0| 33,33 | 46,67
5. | PKK aktif 100 100 100 100 100 100
6. | Posyandu aktif 100 100 100 100 100 100
Swadaya Masyarakat terhadap
7. | Program pemberdayaan 0 0 0| 46,67 60 100
masyarakat

Sumber : 1. Kantor Pemberdayaan Masyarakat, 2015
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2. Badan Kesbanglinmaspol, 2015

Berdasarkan tabel 2. 43 dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan
kinerja pelayanan Bidang Pemberdayaan Masyarakat menunjukkan
peningkatan, khususnya dalam rangka mendorong aktifnya lembaga-
lembaga kemasyarakatan seperti PKK, LPM, Posyandu, dan LSM.

V. Urusan Statistik

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan statistik selama
periode 2010-2014 tergambar pada indikator sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 44Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Statistik Kota Bontang
Tahun 2010-2015

No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 2015
[1] ; (2] (3] [4] [5] [6] [7] 8]
1. iﬁ:ﬁa”Daerah Dalam Ada Ada Ada Ada Ada Ada
2. | Buku "PDRB Daerah” Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang, 2014

Dari tabel urusan statistik di atas tergambar bahwa dokumen-
dokumen statistik tersedia dari tahun ke tahun. Data-data tersebut agar
senantiasa diupdate sesuai perkembangan dan kebutuhan,

W. Urusan Kearsipan

Kinerja pembangunan pada  pelayanan urusan  kearsipan
selama periode 2010-2015 tergambar pada indikator sebagaimana tabel
berikut:

Tabel 2. 45Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kearsipan Kota Bontang
Tahun 2010-2015

No Uraian Tahun
2010 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
[1] (2] [3] [4] [5] [6] [7] 8]
1. | pengelolaan Arsip secara 560 | 1591 | 11,11 | 25,00 | 33,33 | 36,17
9. Peningkatan SDM pengelola 1 1 1 4 3 3
kearsipan

Sumber :Kantor Perpustakaan, Arsip, da Dokumentasi, 2015

Sejak menjadi daerah otonom, pengelolaan kearsipan secara
khususbelum dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah (PD). Hal ini
terkait dengan kondisi dimana belum semua PD memiliki kantor yang
menetap. Namun setelah sebagian besar PD di lingkungan pemerintah
Kota Bontang memiliki gedung kantor yang tetap maka pengelolaan arsip
secara baku dilakukan bertahap.Pemerintah melakukan bimtek
pengelolaan arsip dengan harapan semua PD memiliki persepsi yang sama
untuk mengelola arsip secara baku.

X. Urusan Komunikasi dan Informatika
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Pada tahun 2015, jumlah surat kabar nasional/lokal sebanyak 5,
jumlah penyiaran radio/TV lokal sebanyak 14. Sedangkan rasio
warnet/wartel pada tahun 2015 sebesar 0,26, angka ini terus menurun
karena jumlah warnet/wartel yang terus menurun dan pertambahan
jumlah penduduk dan masyarakat lebih cenderung memilih akses internet
menggunakan akses internet konvensional.Dengan dukungan website
Pemerintah Kota Bontang maka informasi publik semakin terbuka. Pihak-
pihak yang memerlukan informasi dapat dengan mudah mengakses
program dan kegiatan pemerintah. Harapan ke depan adalah peningkatan
kualitas komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat.
Adapun gambaran umum kinerja pembangunan pada pelayanan urusan
komunikasi dan informatika di Kota Bontang selama periode 2010-2014
dapat ditunjukkan tabel berikut ini:

Tabel 2. 46Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Komunikasi dan
InformatikaKota Bontang Tahun 2010-2015

No Uraian Tahun
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
[1] (2] 3] (4] [5] [6] [7] 8]
1. | Jumlah jaringan komunikasi 14 26 16 14 17 | 21,25
9. Rasio wartel/warnet terhadap 9 2,31 3.39 3.39 2,31 0,26
penduduk
3 J umlah surat kabar 5 5 5 5 5 5
nasional /lokal
4. Jumlah penyiaran radio/TV 17 17 14 14 14 14
lokal
5 Web site milik pemerintah ada ada ada ada ada ada
daerah
6. | Pameran/expo - - 1 1 1 1

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, 2015

Y. Urusan Perpustakaan

Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan
pentingnya budaya baca, pemerintah mencanangkan penyediaan ruang
perpustakaan bagi semua instansi pemerintah dan swasta serta
penambahan koleksi buku.Pada tahun 2015 koleksi buku yang tersedia
sebanyak 104.952 mengalami peningkatan yang cukup signifikan
dibandingkan tahun 2010.Untuk jangka panjang, teknologi perpustakaan
terus dikembangkan dengan sesuai tuntutan masyarakat sehingga minat
masyarakat tetap tinggi untuk memanfaatkannya.

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perpustakaan selama
periode 2010-2015 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel
berikut:

Tabel 2. 47Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang PerpustakaanKota
BontangTahun 2010-2015

No Uraian Tahun

2010 2011 2012 2013 2014 2015
[1] 2] [3] [4] [S] (6] [7] [8]
1. | Jumlah perpustakaan 1 - 197 174 174 214
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Tahun

No Uraian 2010 [ 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

[1] (2] [3] [4] [S] [6] [7] [8]

Jumlah pengunjung
2. | perpustakaan per tahun 46,843 | 74,523 | 86,147 | 28,888 | 36,663 | 37,017

(orang)

Koleksi buku yang tersedia
3. | di perpustakaan daerah
(buah)

69,596 | 70,523 | 78,254 | 87,774 | 98,691 | 104,952

Sumber : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, 2015

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan
A. Urusan Pertanian

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pertanian selama
periode 2010-2015 tergambar melalui indikator pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 48 Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang PertanianKota BontangTahun

2010-2015
. Tahun
No Uraian 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
[1] (2] [3] [4] [5] [6] [7] (8]
Produktivitas padi atau bahan
1. | pangan utama lokal lainnya per 12,8 11,3 7,1 6,6 11,1
hektar (ton/ha)
Kontribusi sektor
2. | pertanian/perkebunan
terhadap PDRB
Dengan Migas 0,35 0,42 0,52 0,65 0,77 0,89
Tanpa Migas 0,35 0,43 0,55 0,68 0,85
3. | Cakupan bina kelompok petani | 43,14 | 47,06 | 57,14 | 92,11 | 60,87 | 86,49

Sumber : Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang, Tahun 2014

Pada dasarnya usaha pertanian di Kota Bontang hanya bersifat
musiman. Usaha pertanian umumnya dilakukan masyarakat yang tidak
memiliki pekerjaan tetap atau dengantujuan untuk memanfaatkan lahan-
lahan yang belum terbangun dikawasan perumahan. Usaha tersebut
berpindah-pindah karena hanya merupakan pemanfaatan lahan tidur
yang belum dipergunakan oleh pemiliknya. Usaha pertanian juga sebagian
besar dilakukan warga Kota Bontang di wilayah Kutai Kartanegara dan
Kutai Timur. Hasilnya yang dibawa dan dijual di Kota Bontang.Sebagai
daerah kota, alokasi lahan untuk pertanian memang sangat terbatas.

B. Urusan Kehutanan

Aspek pelayanan umum bidang kehutanan direalisasikan melalui
rehabilitasi dan pemulihan lahan yang rusak, Untuk mencegah kerusakan
kawasan hutan yang terdiri dari hutan lindung seluas 5,612 Ha dan
hutan bakau yang luasnya 2,182 Ha maka dilakukan pemeliharaan
kawasan hutan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan rehabilitasi
hutan serta peningkatan peran masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan
lahan,

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kehutanan selama

periode 2010-2014 dapat digambarkan melalui indikator pada tabel
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berikut :

Tabel 2. 49Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kehutanan Kota Bontang
Tahun 2010-2015

No Uraian Tahun

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
1 P BL | (@ | (5L | 16l | 11 | 18]
1 llzzlgia;blhta51 hutan dan lahan 0,21 0 0,89 1,78 1,78 1,78
2. | Kerusakan Kawasan Hutan 21,69 | 19,52 | 18,63 | 16,85 | 15,07 | 15,07
3. iﬁﬁgﬁ;s;;;kéor kehutanan 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00

Sumber : Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang, Tahun 2015

C. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Dalam RTRW Kota Bontang, tidak tersedia ruang yang
diperuntukkan bagi sector pertambangan termasuk tambang golongan
galian C. Adanya tambang galian C yang beroperasi hanya merupakan
tambang illegal sehingga perlu dilakukan penertiban oleh instansi terkait.

Sejak menjadi daerah otonom, pemerintah secara bertahap
berupaya untuk melakukan penertiban. Hasilnya persentase penambang
liar terus mengalami penurunan. Dengan demikian kontribusi sektor
pertambangan terhadap PDRB memang sangat terbatas.

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan energi dan sumber
daya mineral selama periode 2010 - 2015 pada masing-masing indikator
sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 50Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Energi dan Sumber Daya
Mineral Kota Bontang Tahun 2010-2015

. Tahun
No Uraian 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
(1] (2] [3] (4] [5] [6] [7] (8]
1. | Pertambangan tanpa ijin 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Kontribusi sektor
" | pertambangan thd PDRB
Dengan Migas 2,15 2,33 3,87 2,55 1,68 1,68
Tanpa Migas 2,15 1,87 3,05 2,24 1,41 1,41

Sumber : Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang, Tahun 2015

D. Urusan Pariwisata

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan pariwisata selama
periode 2010 - 2014 dapat dilihat melalui indikator pada tabel berikut:

Tabel 2. 51Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Pariwisata Kota Bontang
Tahun 2010-2015

. Tahun
No Uraian 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
[1] (2] (3] (4] [5] (6] [7] (8]
1. | Kunjungan wisatawan 3,915 | 9,600 | 4,307 | 4,307 | 4,760 | 5,300
5 Kontribusi sektor pariwisata
" | thd PDRB
Migas 0,05 1,27 1,42 1,50 1,55 1,77
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| | Tanpa Migas | 0,532] 049] 043| 041] 043]| 043
Sumber : 1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2015
2. Badan Pusat Statistik, 2015

Kunjungan wisatawan terus ditingkatkan dengan mengadakan
event-event yang dapat menarik wisatawan berkunjung ke Kota
Bontang.Berdasarkan pengalaman tersebut diperlukan event-event,
promosi wisata yang kontinyu dan penyediaan sarana prasarana
pendukungnya agar objek-objek wisata Kota Bontang lebih dikenal
masyarakat luas dalam rangka peningkatan kunjungan wisata.

E. Urusan Kelautan dan Perikanan

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan kelautan dan
perikanan selama periode 2010-2014 dapat tergambar pada tabel berikut:

Tabel 2. 52Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang Kelautan dan Perikanan Kota
Bontang Tahun 2010-2015

N Urai Tahun
° raian 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
1. | Produksi perikanan 79.73 | 86,87 | 91,52 | 89,29 | 106,92 | 91,78
Konsumsi ikan 193,40 | 76,29 | 117,49 | 195,54 | 254,25 | 223,36

Cakupan bina kelompok

6,54 | 52,00 | 25,00 | 60,00 | 18,93 | 28,30
nelayan

Produksi perikanan kelompok

4.
nelayan

79,73 | 86,77 | 91,52 | 110,05 | 158,25 | 91,78

Sumber : Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian Kota Bontang, 2014

Kota Bontang yang merupakan kota pesisir mempunyai potensi
besar dalam produksi perikanan dan hasil laut lainnya. Jumlah produksi
ikan selama 5 tahun terus meningkat. Konsumsi ikan di Kota Bontang
selama S5 tahun terakhir ini cukup tinggi dan cenderung meningkat. Pada
tahun 2010 konsumsi ikan sebesar 193,40 tondan pada tahun
2015mencapai223,36 ton.Produksi perikanan kelompok nelayan terus
meningkat selama periode 5 tahun terakhir.

F. Urusan Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan di Kota Bontang dengan migas
terhadap PDRB selama tahun 2010-2015cenderung meningkat.
Perkembangan tersebut perlu didorong agar perdagangan dapat
menjadikan Kota Bontang sebagai pintu perdagangan Kaltim untuk
wilayah tengah.

Cakupan bina kelompok pedagang memang tidak dilakukan
khususnya untuk pengembangan modal. Dalam hal ini pemerintah telah
membentuk UPTD untuk menangani penanganan akses permodalan bagi
pedagang. Selain itu, perusahaan juga menyediaan akses permodalan
dengan bunga yang sangat ringan sehingga peran pemerintah hanya
memberikan pelatihan dan managemen usaha.

Kinerja pembangunan pada pelayanan urusan perdagangan selama
periode 2010 - 2015 nampak melalui indikator sebagaimana tabel berikut:
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Tabel 2. 53Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang PerdaganganKota Bontang
Tahun 2010-2015

Tahun

No Uraian 2010 | 2011 | 2012 | 2013 221 2015

[1] (2] (3] (4] (5] (6] (7] (8]

1 Kontribusi sektor Perdagangan thd PDRB

" | Dengan Migas 1,13 1,36 1,35 1,47 | 1,55 2,17

Tanpa Migas 8,09 8,86 8,42 8,21 | 7,96 6,08
Ekspor Bersih 11,24 10,21 7,83

2 | Pordagangan (USS) 8,564 ) - | 9,167 S| 4410

3. | Cakupan bina kelompok 699 719 750 616 | 616 616
pedagang/usaha informal

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, 2015

G. Urusan Perindustrian

Kinerja pembangunan pelayanan urusan perindustrian selama
periode 2010-2015 pada masing-masing indikator sebagaimana tabel
berikut ini:

Tabel 2. 54Aspek Pelayanan Umum dalam Bidang PerindustrianKota Bontang
Tahun 2010-2015

. Tahun
No Uraian 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
[1] (2] [3] [4] [S] [6] [7] [8]
1. | Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB
Dengan Migas 95,38 | 94,96 | 90,00 | 95,06 | 95,06| 94,69
Tanpa Migas 66,83 | 67,62 | 68,12 | 69,27 | 69,27 | 70,43

Kontribusi industri rumah

2. | tangga terhadap PDRB sektor 0,16 0,00 0,01 0,01 0,01 0,05

Industri

3. | Pertumbuhan Industri,
Industri Besar 0,00 | 20,00 6,14 0,00 | -16,67 | -14,28
Industri Rumah Tangga 9,26 3,33 3,00 3,27 13,44 42,48

Cakupan bina kelompok
pengrajin

4. 29,41 | 35,41 | 42,11 | 45,45| 50,00 | 83,00

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, 2011 - 2015

Kontribusi sektor industri memberikan sumbangan terbesar
terhadap PDRB Kota Bontang baik dengan migas maupun tanpa
migas.Kontribusi PDRB tanpa migas cenderung meningkat.Namun,
pertumbuhan industri tanpa migas masih sangat kecil sehingga belum
mampu mengimbangi penurunan industri dengan migas. Dengan
demikian penurunan industri migas akan berpengaruh besar terhadap
penurunan perekonomian Kota Bontang.

Pertumbuhan industri besar berpengaruh besar terhadap
pertumbuhan industri rumah tangga. Sejak tahun 2011 industri besar
bertumbuh sehingga tenaga kerja lebih cenderung menjadi karyawan
industri daripada mengembangkan industri rumah tangga.Walaupun
demikian, pengembangan industri besar dan rumah tangga harus tetap
dilaksanakan dengan tetap mengedepankan tumbuhnya iklim investasi
yang kondusif serta ramah lingkungan.
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2.1.4. Aspek Daya Saing

Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk
menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan kualitas
hidup masyarakat. Daya saing Kota Bontang dapat dilihat dari aspek
kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim
berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah yaitu kemampuan daerah untuk
bersaing menyediakan fasilitas dan kemudahan bagi investor dan pelaku
ekonomi untuk berusaha pada masing-masing daerah otonomi. Fasilitas
dan kemudahan tersebut dapat berupa kebijakan pemerintah daerah
untuk memberikan insentif kepada investor baik dalam bentuk
keringanan pajak, kemudahan birokrasi perijinan, serta daya dukung
infrastruktur. Bentuk-bentuk isentif tersebut akan meningkatkan daya
saing daerah dan daya tarik bagi para pelaku ekonomi untuk
berinvestasi.

2.1.4.2. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang
memberikan gambaran kesejahteraan masyarakat. Semakin besar
pengeluaran rumah tangga untuk bukan makanan, maka tingkat
kesejahteraan rumah tangga yang bersangkutan akan semakin baik. Ini
menunjukkan bahwa daya beli masyarakat cukup tinggi. Adapun
gambaran daya belimasyarakat Kota Bontang tahun 2010-2015 dengan
fokus kemampuan ekonomi daerah dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 55Aspek Daya Saing dalam Bidang Otonomi Daerah, Pemerintah Umum,
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian
dan Persandian Kota Bontang, Tahun 2010-2015

Tahun
No Uraian
2011 2012 2013 2014 2015
[1] [2] 3] [4] [5] [6] [7]
1. | Pengeluaran rumah tangga per kapita
< 500,000 0 0 3,19 2,35 2,27
500,000 - 999,999 0,82 0,64 27,63 28,37 33,37
1,000,000 - 1,499,999 1,09 0,78 23,46 26,90 25,56
1,500,000 — 1,999,999 8,20 6,89 13,43 13,09 15,50
2,000,000 — 2,499,999 15,03 14,43 14,53 8,52 9,87
2,500,000 - 2,999,999 11,75 12,65 6,80 7,24 4,51
3,000,000 - 3,499,999 11,47 13,53 4,60 4,71 2,60
3,500,000 - 3,999,999 8,74 11,34 1,69 2,48 1,32
> 4,000,000 42,90 39,74 4,67 6,34 5,00
9. Pengeluaran rumah tangga konsumsi non 60,59 50,64 60,69 60,35 57,49
pangan
3 Produktivitas total daerah dengan migas
) (dalam Rp. Milyar )
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Tahun

No Uraian
2011 2012 2013 2014 2015
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
- Pertanian, Kehutanan, &
Pferll?anan/Agrlculture, Forestry and 192,4 2324 283,7 366,6 452,5
Fishing
- Pertambangan & Penggalian/Minning
and Quarrying 1.164,1 1.293,9 2.111,9 1.432,5 986,1

- Industri Pengolahan/Manufacturing 48.120,3 | 48.715,1 | 46.203,3 | 48.067,9 | 50.368,9

- Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity
and Gas 5,5 5,9 6,5 6,7 7,1

- Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang/Water supply,
Sewerage, Waste Management and 6,2 7,4 8,0 8,1 8,7
Remediation Activities

- Konstruksi/ Construction 1.813,6 | 1.978,2 | 2.114,4 | 2.230,7 | 24074

- Perdagangan Besar dan Eceran;
Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor/Wholesale and Retail Trade;
Repair of Motor Vehicles and
Motorcycles

- Transportasi dan
Pergudangan /Transportation and

875,5 1.027,5 1.112,9 1.180,3 1.276,9

444 .4 471,9 506,6 552,1 588,0

Storage
- Penyediaan Akomodasi dan Makan

Minum /Accommodation and Food 134,3 148,4 168,3 186,6 | 203,6

Service Activities
- Informasi dan Komunikasi/Information

and Communication 252,7 274,3 295,5 318,3 348,1
- Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial

and Insurance Activities 234,0 264,8 305,6 358,5 389,7
- Real Estat/Real Estate Activities 150,8 159,3 168,6 1845 198,8
- Jasa Perusahaan/Business Activities 124.6 146,0 1692 1919 2112

- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan
dan Jaminan Sosial Wajib/Public
Administration and Defence; Compulsory 338,2 399,3 483,5 533,9 583,6
Social Security

- Jasa Pendidikan/Education

162,6 226,3 265,2 323,7 369,6
- Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosvla.l(Human Health and Social Work 162,2 188.,0 2115 228.4 256.8
Activities
- Jasa lainnya/Other Services Activities 77.2 86,6 96,7 107,2 118,5

Sumber : 1.Bontang Dalam Angka BPS Kota Bontang, 2011-2012
2. Profil Daerah, 2013

3. Indikator Kesejahteraan Rakyat, 2013

2.1.4.3. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur akan meningkatkan mobilitas manusia
dan barang antar daerah dan antara kabupaten/kota, yang meliputi
fasilitas transportasi (jalan, jembatan, pelabuhan), fasilitas kelistrikan,
fasilitas komunikasi, fasilitas pendidikan, dan fasilitas air bersih.
Tersedianya infrastruktur yang memadai merupakan nilai tambah bagi
perwujudan pembangunan daerah:

2.1.4.4. Perhubungan

Jika dibandingkan dengan daerah lainnya, Kota Bontang memiliki
wilayah dan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang sangat terbatas. Oleh
karenanya, pengembangan industri dan jasa merupakan sektor yang

55



potensial untuk jangka panjang. Untuk mendukung upaya tersebut maka
transportasi perlu dikembangkan untuk memudahkan arus barang dan
penumpang masuk dan keluar Kota Bontang.

Pada tahun 2013 panjang jalan mencapai 204,19 km dengan jumlah
kendaraan 101,275 unit kendaraan sehingga rasionya 0,002. Jumlah
barang dan penumpang yang diangkut melalui angkutan umum pada
tahun 2013adalah 630.210, sedangkan jumlah barang yang melalui
terminal/dermaga/bandara adalah 631,477. Jumlah tersebut diprediksi
akan meningkat setelah beroperasinya pelabuhan Loktuan dan dibukanya
bandara Bontang Lestari.

2.1.4.5. Penataan Ruang

Penataan ruang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas
penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang efektif dan efisien
dengan melibatkan masyarakat dan swasta sebagai upaya mencapai
terwujudnya penataan ruang dan pengembangan wilayah secara terpadu.

Luas wilayah Kota Bontang yang relatif terbatas menjadi salah satu
faktor yang dapat mendorong proses penataan lahan cukup -efektif.
Adapun kinerja pemerintah pada aspek daya saing dalam bidang
penataan ruang dapat tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 56Aspek Daya Saing dalam Bidang Penataan RuangKota Bontang Tahun

2010-2015
N Uraian Tahun
° ala 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Ketaatan terhadap
L | prew 75,00 | 75,60 | 76,00 77,00| 77,00| 77,50
2. | Luas Wilayah Produktif | 60,80 | 64,80 | 68,70| 69,80| 72,80]| 76,65
3. | Luas Wilayah Industri 6,00 6,00 6,00 6,00 6,30 14,80
4, | Luas Wilayah 0,28 0,24 0,21 0,45 0,15 0,44
Kebanjiran
5. | Luas Wilayah 6,00 6,00 6,00 6,00 6,30 6,30
Kekeringan
Luas Wilayah
6. 72,00 | 73,40 | 74,80 | 76,20| 77,60| 78,68
Perkotaan

Sumber : Dinas Tata Ruang Kota Bontang, 2015

2.1.4.6. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian

Sarana yang memudahkan aktivitas masyarakat untuk menyimpan
uang, dalam hal perniagaan, maupun untuk investasi masa depan adalah
perbankan. Dunia perbankan merupakan salah satu institusi yang sangat
berperan dalam bidang perekonomian suatu negara/daerah. Perbankan
bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan dalam rangka
meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas
nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Adapun
Aspek Daya Saing yang berfokus pada fasilitas wilayah/infrastruktur
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dalam Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kota
Bontang Tahun 2010-2014 dapat ditunjukkan tabel berikut ini:

Tabel 2. 57Aspek Daya Saing dalam Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan
Persandian Kota Bontang Tahun 2009-2013

No Uraian Tahun
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
1 Jenis dan jumlah bank dan
" | cabang

- Milik Pemerintah 3 3 3 3 3
- Swasta Nasional S S S ) )
- Swasta Asing 0 0 0 0 0
- Milik Pemerintah Daerah 1 1 1 1 1

9 Jenis, kelas, dan jumlah

" | restoran

- Restoran 3 3 3 3 3
- Rumah Makan 6 6 6 6 6
- Kedai 272 272 272 272 272
Jenis, kelas, dan jumlah

3. penginapan/hotel
- Hotel Bintang 0 0 0 0 -
- Hotel Non Bintang 0 0 0 0 -
- Hotel Bintang Tiga 2 2 2 2 2
- Hotel Bintang Dua 1 1 1 0 1
- Hotel Bintang Satu 0 0 0 0 -
- Hotel Bintang Non Bintang 19 19 20 20 21

Sumber : Delapan Kelompok Data Sistem Informasi Profil Daerah, 2011-2013

2.1.4.7. Lingkungan Hidup

Penyediaan air bersihmerupakan salah satu layanan publik utama
mengingat air adalah kebutuhan esensial masyarakat. Untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat dan industri akan kebutuhan air bersih
pemerintah terus melakukan upaya penyediaan dan menjaga lingkungan
yang menjadi sumber air bersih. Gambaran pelayanan air bersih di Kota
Bontang dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 58Aspek Daya Saing dalam Bidang Ketersediaan Air BersihKota Bontang
Tahun 2010-2015

Tahun
2010 | 2011 2012 | 2013 | 2014 | 2015
[1] (2] : (3] (4] (5] (6] [7] (8]
1. E‘:ﬁg?ﬁ“e RT menggunakan air 52,30 | 50,20 | 56,35 | 61,63 | 67,23 | 77,01
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum, 2015

No Uraian

2.1.4.8. Komunikasi dan Informatika

Teknologi komunikasi dan informasi merupakan salah satu sektor
yang penting dalam kegiatan pembangunan. Kemajuan teknologi
komunikasi dan informasi akan membuka akses masyarakat untuk dapat
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berinteraksi dengan dunia luar dan menjadi sarana penyebaran informasi
pembangunan.Kemudahan akses dan layanan informasi merupakan salah
satu media yang dapat mempercepat perkembangan dan kemajuan
dinamika sosial dan budaya masyarakat.

Berkaitan dengan daya saing bidang komunikasi dan informatika,
fasilitas listrik memegang peranan penting. Adapun gambaran
ketersediaan fasilitas listrik dapat disampaikan melalui tabel berikut ini:

Tabel 2. 59Aspek Daya Saing dalam Bidang Fasilitas Listrik dan TeleponKota
Bontang Tahun 2010-2015

No Uraian Tahun

2010 2011 2012 | 2013 2014 | 2015

[1] 2] [3] [4] [S] [6] [7] [8]

1. ﬁjti‘iiketersedlaandaya 55 | 126,76 | 141,06 | 151,53 | 160,57 | 161,06

Prosentase RT yang

2. o 77,00 84 | 99,54 | 100,00 | 100,00 | 100,00
menggunakan listrik

Sumber : PLN Kota Bontang, 2015

2.1.4.9. Fokus Fasilitasi Iklim Berinvestasi

Jaminan keamanan, iklim usaha yang baik dan proses perijinan
yang mudah merupakan beberapa pertimbangan bagi investor untuk
melakukan investasi di suatu daerah. Secara umum kondisi keamanan
Kota Bontang relatif kondusif. Berbagai gangguan keamanan dan
ketertiban dimasyarakat dapat diatasi oleh aparatur pemerintah dan
masyarakat dengan baik. Pembinaan keamanan dan ketertiban
masyarakat melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan
lingkungannya.

Dari aspek pelayanan perijinan dan penanaman modal Kota
Bontang telah menerapkan prinsip-prinsip dengan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP).Hal ini merupakan salah satu upaya untuk memangkas
birokrasi perijinan agar lebih cepat, lebih mudah, dan ramah terhadap
investasi.

Tabel 2. 60Aspek Daya Saing bidang Iklim Berinvestasi Kota Bontang Tahun

2010-2015
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014 | 2015
[1] (2] [3] [4] [5] [6] [7] 8]
1. | Angka Kriminalitas 20 51,77 10 8,9 8,9 14
2. | Jumlah Demo 10 13 15 12 10 5
3. | Lama Proses Perijinan (hari) 12 15 10 18 11 11

Sumber : 1. Badan Kesbangpol Linmas Kota Bontang, 2011-2015
2. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, 2011-2015

2.1.4.10.Fokus Sumber Daya Manusia

Penduduk yang berkualitas pada suatu daerah merupakan salah
satu aset daerah. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia
salah satunya dengan meningkatkan akses masyarakat terhadap
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pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan. Semakin tinggi tingkat
pendidikan penduduk yang ditamatkan maka semakin baik kualitas
sumber daya manusianya.

Rasio ketergantungan menggambarkan besarnya tanggungan
kelompok produktif. Rasio ketergantungan di Kota Bontang tahun 2015
yaitu 46,77 penduduk yang ditanggung oleh 100 penduduk usia
produktif. Adapun daya saing sumber daya manusia selengkapnya dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 61Aspek Daya Saing dalam Bidang Sumber Daya Manusia Kota
BontangTahun 2010-2015

Tahun
No Uraian 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
[1] 2] [3] [4] [5] [6] [7] (8]
1. | Rasio Lulusan S1/S2/S3 54,49 | 67,69 | 73,87 | 62,08 | 115,43 | 115,43
2. | Rasio Ketergantungan 49.66 | 52,66 | 48,50 | 51,49 | 4820 | 46,77

Sumber : Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bontang, 2015

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai
Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi pelaksanaan Program Tahun 2015 mencakup telaahan
terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja
pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun 2015 dan realisasi
RPJMD di tampilkan dalam Tabel berikut:
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Taulukko 2.62 Capaian Pelaksanaan Program Sampai dengan Tahun 2015

T t dan Realisasi Kineria P d Perkiraan Realisasi Capaian
feaci arget dan Realisasi Kinerja Program dan
Realisasi f | Kegiatan T hJ L Ig 2015 Target RPJMD Sampai
A eluaran Kegiatan Tahun Lalu
Indikator Target Target Kinerja & Target Dengan Tahun Berjalan
U /Bid U p intah Kineria P c ] Hasil Program Program / SKPD P
rusan/Bidang Urusan Pemerintahan inerja Program apaian e : enanggun,
Kode & . ! & . . .p Dan Keluaran Kegiatan Realisasi Tk. Capaian geung
Daerah Dan Program/Kegiatan (outcome)/ Kegiatan | KinerjaRPJMD . Capai Realisasi Jawab
Kegiatan s/d - : Tahun apaian ealisasi
(output) Tahun 2016 Target RKPD | Realisasi RKPD Tingkat Program Dan | Target s/d
DenganTahun | 15hun 2015 | Tahun2015 | Realisasi(%) | 2016 & &
2014 Kegiatan s/d | Tahun 2016
Tahun 2016 (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
WAJIB
01 PENDIDIKAN
Meningkatnya APK 0 9 9 9 9 ° 9 9
01 | 15 |Program Pendidikan Anak Usia DIni - v 88% 65,32% 77.75% 92,64% 119,15% 71% 87,54% 123,29% Dinas Pendidikan
PAUD sebesar 75%
Meningkatkan APK SD 9 9 o o, 9 9 o, o
01 | 16 |Program Wajib Belajar 9 Tahun : g. 116,10% 108,93% 107,55% 109,93% 102,21% 115,12% 105,11% 91,31% Dinas Pendidikan
menjadi 116,10%
Meningkatkan APM SD 100% 98,77% 100% 98,75% 98,75% 99,51% 99,33 99,82 Dinas Pendidikan
menjadi 100%
Meningkatkan APK SMP 110,11% 108,62% 103,49% 108,64% 104,98% 109,17% 105,07% 96,24% Dinas Pendidikan
menjadi 110,11%
Meningkatkan APM SMP | 73,38% 80,14% 80,45% 80,44% 99,99% 72,76% 79,11% 108,72% | < pendidikan
menjadi 73,38%
Meningkatkan kualitas
peserta Murni MP didik 100% 100% 100% 100% 100% 100% 105,06% 105,06% |Dinas Pendidikan
dan Kelulusan SD 100%
Meningkatkan kualitas
peserta Murni MP didik 100% 100% 99,96% 100% 100,04% 99,00% 79,11% 79,91%  |Dinas Pendidikan
dan Kelulusan SMP 100%
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Meningkatnya kualitas
ruang kelas SD menjadi
97,19%

97,19%

73,33%

100%

95,00%

95%

94,68%

68,36%

72,20%

Dinas Pendidikan

Meningkatnya kualitas
ruang kelas SMP menjadi
94,91%

94,91%

74,58%

98,18%

95,00%

96,76%

92,41%

89,69%

97,05%

Dinas Pendidikan

01

17

Program Pendidikan Menengah

Meningkatkan APK
SMA/SMK menjadi
110,71%

110,71%

101,94%

99,26%

105,19%

105,97%

109,77%

107,55%

97,98%

Dinas Pendidikan

Meningkatkan APM
SMA/SMK menjadi
63,26%

63,26%

72,80%

73,50%

75,15%

102,24%

62,72%

72,28%

115,24%

Dinas Pendidikan

Meningkatkan kualitas
peserta didik dan
kelulusan SMA/SMK
menjadi 100%

100%

99,92%

100%

100%

100%

100%

99,87%

99,87%

Dinas Pendidikan

Mempertahankan
Jumlah SMA
Terakreditasi sebesar
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Dinas Pendidikan

01

20

Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan

Persentase guru SD
berkualifikasi S1 menjadi
100%

100%

86,17%

100%

88,21%

88,21%

100%

83,38%

83,38%

Dinas Pendidikan

01

22

Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan

Meningkatnya
penyediaan data dan
informasi bidang
pendidikan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Dinas Pendidikan

01

24

Program Peningkatan Pelayanan
Pendidikan

Penduduk yang berusia
>15 Tahun melek huruf
(tidak buta aksara)

100%

99.71%

100%

99,71%

99,71%

99,75%

99,60%

99,85%

Dinas Pendidikan

01

25

Program Pembinaan Olahraga Sebagai
Bagian Fungsi Pendidikan

Meningkatnya prestasi
atlit pelajar

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Dinas Pendidikan

02

KESEHATAN
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02

09

Program Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik

Meningkatnya sistem
pelayanan masyarakat
bersertifikasi ISO 9001 —
2008

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Dinas Kesehatan,
RSUD

Cakupan jumlah
penduduk yang
memperoleh jaminan
kesehatan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Dinas kesehatan

Cakupan penjaringan
siswa kelas 1 SD

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Dinas kesehatan

Cakupan pelayanan
dasar masyarakat miskin

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Dinas kesehatan

Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan
masyarakat miskin

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Dinas kesehatan

02

20

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Balita gizi buruk
mendapat perawatan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100,00%

100,00%

Dinas Kesehatan

Cakupan pemberian MP-
ASl anak umur 6-24 bin
gakin

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100,00%

100,00%

Dinas Kesehatan

02

21

Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular

Cakupan
Desa/Kelurahan
Universal Child

Immunization (UCI)

100%

86,67%

100%

93,30%

93,30%

100%

100,00%

100,00%

Dinas kesehatan

Cakupan penemuan dan
penanganan pneumonia
balita

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100,00%

100,00%

Dinas Kesehatan

Cakupan penemuan dan
penanganan TBC BTA

75%

49,42%

75%

51,90%

69,20%

75%

49,05%

65,40%

Dinas Kesehatan

Cakupan penemuan dan
penanganan DBD

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100,00%

100,00%

Dinas kesehatan

Cakupan penemuan dan
penanganan Diare

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Dinas kesehatan
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Program Pengembangan Lingkungan

Meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam

02 | 21 . . Dinas kesehatan
Sehat penciptaan lingkungan 96% 96% 89% 100% 90% 90% 100%
sehat
02 | 24 Program Pelayanan Kesehatan Menurunnya angka 40 org 40 org 40 org 40 org 100% 40 org 100% 100% RSUD
Penduduk Miskin penderita katarak
) ) 95% 97,52% 90% 83,70% 93% 92% 88,51% 96,21% )
Cakupan kunjungan bayi Dinas kesehatan
Cakupan KLB yang
Program Penanggulangan Masalah . . ]
02 | 36 dilakukan PE kurang dari 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Kesehatan
Kesehtan Wabah dan Bencana 24 iam
J
Meningkatnya
02 | 23 Program Standarisasi Pelayanan penerapan standar Dinas kesehatan,
Kesehatan pelayanan publik di 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% RSUD
bidang kesehatan
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
Badan
Program Penyebarluasan Informasi Terpublikasinya
11 ] 10 . . 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pemberdayaan
Pembangunan Daerah informasi pembangunan
Perempuan dan KB
KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA
Meningkatnya Bad
adan
. pengetahuan dan
12 | 17 |Program Pelayanan Kontresepsi Pemberdayaan
pemahaman calon dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
t2 KB tent KB Perempuan dan KB
peserta entang
Meningkatnya
Program Promosi Kesehatan lbu, bayi & v Badan
i . pemahaman masyarakat
12 | 23 [dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan X Pemberdayaan
. terhadap kesehatan ibu, 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
di Masyarakat bavi d K Perempuan dan KB
ayi dan ana
Meningkatnya
. pemberdayaan orangtua Badan
Program Penyiapan Tenaga
12 i . dan anggota keluarga Pemberdayaan
Pendamping Kelompok Bina Keluarga .
0 (] (] (] 0 0 (] (]
lainnya 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Perempuan dan KB

sebagaikelompok bina
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keluarga

Program Pengembangan Pusat Tersedianya pelayanan Badan
12 Pelayanan Dan Informasi Dan informasi dan konseling 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pemberdayaan
Konseling KRR KRR Perempuan dan KB
Meningkatnya upaya-
X Badan
Program Peningkatan Penanggulangan |upaya penanggulangan
12 Pemberdayaan
Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS Narkoba, PMS termasuk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
HIV/AIDS Perempuan dan KB
Tersedianya model Badan
Program pengembangan model X
12 . operasional BKB- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pemberdayaan
operasional BKB-Posyandu-PADU
Posyandu-PADU Perempuan dan KB
Tersedianya informasi
Program Pengembangan Bahan Badan
. tentang Pengasuh dan
12 | 22 |Informasi Tentang Pengasuhan dan ) Pemberdayaan
) Pembinaan Tumbuh 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Kemb Anak Perempuan dan KB
embang Ana
SOSIAL
... . |Terpenuhinya . .
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Dinas Sosial dan
13 | 16 . . kebutuhan PMKS dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% )
Kesejahteraan Sosial Lansia Tenaga Kerja
I
. Terwujudnya SDM X X
Program Pembinaan Para Penyandang Dinas Sosial dan
13 ] 21 penyandang cacat dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% .
Cacat dan Trauma ¢ ¢ i Tenaga Kerja
rauma yang terampi
Meningkatnya
13 'Program Pemberdayaan Kelembagaan|manajemen Dinas Sosial dan
dan Kesejahteraan Sosial pengembangan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tenaga Kerja
database PMKS
Terwujudnya . .
. . Dinas Sosial dan
13 Program Pembinaan Anak Terlantar Pembinaaan Anak 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tenaga Kerja
Terlantar
Terwujudnya
13 Program Pembinaan Panti Asuhan dan |Perlindungan Terhadap Dinas Sosial dan
Panti Jompo Anak Terlantar dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tenaga Kerja

Lanjut Usia
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Program Pembinaan Eks Penyandang

Terlaksananya

Dinas Sosial dan

13 e Pembinaan Terhadap 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% )
Penyakit Sosial Eks P kit Sosial Tenaga Kerja
s Penyakit Sosia
. Terpublikasinya . .
Program Penyebarluasan Informasi X X Dinas Sosial dan
13 | 10 informasi pembangunan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% .
Pembangunan Daerah di Bid Sosial Tenaga Kerja
i Bidang Sosia
KETENAGAKERJAAN
Meningkatnya
'Program Peningkatan Kualitas dan & . v Dinas Sosial dan
14 | 15 e . ketrampilan dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% )
Produktifitas Tenaga Kerja K tensi t Keri Tenaga Kerja
ompetensi tenaga kerja
'Program Perlindungan dan Meningkatnya . .
. . Dinas Sosial dan
14 | 17 |Pengembangan Lembaga profesionalisme lembaga 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Tenaga Kerja
Ketenagakerjaan ketenagakerjaan
Terpublikasinya
Program Penataan Kebijakan P v Dinas Sosial dan
14 118 . peraturan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% .
Ketenagakerjaan ket Keri Tenaga Kerja
etenagakerjaan
KEBUDAYAAN
Meningkatkan kegiatan .
, - . Dinas Kebudayaan
17 | 15 ['Program Pengembangan Nilai Budaya |pelestarian kekayaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% dan Pariwisata
budaya
Meningkatkan kegiatan .
'Program Pengelolaan Kekayaan X Dinas Kebudayaan
17 | 16 pelestarian kekayaan 1 paket 3 paket 1 paket 4 paket 100% 1 paket 100% 100% .
Budaya bud dan Pariwisata
udaya
Meningkatkan kegiatan .
'Program Pengelolaan Keragaman X Dinas Kebudayaan
17 | 17 pelestarian kekayaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% .
Budaya bud dan Pariwisata
udaya
Meningkatnya kegiatan
17 | 18 Program Pengembangan Kerjasama kerjasama pengelolaan Dinas Kebudayaan
Pengelolaan Kekayaan Budaya kekayaan seni budaya 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% dan Pariwisata
daerah
17 | 19 Program Pengembangan Pemasaran |Terwujudnya pemasaran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Kebudayaan
Pariwisata wisata Bontang dan Pariwisata
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17 | 20 Program Pengembangan Destinasi Berkembangnya Wisata 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Kebudayaan
Pariwisata Kota Bontang dan Pariwisata
. Tersedianya mitra kerja .
Program Pengembangan Kemitraan R Dinas Kebudayaan
17 | 21 . Pemerintah dalam 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% .
Pariwisata P b Wit dan Pariwisata
engembangan Wista
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
Meningkatnya partisipasi .
'Program Pengembangan dan Dinas Pemuda dan
18 | 15 . - pemuda dalam 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Keserasian Kebijakan Pemuda b Olahraga
pembangunan
. Jumlah organisasi .
'Program Peningkatan Peranserta . Dinas Pemuda dan
18 | 16 pemuda meningkat 5 76 82 76 82 107,89 75 85 113,3
Kepemudaan o Olahraga
organisasi
X Meningkatnya
Program Peningkatan Upaya . .
X kewirausahaan dan Dinas Pemuda dan
18 | 17 |Penumbuhan Kewirausahaan dan )
) kecakapan hidup 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Olahraga
Kecakapan Hidup Pemuda d
pemuda
Berkurangnya jumlah
Program Upaya Pencegahan .g va) Dinas Pemuda dan
18 | 18 pemakai narkoba pada 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penyalahgunaan Narkoba pemuda Olahraga
u
18 | 20 'Program Pembinaan dan Meningkatnya prestasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Pemuda dan
Pemasyarakatan Olahraga olahraga Olahraga
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Kantor
'Program Peningkatan Keberdayaan .
22 | 15 Masyarakat Jumlah Posyandu Aktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pemberdayaan
Masyarakat
Kantor
Jumlah LPM Berperstasi 6,70 33,33 26,70 46,67 174,79 6,70 Pemberdayaan
Masyarakat
Kantor
Jumlah PKK Aktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pemberdayaan
Masyarakat
'Program Peningkatan Partisipasi 9 9 Kantor
22 | 17 g g p Jumlah Binaan LPM 15 11 15 15 100% 15 15 100%
Masyarakat Dalam Membangun Desa Pemberdayaan
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Masyarakat

Program Upaya Perubahan Sikap,

Masyarakat terdorong

Kantor
Pemberdayaan

22 X . . Masyarakat, Dinas
Tingkah laku dan Moral untuk berperilaku baik .
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sosial dan Tenaga
Kerja
Kantor
Program Pendataan Rumah Tangga . Pemberdayaan
. . . Tersedianya Data RTM .
22 Miskin, Komunita Adat Terpencil (KAT) Kota Bont Masyarakat, Dinas
ota Bontang )
dan 12500 8104 12500 6361 RTM 180% 11500 RTM 6361 180% Sosial dan Tenaga
Kerja
Terpublikasinya
. . . Kantor
Program Penyebarluasan Informasi informasi pembangunan
22 | 10 L. Pemberdayaan
Pembangunan Daerah di Bidang Pemberdayaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Masyarakat
masyaraka
PERPUSTAKAAN
Meningkatnya sistem
. . Kantor
'Program Peningkatan Kualitas pelayanan masyarakat .
26 | 09 . o Perpustakaan Arsip
Pelayanan Publik bersertifikasi 1ISO 9001 — 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% )
dan Dokumentasi
2008
. . Kantor
'Program Pengembangan Budaya Baca |Meningkatnya minat dan .
26 | 21 . 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Perpustakaan Arsip
dan Pembinaan Perpustakaan budaya baca masyarakat .
dan Dokumentasi
Kantor
Jumlah Perpustakaan 1 174 1 214 100% 1 1 100% Perpustakaan Arsip
dan Dokumentasi
Prosentase minat baca Kantor
masyarakat (naik 10% / 31.8622 36.663 59.785 37.017 61,92% 56.938 37.017 65,01% |Perpustakaan Arsip
thn) orang dan Dokumentasi
Koleksi Buku yang Kantor
tersedia di Perpustakaan |  536.976 98.691 112.085 104.952 93,64% 101.896 95.939 94,15%  |Perpustakaan Arsip

Daerah

dan Dokumentasi

PERENCANAAN PEMBANGUNAN
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Program Perencanaan Pembangunan

Tersedianya Dokumen
Perencanaan yang telah

Badan Perencanaan

06 | 21 h ditetapkan dengan ada ada ada ada 100% ada 100% 100% Pembangunan
Daera
PERDA/PERKADA Daerah
Terciptanya
Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Badan Perencanaan
06 | 20 |Kelembagaan Perencanaan Perencanaan Pembangunan
Pembangunan Daerah Pembangunan yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Daerah
berkualitas
Ketersediaan Teknologi
T . Badan Perencanaan
06 | 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Informasi dalam Pemb
embangunan
Teknologi Informasi Perencanaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Daerah &
Pembangunan daerah
. Kesesuaian pemanfaatan Badan Perencanaan
Program Pengendalian Pemanfaatan
06 | 17 Ruang ruang kota dengan Tata 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pembangunan
Ruang Kota Daerah
X Ketersediaan Badan Perencanaan
Program Pengembangan Wilayah .
06 | 18 ) Pembangunan berbasis 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pembangunan
Strategis dan Cepat Tumbuh X
permukiman Daerah
Jumlah Dokumen Badan P
adan Perencanaan
. Rencana Strategis
06 | 22 |Program Perencanaan Ekonomi . . Pembangunan
Bidang pemerintahan, 5 dok 2 dok 5 dok 2 dok 100% 1 dok 1 dok 100% Daerah
sosial dan ekonomi
Ketersediaan Badan P
adan Perencanaan
. perencanaan
06 | 23 |Program Perencanaan Sosial Budaya . Pembangunan
pembangunan sosial 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Daerah
budaya
Persentase program CSR Badan P
adan Perencanaan
i yang sinkron dengan
06 | 16 |Program Kerjasama Pembangunan . Pembangunan
program pemerintah 60% - 60% 100% 100% 100% 100% 100% Daerah
daerah
X Kesesuaian pemanfaatan Badan Perencanaan
Program Pengendalian Pemanfaatan
06 | 17 Ruang ruang kota dengan Tata 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pembangunan
Ruang Kota Daerah
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Program Pengembangan Wilayah

Ketersediaan

Badan Perencanaan

06 | 18 ) Pembangunan berbasis 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pembangunan
Strategis dan Cepat Tumbuh X
permukiman Daerah
Jumlah Dokumen
. Badan Perencanaan
. Rencana Strategis
06 | 22 |Program Perencanaan Ekonomi ) ) Pembangunan
Bidang pemerintahan, 5 dok/ 2 dok 5 dok/ 1 dok 100% 1 dok 1 dok 100% Daerah
sosial dan ekonomi
Ketersediaan
Badan Perencanaan
. perencanaan
06 | 23 |Program Perencanaan Sosial Budaya . Pembangunan
pembangunan sosial 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Daerah
budaya
Persentase program CSR
X Badan Perencanaan
X yang sinkron dengan
06 | 16 |Program Kerjasama Pembangunan . Pembangunan
program pemerintah 60% 100% 60% 100% 100% 100% 100% 100% Daerah
daerah
Ketersediaan
Perencananaan Badan Perencanaan
Program Perencanaan prasarana K
06 | 24 . Prasaranan wilayah dan Pembangunan
Wilayah dan SDA
SDA dalam program 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% Daerah
pembangunan
Ketersediaan pranata
Badan Perencanaan
Program Perencanaan Pengembangan |perencanaan
06 | 19 Pembangunan
Kota-Kota Menengah dan Besar pembangunan kota 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% D h
aera
menengah dan besar
Ketersediaan
Badan Perencanaan
Program Perencanaan Pembangunan |perencanaan
06 | 25 Pembangunan
Daerah Rawan Bencana pembangunan untuk 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Daerah
daerah rawan bencana
Ketersediaan Data dan
. Badan Perencanaan
Informasi Untuk
Program Pengembangan Pembangunan
06 | 15 K Perencanaan dan .
Data/Informasi . Daerah, Sekretariat
Pengendalian 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DAerah
Pembangunan
" Ketersediaan Dokumen Badan Perencanaan
Program Penelitian dan .
06 Penelitian dan 100% - 100% 100% 100% 100% 100% 100% Pembangunan
Pengembangan
Pengembangan Daerah
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Program Pengembangan Data dan

Tersedianya data

Badan Perencanaan

06 | 25 9 9 Pembangunan
Informasi Statistik statistik daerah 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 100% 3 paket 3 paket 100% 8
Daerah
T blikasi Badan Perencanaan
erpublikasinya
Program Penyebarluasan Informasi X P X v Pembangunan
06 | 10 informasi pembanguna .
Pembangunan Daerah . 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Daerah, Sekretariat
di Bidang Perencanaan
Daerah
i Berkembangnya wilayah
Program Pengembangan Wilayah .
06 | 17 Perbatasan perbatasan dengan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sekretariat Daerah
kabupaten tetannga
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Dinas
Program Penataan Administrasi Rasio penduduk berKTP
10 | 15 1 0,80 1 0,80 0,80 1 0,80 0,80 Kependudukan dan
Kependudukan per satuan penduduk .
Catatan Sipil
- 100% 86,44% 100% 87,77% 87,77% 100% 99% 99%
Kepemilikan KTP
Kepemilikan akta
kelahiran per 1000 100% 51,88% 100% 53,92% 53,92% 100% 47% 47%
penduduk
Penerapan KTP Nasional 100% Ya 100% Ya 100% Ya Ya 100%
berbasis NIK
. Terpublikasinya Dinas
Program Penyebarluasan Informasi X X
10 | 10 informasi pembangunan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kependudukan dan
Pembangunan Daerah L. .
di Bidang kesehatan Catatan Sipil
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI
Badan Kesatuan
Jumlah Kegiatan .
Pogram Pengembangan Wawasan . Bangsa Politik dan
19 | 17 Pemb Pembinaan terhadap ) . . perlind
embangunan erlindungan
g LSM, Ormas dan OKP; 100% 18 keg 20 keg 47 keg 235% 20 keg 28 keg 140% 8
Masyarakat
Badan Kesatuan
19 | 18 Program Kemitraan Pengembangan Jumlah Forum dialog Bangsa Politik dan
Wawasan Kebangsaan publik 30 keg 5 keg 30 keg 5 keg 100% 5 keg 5 keg 100% Perlindungan

Masyarakat
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Pogram Pemeliharaan Kamtrantibmas

Rencana Aksi Daerah

Badan Kesatuan
Bangsa Politik dan

19 | 16 X . Penanggulangan )
Dan Pencegahan Tindak Kriminal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Perlindungan
Bencana (RAD-PB);
Masyarakat
Badan Kesatuan
Program Pemberdayaan Masyarakat . X .
) . Tingkat penyelesaian Bangsa Politik dan
19 | 18 [Untuk Menjaga Ketertiban Dan )
Keamanan pelanggaran K3 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Perlindungan
Masyarakat
Badan Kesatuan
. Terpublikasinya .
Program Penyebarluasan Informasi X X Bangsa Politik dan
19 | 10 informasi pembanguna .
Pembangunan Daerah di Bidang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Perlindungan
Masyarakat
OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN
UMUM, ADM. KEU. DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
DAN PERSANDIAN
Program Peningkatan Kualitas Jumlah Unit Pelayanan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% .
20 | 09 Pel Publik berkat  baik Sekretariat Daerah
elayanan Publi yang berkatagori baik;
Program Peningkatan Pelayanan Efektivitas pelaksanaan
20 | 16 [Kedinasan Kepala Daerah/Wakil tugas kedinasan KDH 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sekretariat Daerah
Kepala Daerah dan Wakil KDH
Program Peningkatan Dan .
Opini BPK terhadap
20 | 17 |Pengembangan Pengelolaan Keuangan i WTP 80% WTP WDP WTP WDP Inspektorat Daerah
b h audit Laporan Keuangan
aera
Program Peningkatan Pembinaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% .
20 | 30 Pelak Pemb Sekretariat Daerah
elaksanaan Pembangunan
. . Efektifitas peran
Program Peningkatan Kapasitas .
X . Lembaga Korps Pegawai )
20 | 38 |Lembaga Korps Pegawai Republik - i Sekretariat Daerah
Indonesia (Korpri) Republik Indonesia 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
(KORPRI)
Pejabat yang telah
20 | 0s Program Peningkatan Kapasitas memenuhi persyaratan Badan Kepegawaian
Sumber Daya Aparatur pendidikan pelatihan 100% 100% 100% 84% 84% 100% 84% 84% Daerah

kepemimpinan
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Program Peningkatan Kapasitas Jumlah Raperda yan
20 | 15 g g : p : N p yang 136 raperda 136 raperda 15 raperda Sekretariat Daerah
Lembaga Perwakilan Rakyat disetujui DPRD;
Jumlah Program Legislasi
8 gislasl| 165 raperda 165 raperda 22 raperda Sekretariat Daerah
daerah;
Jumlah Raperda Inisiatif
p 36 raperda 36 raperda 6 raperda Sekretariat Daerah
DPRD;
Persentase Aparatur
Program Peningkatan Profesionalisme |Pengawas/Pemeriksa .
R . Sekretariat Daerah,
20 | 20 |Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur yang sesuai dengan
et Inspektorat Daerah
Pengawasan kualifikasi dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
kompetensi
Program Peningkatan Sistem .
Rencana Aksi Daerah
Pengawasan Internal Dan . .
20 R . Pemberantasan Korupsi Sekretariat Daerah
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan (RAD-PK); ada ada ada ada 100% ada ada 100%
Kdh ’
Persentase Pengaduan
Program Mengintensifkan Penanganan|Masyarakat yang .
20 . o ) Sekretariat Daerah
Pengaduan Masyarakat ditindaklanjuti mencapai 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
100 %
Opini BPK terhada
20 Program Penyelenggaraan Spip P R P wrp wre wop wre wop Inspektorat Daerah
audit Laporan Keuangan
X . Peningkatan Pendapatan
Program Peningkatan Penerimaan X
20 | 31 Asli Daerah (PAD) (Rp 100% 94,986% 100% 129,90% 129,90% 109,95% 144,24% 131,11% |DPPKA
Pendapatan Daerah R
milyar) ;
20 | 37 Program Peningkatan Manajemen Ketersediaan data aset 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% DPPKA
Informasi Kekayaan/Aset Daerah yang akurat
Persentase efektifitas .
o Sekretariat Daerah,
Program Fasilitasi Penyelenggaraan penyelenggaraan
20 . R Kecamatan dan
Pemerintahan Kecamatan/Kelurahan |pemerintahan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kelurah
elurahan
kecamatan;
Persentase efektivitas i
o Sekretariat Daerah,
Program Fasilitasi Pemberdayaan pemberdayaan
20 Kecamatan dan
Masyarakat Masyarakat kelurahan; 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kecamatan

Kelurahan
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Program Fasilitasi Peningkatan

Persentase efektivitas
peningkatan sarana /

Sekretariat Daerah,

20 Sarana/Prasarana Dan Lingkungan prasarana dan Kecamatan dan
Kecamatan/Kelurahan lingkungan kelurahan; 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kelurahan
Kecamatan
o L Persentase efektivitas Sekretariat Daerah,
Program Fasilitasi Partisipasi
20 Masyarakat peran serta masyarakat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 66,66% 66,66%  |Kecamatan dan
di lingkungan kelurahan Kelurahan
Program Penataan Dan Persentase hasil .
= X Sekretariat Daerah,
20 | 22 |Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan |pengawasan yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Inspektorat Daerah
Prosedur Pengawasan ditindaklanjuti;
Terbinanya UKS Kota 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sekretariat Daerah,
20 Program Upaya Kesehatan Masyarakat .
Bontang Dinas Kesehatan
Prorgam Pemberdayaan Kelembagaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% )
20 Keseiaht Sosial Sekretariat Daerah
esejahteraan Sosia
i . Terbinanya perangkat Sekretariat Daerah,
Peningkatan Pembinaan Perangkat
20 kecamatan dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kecamatan dan
Kecamatan Dan Kelurahan
kelurahan Kelurahan
X i Terlaksanya evaluasi dan Sekretariat Daerah,
Evaluasi Dan Pembinaan Perangkat .
20 pembinaan perangkat 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kecamatan dan
Kecamatan Dan Kelurahan
kecamatan Kelurahan
Terbinanya kecamtan .
. Sekretariat Daerah,
Program Pembinaan Kecamatan Dan |dan kelurahan dalam
20 Kecamatan dan
Kelurahan penyelenggaraan 100% 100% 100% - - 100% 100% 100% Kelurahan
pemerintahan
Lancarnya pelayanan
Program Peningkatan Tata - Y p Y i
20 ) administrasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sekretariat Daerah
Pemerintahan intah
pemerintahan
Program Kerjasama Informasi Dengan |Persentase keterbukaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% .
20 Mass Medi inf i oublik Sekretariat Daerah
ass Media informasi publi
Sekretariat Daerah,
Terlaksananya Badan Kesatuan
Program Pengelolaan Keragaman . 4 .
20 Bud pembinaan kebudayaan Bangsa, Politik dan
udaya K .
semua etnis yang ada 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Perlindungan

Masyarakat
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Program Kemitraan Pengembangan

Terlaksananya perayaan

20 Wawasan Kebangsaan hari-hari besar nasional 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sekretariat Daerah
dan HUT Kota
Program Pengembangan X
) Terlaksanaya promosi .
20 Kewirausahaan Dan Keunggulan produk daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sekretariat Daerah
Kompetitif Usaha Kecil Dan Menengah
Terlaksanya
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil |perencanaan, .
20 . . Sekretariat Daerah
Menengah Yang Kondusif koordinasi, dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pengembangan UKAM
Program Pengembangan Sistem Meningkatnya jaringan
20 Pendukung Bagi Usaha Mikro Kecil kerjasama antar 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sekretariat Daerah
Dan Menengah lembaga
20 | a1 Program Fasilitasi Administrasi Terlaksananya proses 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sekretariat Daerah
Pertanahan administrasi pertanahan
STATISTIK
Persentase ketersediaan
data untuk mendukung
23 | 15 Program Pengembangan envusunan Bappeda
usu
Data/Informasi Statistik peny i
perencanaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
pembangunan daerah
KEARSIPAN
. . . |Jumlah SKPD yang Kantor
Program perbaikan sistem administrasi . .
24 | 15 kearsipan mengelola Arsip secara 0 33,33% 24,10% 36,17% 150,08% 100% 25% 25% Perpustakaan, Arsip
Baku dan Dokumentasi
Jumlah Kegiatan Kantor
Program penyelamatan dan . .
24 | 16 pelestarian dokumen/arsip daerah Peningkatan SDM 100% 3 keg 3 keg 3 keg 100% 100% 100% 100% Perpustakaan, Arsip
Pengelola Kearsipan dan Dokumentasi
URUSAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
Terlaksananya
Pembinaan pengusaha bidang p yd Dinas Perhubungan
engawasan dan
25 perhubungan,komunikasi dan 8 . Komunikasi dan
Pembinaan Jasa dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

informatika

Telekomunikasl

Informatika

74




Program Kerjasama Informasi Dengan

Persentase keterbukaan

Dinas Perhubungan

25 | 18 . . . . 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Komunikasi dan
Mass Media informasi publik .
Informatika
PERUMAHAN
Terciptanya keserasian .
. . Dinas Tata Ruang
04 | 16 |Program Lingkungan Sehat Perumahan |kawasan dan lingkungan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kota
hunian berimbang
Terselenggaranya
perencanaan Dinas Tata Ruang
04 | 15 |Program Pengembangan Perumahan
pengembangan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kota
pemukiman
PENATAAN RUANG
Tersedianya peraturan .
Dinas Tata Ruang
05 | 16 |Program Perencanaan Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang 10% 10% 10% 10% 100% 10% 10% 100% Kota
serta SPM
Tersedianya produk
rencana pemanfaatan Dinas Tata Ruang
05 | 17 |Program Pemanfaatan Ruang .
ruang dan meningkatnya 10% 15% 10% 15% 150% 15% 15% 100% Kota
partisipasi masyarakat
. Berjalannya .
Program pengendalian pemanfaatan . Dinas Tata Ruang
05 | 18 Ruang pengendalian dan 10% 10% 10% 10% 100% 10% 10% 100% Kota
pengawasan ruang kota
LINGKUNGAN HIDUP
08 Program Peningkatan Kualitas Lancarnya pelayanan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Badan Lingkungan
Pelayanan Publik publik Hidup
. Meningkatnya .
Program pengendalian pencemaran Badan Lingkungan
08 | 16 . . pengawasan dokumen 93% 80% 93% 83% 100% 88% 88% 100% .
dan perusakan lingkungan hidup lingk Hidup
ingkungan
. . Dinas Kebersihan
Program Pengembangan Kinerja Meningkatnya
08 | 15 74% 97,77% 74,08% 84,80% 114,47% 80,59% 72,02% 89,36%  |Pertamanan dan
Pengolahan Sampah penanganan sampah PMK
08 | 22 Program Pengelolaan Ruang Terbuka |Terpeliharanya Ruang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Kebersihan
Hijau terbuka Hijau Pertamanan dan
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PMK

PILIHAN

KEHUTANAN

Program Pemanfaatan Potensi Sumber

Terlaksananya
pengelolaan dan

Dinas Perikanan

02 | 15 Kelautan dan
Daya Hutan pemanfaatan hutan 82% 82% 107,89% 80% 86,24% 107,89%  |pertanian
lindung dan mangrove
Terlaksananya
pemeliharaan HL dan Dinas Perikanan
02 | 16 |Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan |mangrove serta Kelautan dan
penanaman pohon di 86% 83,46% 86% 85,24% 99,12% 84% 85,24% 101,48% |Pertanian
Ruang Terbuka Hijau
Meningkatnya . .
. . X Dinas Perikanan
Program Perlindungan dan Konservasi |perlindungan dan
02 | 17 Kelautan dan
Sumber Daya Hutan kesadaran masyarakat 80% 55% 80% 60% 75% 70% 70% 100% Pertanian
ttg konservasi SDH
02 Program Penertiban Industri Hasil Tertibnya kegiatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Hutan industri hasil hutan
KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program Pemetaan Ruang Tersedianya kebijakan Dinas Perikanan
05 | 25 |Perencanaan Pengelolaan Wilayah perencanaan dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kelautan dan
Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pengelolaan WP3K Pertanian
WAIJIB
PEKERJAAN UMUM
03 Program Pengembangan Tercapainya tata laksana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dinas Pekerjaan
Data/Informasi kearsipan Umum
o Terlaksanannya sistem ‘ _
Program Optimalisasi Pemanfaatan . Dinas Pekerjaan
03 . tata usaha yang lebih 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Teknologi fektif d fisi Umum
efektif dan efisien
03 | 15 Program Pembangunan Jalan dan Prosentase panjang jalan 85% 95,65% 85% 95,72% 112,61% 84.18% 93,97% 111,63% |Dinas Pekerjaan

Jembatan

dalam kondisi baik

Umum
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Program Pembangunan Saluran

Prosentase drainase
dalam kondisi baik /

Dinas Pekerjaan

03 | 16
Drainase / Gorong-Gorong pembuangan aliran air 2,80% 2,73% 3% 2,36% 78,67% 3,60% 3,0%% 120% Umum
tidak tersumbat
Prosentase turap yang
03 | 17 Program Pembangunan rawan longsor di wilayah Dinas Pekerjaan
Turap/Talud/Bronjong jalan penghubung dan 44,44% 55,56% 44,44% 33,33% 75% 44,44% 44,44% 100% Umum
aliran sungai
03 | 18 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Prosentase panjang jalan 85% 91,59% 89,98% 95,72% 106,38% 34.18% 93,97% 111,63% Dinas Pekerjaan
Jalan Dan Jembatan dalam kondisi baik Umum
Program Pengembangan Kinerja Prosentase rumah . .
o ; . Dinas Pekerjaan
03 | 27 |Pengelolaan Air Minum Dan Air tangga pengguna air 82% 67,23% 80% 77,01% 96,26% 74.46% 85,67% 115,06% | um
Limbah bersih
Menurunnya prosentase Dinas Pekerjaan
03 | 28 |Program Pengendalian Banjir unnya proser 0,14% 0,15% 0,14% 0,44% 314,29% 0,15% 0,15% 100% )
luas wilayah kebanjiran Umum
03 | 37 Program Peningkatan Jalan Dan Prosentase panjang jalan 85% 91,59% 89,98% 95,72% 106,38% 84.18% 93,97% 111,63% Dinas Pekerjaan
Jembatan dalam kondisi baik Umum
. Meningkatnya sarana . .
Program Peningkatan Sarana dan Dinas Pekerjaan
03 | 32 ) dan prasarana 7 paket 1 paket 7 paket 1 paket 50% 1 paket 2 paket 200%
Prasarana Keciptakaryaan Keciptak Umum
eciptakaryaa
Program Peningkatan Sarana dan Terbangunnya gedung . .
. . Dinas Pekerjaan
03 | 35 |Prasarana Penunjang Pemerintah kantor yang 35 paket 35 paket 5 paket 250% 8 paket 11paket 137% Umum
Daerah representatif
03 Program Perencanaan Pembangunan |Terlaksananya program 2 paket 2 paket 2 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100% Dinas Pekerjaan
Ekonomi PNPM Mandiri Umum
. Terpublikasinya . .
Program Penyebarluasan Informasi X X Dinas Pekerjaan
03 | 35 informasi pembanguna 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pembangunan Daerah L. Umum
di Bidang kesehatan
Program Pengembangan dan Terlaksananya . .
R L K Dinas Pekerjaan
03 Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan |Pemeliharaan Saluran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Jaringan Pengairan Lainnya

Air/Drainase

Umum

PERUMAHAN
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Meningkatnya tingkat Di Kebersih
inas Kebersihan
'Program Peningkatan Kesiagaan dan |waktu tanggap
04 | 19 N Pertamanan dan
Pencegahan Bahaya Kebakaran (response time rate) 80% 78% 80% 100% 100% 80% 100% 100% PMK
daerah layanan
Jumlah Tempat Dinas Kebersihan
oa | 20 'Program Pengelolaan Areal 5 K U - d
Pemakaman émakaman Umum yang 9 lokasi 7 lokasi 9 lokasi 8 lokasi 100% 9 lokasi 9 lokasi 100% ertamanan dan
dipelihara PMK
01 | 21 Program Penataan Permukiman Prosentase rumah layak Dinas Pekerjaan
Lingkungan huni 61,99% 67,21% 61,99% 67,68% 109,18% 61,16% 63,83% 104,37%  |Umum
. Meningkatnya cakupan Dinas Kebersihan
'Program peningkatan sarana dan
04 PIU pelayanan penerangan 42,35% 41,18% 42,35% 47,35% 111,81% 39,41% 44,18% 112,10% Pertamanan dan
rasarana
P jalan umum PMK
PERHUBUNGAN
Dinas Perhubungan
Program Pembangunan Prasarana Dan |Jumlah pelabuhan laut / L €
07 | 15 . . 9 7 9 7 100% 8 8 100% Komunikasi dan
Fasilitas Perhubungan udara / terminal .
Informatika
Dinas Perhubungan
Kelengkapan fasilitas I &
pelabuhan Lokt 75% 75% 70% 100% 70% 70% 100% Komunikasi dan
elabuhan Loktuan
Informatika
X Prosentase peningkatan Dinas Perhubungan
Program Peningkatan Pelayanan —
07 | 17 Anekut pelayanan angkutan 85% 80% 85% 85% 100% 85% 85% 100% Komunikasi dan
ngkutan
€ umum Informatika
Dinas Perhubungan
Program Pengendalian Dan Bertambahnya jumlah L &
07 | 19 . . 750 700 750 780 104% 750 810 104% Komunikasi dan
Pengamanan Lalu Lintas rambu-rambu jalan .
Informatika
PERTANAHAN
X . . Meningkatkan status
Program Peningkatan Administrasi N .
09 pertanah kepemilikan tanah Sekretariat Daerah
ertanahan
Pemkot 373,1ha 70 ha 373,1 ha 70 ha
Inventarisir dan 433,35 ha - 433,35 ha - - Sekretariat D h
ekretariat Daera
dokumentasi lahan milik
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Pemkot

Update data aset tanah 86,5 ha - 86,5 ha 86,5 ha 100% 86,5 ha )
Sekretariat Daerah
Pemkot ke SIP
Pelatihan tenaga teknis - 9
& 61 61 > 100% 5 Sekretariat Daerah
pertanahan
Inventarisasi dan
mediasi permasalahan 31 - 31 5 100% 5 Sekretariat Daerah
tanah
Inventarisasi dan
Penyusunan Perencanaan ) .
09 memelihara Patok Batas 253 - 253 60 100% 60 Sekretariat Daerah
Pengembangan Kawasan Perbatasan
Daerah
URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH
. . - [Jumlah UMKM yang di Dinas Perindustrian
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil |, R
15 | 15 . bina agar menjadi lebih 165 25 165 51 30,91% 30 51 170% Perdagangan
Menengah Yg Kondusif ’ .
terarah Koperasi dan UKM
Program Pengembangan Sistem Jumlah tempat untuk Dinas Perindustrian
15 | 17 [Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro  [pemasaran produk 1 1 1 1 100% 1 1 100% Perdagangan
Kecil Menengah unggulan Koperasi dan UKM
. . . Dinas Perindustrian
Program Peningkatan Kualitas Jumlah koperasi yang
15 | 18 ) ) 95 85,71% 85% 85,34% 100,40% 93 97 104,30% |Perdagangan
Kelembagaan Koperasi aktif .
Koperasi dan UKM
Jumlah koperasi yang Dinas Perindustrian
melaksanakan Rapat 65 59 65 95 146,15% 63 97 153,96% |Perdagangan
Anggota Tahunan (RAT) Koperasi dan UKM
Program Peningkatan Kelembagaan Jumlah KSP/USP yang Dinas Perindustrian
15 | 19 |Koperasi Dan Pengembangan Sistem  |telah dinilai 60 77 72 80 111,11% 55 90 163 Perdagangan
Pendukung Usaha Bagi UMKM kesehatannya Koperasi dan UKM
URUSAN PENANAMAN MODAL
DAERAH
X . . Badan Perizinan dan
Program Peningkatan Promosi Dan Jumlah investor berskala
16 | 15 24 14 24 23 95,83% 23 15 65,21% |Penanaman Modal

Kerjasama Investasi

nasional (PMDN/PMA)

Daerah
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Badan Perizinan dan
Program Peningkatan Iklim Investasi
16 1 16 | Realisasi Investasi PMDN (Rp) x 1.000.000 896.11 11.861,33 886.11 805,555 90.91% 805,555 | 6.434,76 798,80% |Penanaman Modal
Daerah
Badan Perizinan dan
PMA ($) x 1.000 323.749 452.599 323.749 297.017 91,74% 297.017 918.947 309,39% |Penanaman Modal
Daerah
Program Penyiapan Potensi Terlaksananya Badan Perizinan dan
16 Sumberdaya Sarana dan Prasarana kerjasama pengelolaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Penanaman Modal
Daerah kawasan industri Daerah
Badan Perizinan dan
Program Peningkatan Kualitas
16 | 16 Pelayanan Publik Lama proses perijinan 12 12 12 18 150% 12 18 66,66% Penanaman Modal
Daerah
PILIHAN
PERTANIAN
Jumlah petani yang Di Perik
inas Perikanan
Program Peningkatan Kesejahteraan |mendapatkan
01 | 15 R Kelautan dan
Petani penyuluhan & 490 70 490 70 14,29% 70 70 100% Pertanian
pendampingan
5 unit hand 5 unit hand
Jumlah sarana dan . .
. . tractor, 45 tractor, 45 15 paket | Tersedianya Dinas Perikanan
Program Peningkatan Penerapan prasarana teknologi )
01 | 18 ) ) ] paket sarana | 5unithand | paketsarana |15 paket sarana sarana sarana 8 Kelautan dan
Teknologi Pertanian/Perkebunan pertanian/perkebunan . . ] ) ]
tepat guna pertanian tractor pertanian pertanian 100% pertanian Kelompok 100% Pertanian
. . Tersedianya sarana Dinas Perikanan
Program Peningkatan Produksi . i
01 |19 Pertanian/Perkebunan produksi pertanian dan 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100% Kelautan dan
perkebunan Pertanian
Tersedianya bibit unggul Dinas Perikanan
pertanian dan 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100% Kelautan dan
perkebuan Pertanian
12
12 12 12 12 12 Dinas Perikanan
Program Pemberdayaan Penyuluh Meningkatnya SDM pfanyuluh, pfenyuluh, 4 p?nyuluh, pényuluh, 4 per.myuluh, 4 p-enyuluh,
01 | 20 . 4 unit sarana unit sarana 4 unit sarana unit sarana unit sarana | 4 unit sarana Kelautan dan
Pertanian/Perkebunan Lapangan penyuluh .
penyuluh penyuluh penyuluh penyuluh 100% penyuluh penyuluh 100% Pertanian
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Program Pencegahan dan

Terselenggaranya
pemeliharaan kesehatan

Dinas Perikanan

01|21 X Kelautan dan
Penanggulangan Penyakit Ternak dan pencegahan 12 paket 3 paket 12 paket 3 paket 100% 3 paket 3 paket 100% Pertanian
penyakit ternak
Tersedianya bibit ternak Di Perik
inas Perikanan
Program Peningkatan Produksi Hasil  |untuk mendukung
01 | 22 ) Kelautan dan
Peternakan swasembada daging 456 20 456 20 4,39% 20 20 100% .
1000 ekor Pertanian
. Tersediannya sarana dan Dinas Perikanan
Program Peningkatan Penerapan .
01| 24 Teknologi Peternakan prasarana teknologi 4 paket 1 paket 4 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100% Kelautan dan
peternakan Pertanian
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Dinas Perindustrian
Program Pembinaan Dan Pengawasan |Jumlah perusahaan 100
03 |15 | . ) . ) 17 3 17 3 17,56% 3 3 Perdagangan
Bidang Pertambangan galian C yang diawasi .
Koperasi dan UKM
Program Pengawasan Dan Penertiban |Bertambahnya jumlah Dinas Perindustrian
03 | 16 |Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi sumur bor air tanah 40 5 40 20 50% 5 20 400% Perdagangan
Merusak Lingkungan yang terdata Koperasi dan UKM
Program Peningkatan Kualitas Jasa Jumlah kelurahan yang Dinas Perindustrian
03 | 19 |Pelayanan, Sarana Dan Prasarana dibangun instalasi gas 2 2 2 2 100% 2 2 100% Perdagangan
Energi rumah tangga Koperasi dan UKM
Jumlah Pembangkit Dinas Perindustrian
Listrik Tenaga Surya 750 100 750 100 13,33% 100 100 100% Perdagangan
untuk masyarakat pesisir Koperasi dan UKM
03 Program Fasilitasi Peningkatan Cakupan pelayanan 90% 80% 90% 83% 92,22% 87% 87% 100% Sekretariat Daerah
Cakupan Pelayanan Listrik Masyarakat [listrik masyarakat
PARIWISATA
Program Pengembangan Pemasaran
04 | 15 o
Pariwisata
L . 4.895 4.750 6.000 5.300 88,33% 4.699 Dinas Kebudayaan
Program Pengembangan Destinasi Jumlah kunjungan L
04 | 16 o . i dan Pariwisata
Pariwisata wisata di kota Bontang
04 | 17 |Program Pengembangan Kemitraan

KELAUTAN DAN PERIKANAN
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270 270
kel k, kel k, Dinas Perikanan
Program Pemberdayaan Ekonomi Terbinanya kelembagaan elompo elompo
05 | 15 - pelaksanaan pelaksanaan 30 Kelautan dan
Masyarakat Pesisir kelompok nelayan .
PENAS 2015 | 30 kelompok | PENAS 2015 kelompok Pertanian
3 kedai 3 kedai
Terlaksananya bantuan | pesisir, 1 unit pesisir, 1 unit 1 kedai Dinas Perikanan
sarana dan prasarana pengolah air pengolah air 1 kedai pesisir/pula 1 kedai Kelautan dan
bagi masyarakat pesisir bersih 1 kedai pesisir bersih esisir/pulau 100% u esisir/pulau 100% Pertanian
8 Y p p p p p p
. Dinas Perikanan
Terlaksananya pelatihan
. 60 orang 30 orang 60 orang 30 orang 100% - Kelautan dan
budidaya .
Pertanian
Terlaksananya . .
. . Dinas Perikanan
Program Pengembangan Budidaya pendampingan pada Kelautan d
) ) elautan dan
Perikanan kelompok tani 905 245 905 199 21,99% 215 199 92,55%  |bertanian
pembudidaya ikan
Terlaksananya
‘ Y 150 orang, 150 orang, 300rg, |30org, kolam Dinas Perikanan
05 pembinaan dan kolam 2 ha, 60 kolam 2 ha, | 30 org, kolam kolam 0,5 0,5 ha, 15 Kelautan dan
pengembangan UPR 30 orang 60 UPR 0,5 ha, 15 UPR 100% ha, 15 UPR UPR 100% Pertanian
perikanan
Beroperasinya dan Dinas Perikanan
tambahnya sarana dan 10 paket 2 paket 10 paket 2 paket 100% 2 paket 2 paket 100% Kelautan dan
prasarana BBIP Pertanian
. Jumlah nelayan tangkap Dinas Perikanan
Program Pengembangan Perikanan
05 Tangkap yang mendapat 150 orang 30 orang 150 orang 30 orang 100% 30 orang 30 orang 100% Kelautan dan
pelatihan dan bantuan Pertanian
Dinas Perikanan
Terbangunnya PPI/TPI
o 5 paket 1 paket 5 paket 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100% Kelautan dan
dan fasilitasnya .
Pertanian
DED dan 5 DED dan 5 . .
Dinas Perikanan
Terbangunnya paket paket
. X . ) ) Kelautan dan
Minapolitan perikanan pekerjaan - pekerjaan 1 paket 100% 1 paket 1 paket 100% )
Pertanian
120 30 120 30 100% 30 30 100%
05 Program Optimalisasi Pengelolaan Dan |Tersedianya Sarana dan ? ? Dinas Perikanan
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Pemasaran Produksi Perikanan

Prasarana Pengolahan
Hasil Perikanan,
Pertanian dan
Peternakan

Kelautan dan
Pertanian

Terlaksananya
pembinaan pengolahan

Dinas Perikanan
Kelautan dan

dan promosi hasil 72 pertemuan 15 72 pertemuan 15 100% 15 15 100%  |pgrianian
perikanan dan kelautan
Tersedianya sentra . .
K Dinas Perikanan
penempatan hasil
. Kelautan dan
produk-produk hasil 13 sentra 5 13 sentra 2 100% 3 3 100% .
i Pertanian
perikanan
PERDAGANGAN
5 mini 5 mini 5 mini 5 swalayan, | 5 swalayan, . . .
. Pengawasan makanan 5 swalayan, 10 . o Dinas Perindustrian
Program Perlindungan Konsumen Dan . swalayan, 10 | swalayan, 10 | swalayan, 10 | . 10 mini 10 mini
06 | 15 dan minuman yang . . . mini market, 22 100% 100% Perdagangan
Pengamanan Perdagangan i mini market, | mini market, 20| mini market, market, 20 | market, 20 .
beredar dipasaran toko Koperasi dan UKM
23 toko toko 23 toko toko toko
Keikutsertaan pameran . . .
. . Dinas Perindustrian
Program Peningkatan Dan dagang komoditi ekspor
06 | 17 ) Perdagangan
Pengembangan Ekspor nasional dan 9 kali 2 kali 9 kali 2 kali 100% 2 kali 2 kali 100% .
X . Koperasi dan UKM
internasional
. L Pelaku usaha yang Dinas Perindustrian
06 | 18 Program Peningkatan Efisiensi duknva di Kan di perd
roduknya dipasarkan di erdagangan
Perdagangan Dalam Negeri P . y. P . 21 4 21 4 100% 4 4 100% € . 8
tk provinsi & nasional Koperasi dan UKM
X . Tersedianya data Dinas Perindustrian
06 | 19 Program Pembinaan Pedagang Kaki g terat perd
edagang yang teratur erdagangan
Lima Dan Asongan pedagang yang 1 1 1 1 100% 1 1 100% 8 _ &
dan akurat Koperasi dan UKM
Program Peningkatan Dan Terbangunannya sarana Dinas Perindustrian
06 | 20 |Pengembangan Sarana Dan Prasarana |perdagangan yang 3 100% 3 1 100% 1 1 100% Perdagangan

Perdagangan

refresentatif

Koperasi dan UKM

PERINDUSTRIAN
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Program Penataan Struktur Industri

Study kelayakan

Dinas Perindustrian

i . 1 pkt 1 paket 1 pkt 1 100% Perdagangan
kawasan industri .
Koperasi dan UKM
Meningkatnya jumlah Dinas Perindustrian
pelaku usaha industri 2% - 2% 2% -

hulu hilir yang terampil

Perdagangan
Koperasi dan UKM
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2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “gap expectation”
antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang
direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan
kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan
daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan
secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak
dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Tujuan perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk
mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau
kegagalan kinerja pembangunan daerah pada masa lalu. Identifikasi faktor-
faktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal
dengan mempertimbangkan masukan dari SKPD.

2.3.1. Lingkungan Hidup

a. Meningkatnya potensi konversi lahan hutan fungsi lindung dan Ruang
Terbuka Hijau menjadi lahan terbuka yang mengakibatkan menurunnya
fungsi imbuhan air tanah di wilayah tangkapan air utama yang
merupakan sumber utama supply air bersih di Kota Bontang.

b. Kawasan pesisir dan laut khususnya hutan mangrove dan ekosistem
terumbu karang akan semakin terdegradasi seiring dengan menigkatnya
aktivitas masyarakat dan industri pada kawasan pesisir dan laut.

c. Semakin meningkatnya jumlah penduduk dan pembangunan perumahan
pada kawasan perkotaan berpotensi menekan fungsi daerah aliran sungai
(DAS), termasuk ancaman pencemaran air sungai di Kota Bontang.

d. Semakin meningkatnya aktivitas industri membawa konsekwensi pada
potensi penurunan kualitas udara karena meningkatnya sumber emisi gas
rumah kaca, emisi gas buang sumber bergerak dan tidak bergerak dan air.

e. Semakin meningkatnya aktivitas industri juga membawa konsekwensi
pada potensi acaman bencana industri.

f. Kurangnya  kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan
pemberdayaan masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah
secara mandiri.

g. Peningkatan limbah cair, padat, dan B3.

h. Kurangnya penyediaan ruang terbuka hijau khususnya di Kawasan
Perkotaan.

2.3.2. Kependudukan dan Demografi

a. Kota Bontang didominasi oleh penduduk usia muda dan usia produktif
hal ini berimplikasi pada kebutuhan meningkatnya layanan sektor publik
seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan lainnya pada saat yang
sama Kota Bontang dihadapkan pada ketrbatasan lahan untuk
pembangunan;

b. Pertambahan penduduk juga di akibatkan faktor migrasi dari luar daerah
yang datang untuk mencari pekerjaan terkait beroperasinya perusahaan
skala nasional di Kota Bontang;

85



2.3.3.

Ekonomi dan Sumber Daya Alam

a. Investasi, Industri, dan Perdagangan

1)

2)

3)

Investasi

a) Pemberian insentif dan kemudahan investasi belum efektif
menarik investasi;

b) Belum optimalnya kualitas kelembagaan dan pelayanan investasi;

c) Daya dukung peluang-peluang investasi unggulan, terutama
kesiapan lahan, belum siap;

d) Optimalisasi dan inovasi promosi belum maksimal;

e) Peningkatan daya saing investasi melalui dukungan infrastruktur
pendukung masih kurang.

Industri

a) Daya saing produk UMKM belum kuat;

b) Penggunaan bahan baku lokal belum optimal;

c) Sistem pengembangan industri/usaha mikro, kecil dan menengah
belum komprehensif dan berkelanjutan;

d) Belum optimalnya peningkatan kualitas produk-produk UMKM,;

e) Belum terbangunnya jaringan produksi dan pemasaran produk-
produk UMKM:

f) Kemampuan teknologi IKM masih kurang.

Perdagangan
a) Jaringan pemasaran dan pemberian fasilitas masih kurang
mendukung;

b) Kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan
perlindungan konsumen masih kurang;

c) Terbatasnya pelaku usaha UMKM yang berorientasi ekspor;

d) Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk
lokal,

e) Belum optimalnya pengamanan dan penguatan pasar domestik.

b. Ketahanan Pangan

1)

2)
3)

4)

Masih minimnya pemahaman masyarakat terkait isu-isu ketahanan
pangan, mengingat Kota Bontang sangat tergantung dari pasokan
pangan dari daerah lainnya.

Ketersediaan dan cadangan pangan dalam rangka mewujudkan
ketahanan pangan di tingkat perseorangan/individu masih kurang;
Belum optimalnya pemantauan distribusi, harga, dan akses pangan
masyarakat;

Keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan melalui
pengembangan pangan lokal masih kurang;

c. Pertanian

1)

Belum berkembangnya pola pertanian perkotaan dengan didukung
pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya
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2)

3)

saing produk pertanian melalui pola pertanian berkelanjutan dan
ramah lingkungan;

Kualitas SDM dan kelembagaan pertanian untuk meningkatkan
kesejahteraan petani masih kurang;

Semakin terbatasnya lahan pertanian.

d. Perikanan dan Kelautan

1)
2)
3)

4)

S)

Produksi perikanan melalui optimalisasi perikanan budidaya dan
peningkatan pengembangan perikanan tangkap belum optimal;
Belum optimalnya peran TPI dan PPI dalam meningkatkan
pemasaran hasil perikanan;

Pemanfaatan teknologi untuk peningkatan daya saing serta
penguatan pemasaran belum optimal;

Masih dibutuhkannya konservasi, rehabilitasi, pemanfaatan, dan
pengkayaan sumberdaya serta sistem = ekologisnya secara
berkelanjutan  dengan = didukung  optimalisasi  pengawasan
sumberdaya kelautan dan perikanan.

Belum tumbuhnya investasi pada sektor perikanan-kelautan dan jasa
maritim.

e. Pariwisata

1)
2)

3)
4)

5)

6)

Rendahnya perkembangan sektor pariwisata;

Terbatasnya tujuan wisata alam dan buatan yang memiliki
keunggulan kompetitif maupun komparatif;

Belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya;
Daya saing kelembangaan usaha pariwisata belum kuat dan
memadai dalam menghadapi globalisasi;

Sistem manajemen pariwisata baik pemerintah, masyarakat dan
pelaku usaha di bidang pariwisata masih lemah;

Kurang berkembangnya investasi di bidang pariwisata;

f. Koperasi dan UMKM

1) Manajemen usaha koperasi dan UMKM belum optimal;

2) Kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM masih kurang;

3) Kualitas SDM pengelola koperasi dan UMKM masih rendah;

2.3.4. Sosial dan Budaya
a. Sosial

1) Jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar masih kurang;

2) Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum
berkembang maksimal;

3) Kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam
memberdayakan kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial
masyarakat belum efektif;

4) Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

masih belum optimal;

87



5)

Pola-pola penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia,
didukung prasarana yang mencukupi dan berkualitas, serta dengan
mendorong kemandirian dan memberikan peluang bagi masyarakat
untuk berperan nyata dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial
belum berjalan seperti yang diharapkan.

Kesehatan

1)
2)

3)

4)

S)

Belum optimalnya wupaya kesehatan masyarakat yang bersifat
promotif dan preventif;

Mutu layanan kesehatan belum sepenuhnya sesuai dengan standar
nasional;

Perilaku budaya hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat
menuju derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik belum
berkembang;

Perkembangan metode dan teknologi medis belum diikuti dengan
peningkatan sarana dan prasarana alat kesehatan terkait dan
profesionalisme pelayanan kesehatan, serta ketercukupan jumlah
tenaga-tenaga medis dan spesialis serta paramedis, bidan, ahli gizi,
dan ahli sanitasi;

Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) bagi
masyarakat belum optimal.

Pendidikan

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi
masyarakat belum terwujud sepenuhnya;

Masih belum meratanya kualitas penyelenggaraan pendidikan baik
yang dilaksanakan oleh pemerintah maupung masyarakat;
Keterkaitan sistem pendidikan baik pendidikan formal maupun
nonformal dengan ketenagakerjaan masih belum optimal;

Pendidikan berbasis teknologi informasi dan pendidikan berbasis
kearifan lokal masih kurang;

Belum meratanya akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan
yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan landasan moralitas
serta kepribadian mulia, yang memberikan bekal untuk siap bekerja
sesuai kebutuhan pembangunan wilayah atau pasar kerja, sistem
yang berorientasi pembentukan wirausaha yang diperlukan untuk
mengolah potensi keunggulan sumberdaya wilayah, maupun sistem
pendidikan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi serta
memperluas wawasan ilmu pengetahuan;

Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal belum dikembangkan
dengan baik;

Pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk
meningkatkan daya saing pendidikan Kota Bontang masih perlu
ditingkatkan mutunya;

Fasilitas/sarana penunjang pendidikan termasuk pengembangan
perpustakaan dan laboratorium sebagai sarana minat dan budaya
baca masih perlu ditingkatkan;
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d. Kebudayaan

f.

2.3.5.

1)

2)

3)

4)

Belum optimalnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan
tradisi, dan kehidupan seni yang masih lekat dalam kehidupan
masyarakat;

Peninggalan warisan budaya fisik (tangible) saat ini sudah terancam
keberadaannya;

Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat
berharga untuk menjadi daya tarik yang khas untuk mengundang
kunjungan dan perhatian dari luar daerah;

Belum optimalnya pengembangan keragaman seni dan budaya serta
pemberdayaan lembaga budaya;

Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja

1)
2)

3)

4)

Pengaruh-pengaruh negatif dariglobalisasibagi anak dan remaja;
Peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunanterutama
dalam struktur pemerintahan dan organisasi politik belum optimal;
Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak dasar perempuan
dalamkehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik belum memadai;
Pengarusutamaan gender dalam perumusan peraturan perundang-
undangan,kelembagaan, dan kebijakan anggaran masih kurang;

Tenaga Kerja

1)
2)

3)

4)

Peningkatan mutu dan produktivitas tenaga kerja melalui pendidikan
dan keterampilan belum maksimal,

Pendidikan dan keterampilan yang ada saat ini belum sesuai dengan
kebutuhan pasar kerja;

Belum optimalnya pengembangan semangat kewirausahaan bagi
penduduk wusia kerja agarmampu bekerja secara mandiri dan
menciptakan lapangan kerja baru;

Lemahnya perbaikan perekonomian daerah wuntuk mendorong
perluasan lapangan kerjadan penyerapan tenaga kerja;

Pemerintahan dan Politik

a. Pemerintahan dan Politik

b.

1) Kerjasama, kemitraan dan jejaring kerja antara masyarakat sipil,
DPRD, partai politik dan pemerintah daerah dalam mengatasi
permasalahan daerah serta dalam kapasitas penguatan kelembagaan
belum optimal;

2) Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah
berbasis elektronik dan internet (electronic Government, e-Gov) belum
optimal;

3) Belum optimalnya implementasi Good Governance.

Hukum

1) Akses layanan dan perlindungan hukum bagi semua masyarakat

belum merata;
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2)

3)
4)

Kapasitas dan kapabilitas pemerintah dalam menyelesaikan berbagai
kasus hukum di daerah masih kurang;

Pemahaman kesadaran dan budaya hukum belum optimal;
Penegakan supremasi hukum masih perlu ditingkatkan.

c. Kerjasama

1)

2)

2.3.6.

Kerjasama pada seluruh bidang pembangunan untuk mendukung
perekonomian rakyat belum maksimal,

Kualitas dan kuantitas jejaringan kerjasama dengan daerah lain dan
swasta belum optimal.

Prasarana Wilayah

a. Transportasi

1)

2)
3)

4)

Sistem transportasi wilayah yang memperhitungkan keterkaitandan
keterpaduan antar moda dan antar wilayah belum tertata dengan
baik;

Pelayanan transportasi yang nyaman untuk mendukung mobilitas
penduduk dan barang belum optimal;

Pelayanan infrastruktur bandar udara masih sangat terbatas karena
merupakan pelayanan terbatas perusahaan;

Peran pelabuhan dalam menyediakan layanan angkutan orang dan
barang masih belum berfungsi sesuai yang diharapkan, hal ini
berimplikasi pada masih rendahnya perkembangan ekonomi dari jasa
maritim.

b. Sumber Daya Air

1)
2)
3)

4)

Sumber daya air tanah masih menjadi satu-satunya sumber
pemenuhan kebutuhan layanan air bersih;

Peningkatan penyediaan sumber air baku belum memadai untuk
mengimbangi laju pertumbuhan penduduk;

Kota Bontang merupakan daerah yang rawan potensi banjir dan
bahaya kekeringan;

Tingginya konversi lahan menjadi lahan terbangun yang berpotensi
mengurangi ketersediaan air.

c. Keciptakaryaan

1)

2)

3)
4)

o)

Pertambahan perumahan dan permukiman memerlukan
pengembangan prasarana dan sarana dasar yang terpadu,;

Belum optimalnya pengembangan sistem perumahan dan
permukiman layak, dalam lingkunganyang sehat, aman, serasi, dan
teratur bagi masyarakat khususnya masyarakat ekonomi lemabh;
Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air minum,
air limbah, dan persampahan;

Belum tertatanya dengan baik bangunan dan lingkungan pada
kawasan budaya;

Masih terdapatnya lokasi genangan di kawasan pemukiman;

90



d.

6) Belum optimalnya layanan jasa konstruksi.

Tata Ruang

1) Belum optimalnya pemanfaatan dokumen rencana tata ruang sebagai
acuan dalam perencanaan pembangunan.

2) Tekanan alih fungsi lahan dari lahan fungsi lindung ke peruntukan
budidaya yang menimbulkan dampak terhadap kelestarian
lingkungan.

3) Kurang optimalnya perencanaan perkembangan wilayah pada
kawasan tumbuh cepat seperti kawasan perkotaan,;

4) Belum optimalnya penegakan hukum terhadap pelanggar perda tata

ruang sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan.

Komunikasi dan Informatika (Kominfo)

1)

2)

Belum terintegrasinya pemanfaatan infrastruktur dan sumberdaya di
bidang layanan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) dalam
rangka implementasi DGS, pelayanan kepada masyarakat, dan
penyelenggaraan administrasi pemerintahan,;

Belum adanya standar pelayanan minimal terkait dengan
ketersediaan informas

WALI KOTA BONTANG,

NENI MOERNIAENI
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